*

L3

*

*

*

L3

*®

*

*

*

NO. 8762/TAHUN-LVIII

RABU, 7 OKTOBER 2015

Business News

Fakta Analisa Penerangan

Sejak 30 November 1956

Khusus untuk para : Pengusaha - Manager - Pejabat - Politikus - Teknokrat - Sarjana {

INDUK KARANGAN :
Reformasi Pasar Dalam Negeri
EKONOMI & BISNIS :
Meningkatkan Efektivitas
Paket Kebijakan Ekonomi. . . .. ... ... 2
Industri Minuman Ringan

Tumbuh Melambat
Menko Darmin: Penyaluran KUR

Masih Relatif Rendah. . ... ......... b
Industri Pengolahan Kopi

Kekurangan Bahan Baku . . . ........ 6
Pengusaha Tanggapi Kejahatan

di Wilayah Perbatasan

Kalbar-Malaysia . . . . ............. 7
Pengembangan Kakao Berkelanjutan
Targetkan Peningkatan Produksi

Brug Kali Eipat; v sogiis damas % windd 8
BLU Kehutanan Bisa Danai HTI. .. .. .. 9
Ada Ruang Turunkan Harga BBM
Rp1.000JLer. wa soans swmil s 10

PT Pou Yuen Indonesia Dukung

Program Mengurangi Pengangguran. . .11
Indonesia Berkesempatan Raih
Peluang Besar dari ASEAN. . ... ....
Solusi Atasi Pelemahan Ekonomi,
Pemerintah Perlancar Penyaluran KUR . .13
Pemerintah Perluas Cakupan
PembenanKUR: wnmmn wemannasmms 14
Upaya Atasi Pelemahan Ekonomi,
Pemerintah Dorong Industri

PadatKarya . ... ......ioiven s 15
Pemerintah Incar Megaprojek

Material Bahan Bangunan

USD164,7 Miliar di Infra Oman. . . . .. 16

PASAR MODAL & KEUANGAN :
* Kurs Transaksi Bank Indonesia. . . . . .
CATATAN HARGA-HARGA :

* Kursi Kantor, Meja Kantor/

Lemart Arsipe - 55 wareies wareiie iaen 18
Kayu Jati Gelondongan
PENGUMUMAN/PERATURAN
PEMERINTAH :

Pedoman Akuntansi Perbankan
Syariah Indonesia Bagi Bank

*

*

Pembiayaan Rakyat Syariah

(Surat Edaran Kepala Eksekutif

Pengawas Perbankan Otoritas Jasa

Keuangan No.9/SEOJK.03/2015) ... .20

Transparansi dan Publikasi Laporan

Bank Umum Konvensional

(Surat Edaran Kepala Eksekutif

Pengawas Perbankan Otoritas Jasa

Keuangan No.11/SEOQJK.03/2015) . . .22

* Situs Web Emiten atau

Perusahaan Publik

(Peraturan Ketua Dewan Komisioner

Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 8/POJK.04/20158). . ........ 34

Pedoman Transaksi Repurchase

Agreement Bagi Lembaga

Jasa Keuangan

(Peraturan Ketua Dewan Komisioner

Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 9/POJK.04/2015). . .. ...... 40

* Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank
(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan R.|
Nomor 10/POJK.03/2015). .. ...... 47

* Perubahan Atas Peraturan Menteri

*

*

*

*

*

Pertanian Nomor 108/Permentan/
PD.410/9/2014 tentang Pemasukan

Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi

Siap Potong ke dalam Wilayah Negara
Republik Indonesia

(Peraturan Menteri Pertanian R
No.42/Permentan/PP.040/7/2015) . . .53
Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu
untuk Bebas Visa Kunjungan

(Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia R.I |
Nomor 22 Tahun 2015). .. ........ 56 |
Percepatan Penyaluran, Pengelolaan '
dan Penggunaan Dana Desa

Tahun 2015

(Keputusan Bersama Menteri Dalam

Negeri Nomor 200/5356/SJ, Menteri
Keuangan Nomor 959/KMK.07/2015,
Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi

Nomor 49 Tahun 2015). . ......... 58
Pembayaran Biaya Penempatan Calon
Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja
Indonesia Melalui Transaksi Non Tunai
(Surat Edaran Kepala Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia

Nomor SE.O4/KA/IX/20158). . .. ... .. 61 |
Penilaian Kinerja/Rating Pelaksana i
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia [
Swasta

(Keputusan Kepala Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia Tahun 2015). . .62 |

Alamat : Komplek P & K Jl. Taman Pendidikan Ill No.12 Jakarta Selatan 12430 - Tlp (021) 759 20 118

e e

T e



]?%QQK K:iRﬂﬁGA

REFORMASI PASAR DALAM NEGERI

Usaf_rsfbkmesi pasar daEam negeri yang dilon-
tarkan Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf me-
narik dicermati. ?aéa suatu kesempatan belum lama
ini, Rauf merﬁ’mté’ Pemeriritah agar segera melaki-
kan reformasi pasar dalam negeﬁ Tujuannya tiada

lain adalab membuka peiuang bagi fmuncuinya pe-
'ngusaha peﬁgu%ha baru, sehmgga pagar titdak di~_
~ kendalikan oleh beberapa pelaku usaha- sa;a Dengan
itu, menurut dia, pasar bukan hanya efzs:e_n tetapi
i efisiensi yang berkeadilan,’ i)itambahfcannya, refor-
| masi.pasar inilah yang gagal dilakikan oleh. pemerin-
tah semenjak reformasi bergulir. Dia laly membeda-

kan antara pasarkpada_em-érde Baru dengan pasar di

xera‘Rsformasik Jika di era yang peftamé pasar hanva
dikendalikan oleh satu pefaku usaha saja (monopoli},
maka pada era Reformasi r;iasar dikéndalikan oleh
kartel yang terdiri dari b_e'berapa pengusaha yang’
dissbut oligopoli {koran-jakarta.com, 2/10}. '
Reformas yang udaranya klt& h;rup dewasa .

ini adalah sebuah era di mana demoerSi menjadi

panandany_a. Dalam kaitan ini, maka menarik bicara |
~sbal pasar,

‘dan di sini kita mesti bicara soal de-
mokrasi daiam kaitannya dengan akonsm; (umum}
dan pasar (khusus} Usul reformasi pasar daiam
negeri, ba_ga:manapun, muncul pada momen yang

sangat tepat. Selagi tengah berupaya melakukan-
perubahan me‘ndasar; maka tentu ada baiknya jika !
i perspalan pasar j'z.ig_a? dibenahi secara -.rilendasa'r
“sekali merengkuh dayung,
i dua,:‘tiga pulau terlampaui”, Selain itu, persoalan
~'yang tidak sehat di ranah pasar ini selalu muncul

pula. Ebara&:‘ . pepatah

setiap terjadi kelangkaan atau “fonja_k&'n harga"baj_
han kebutuhan pokok, seperti beras', daging sapi,

daglng ayam, Dawang, garam, cabe dan.lain-lain,.
. yang disebabkan oieh permainan pengusaha ba-

sar yang memibentuk kartel. Padahal, sebagaimana

‘ | dikemukakan'cleh Rauf, salah sai:u yang periu dibe-
nahi Pemerintah. dalam. mewu;udkan swamsembada

pangan ialah memerang; kartel. -

Dari sisi hukum, keberadaan UU No. 5 Ta-

hun 1999 tentang Lara:’zgan,Praktek Monopoli dan

) Persaéngan ‘Usaha Tidak Sehat '{UU-" Antimonopali} |
- sebetulnya sudah m'aneniukan posisi. hegara yang
'aﬁtsmonepof dan, praktik semacamnya ‘Di dalam
Konsideran Menimbang secara tersufat dztakaa-_ _

kan tentang demokrasi dalam bidang ekonomi vang’
menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi

-setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam

proses prdduk'si dan. pemasdran. barang dan atau
1asa, dan seterusnya. Pada bagiars tain dl!:ekankan

‘ puia hahwa satia;} orang yang berusaha di Indonesia

harus berada dalam situasi persaingan yang sehat -

- dan wajar, sehmgga tzdak menimbulkan adanya pe-
musatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha ter-
- tentu. ‘Masalahnya- adalah undang-gndang tersebut

yang dibuat pada awal Reformasi dinilai tidak lagi.

memadai untuk menjawab kebutuhan dan persoa!an 15

yang muncat sekarang Atas pertrmbanga itu, KPPU

_mendorong agar dziakakan ‘revisi atas undang-un»

dang tersebut.
Bxcara soal pengorgamsassan ekonomi (di
dalamnya- tentu ada elemerz‘ pasar) dengan pe-

 ngorgaisasian .boiéti_k dalam :kaita‘nnya; dengan de-

mokrasi, tamp'aknya_ menarik - mencermati  hasjil

_pengamatan Amy Chua, professrjr péda Yale Uni-

versity, USA Kandata peagamatah Chua lebih fokus
di negara- nega;a ‘Amerika Latin, Afrika dan Rusna,
konkiusmya, yang menyatakan bahwa snstern__pssar‘
untuk mengorganisasi ekonomi tidak dapat dikom-
binagikan dengan s?s_t&m demokrasi untuk. mengor-

‘ganisasi politik (Wibowo, 2010}, tampaknya dapat

menjelaskan meagapa perlu difakukan raformasi
pasar dalam negeri itu. _
Arah reformasi pasar dfmaksud sebetuinya

'sudah jelas dan tegas. Di dalam Pasal 33 ayat (4}

UUD Negara Rl Tahun 1945 ditskankan bahwa pe-

'-fekgﬁoméaﬁ nasional diselenggarakan berdasar atas

demokrasi ekonemi. Pesanhya jelas, bahwa sistem

" demokrasilah yang mesti digunakan mengﬁrganisa}si‘
-ekonomi, bukannya “sistem pasar”.

[ *9 ]
Jakarta, 6 Okmber 2615
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MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PAKET KEBIJAKAN EKONOMI

Jakarta, 6‘_Oktober 201 5 (Business Ne,'ws) :

Perekonomian menyatakan, -sosialisasi pa-
ket kebuakan ekonomi tahap | lemah. Hal ini

Menurut Darmin, beberapa hari setelah paket

. -kebuakan ekonomi jilid | dlkeluarkan kementerlannya"
.. didatangi oleh wakil dari empat bank besar di Indone-
sia. Mereka menanyakan sebuah aturan yang dikely-

arkan sebuah kementerlan yang menurut mereka bisa

mengganggu tklim ekonoml Padahal aturan |tu sudah .

dicabut saat keluarnya paket kebuakanr-.ekonom} jilid 1.

 Atas kurangnya sosialisasi.itulah pemerintah’

akan memperbaiki pola sosialisasi paket kebijakan

kan dengan menjelaskan isi paket kebuakan per sek-

“tor, yang nantinya akan dimaktubkan. di dalam paket -
- kebijakan ekonomi lanjutan. : )

Sesuai janji pemennfah paket snmu[us per-

' ekonbmlan nasional jilid Il diterbitkan. Tidak sep-
dalam Paket September I
pemermtah Ieb:h fokus pada penyederhanaan.
- perizinan dan pengamanan devisa ekspor. Paket Sep--
tember il tadi diumumkan para menferi'ekonomi yang

erti Paket September i,

dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Sesuai permintaan kalangan pengusaha, Pa-
ket September I menjamin perizinan investasi bisa -

diperoleh investor hanya dalam tempo 3 jarh . Namun,

Kemudahan itu bukan tanpa syarat. Jaminan 3 jam '
. perizinan selesai hanya berlaku untuk keg|atan in- -
 vestasi di kawasan industri. : : .
Selama ini penzman di kawasan industri bisa

sampm 8 hari hanya untuk mengurus izin badan usaha
Jika membangun di luar kawasan industri, mvestor ha-

rus mengurus 11 perizinan terkait dengan konhstruksi,”

dan itu membutuhkan waktu paling cepat 526 hari.
Pada’ paket deregulasi .kedua ini dipangkas menjad_i
hanya 3 jam' dimané investor sudah 'mengantong‘i izin
dan bisa langsung mereahsamkan investasinya:
Kepala Badan Koordinasi Penanaman ‘Mod-
al (BKPM) Franky Sibarani menambahkan dengan

: proses 3 jar'n i'tu,‘
emermtah melalui Kementerlan Koordmator

kata Darmiin Nasution, Menteri Koordinator -
- Perekonomian bisa dilihat dari sedikitnya informasi

yang ditangkap oleh baik masyarakat maupun kalan-
Lgan dunia usaha terhadap paket kebijakan tersebut

- Perbaikan tersebut akan dilaku-

investor sudah-bisa mengantOngi
tiga produk perizinan, yakni izin prinsip, akta peru'se—'
haan, dan NPWP. Merigenai perizinan di luar kawasan' '
industri, terutama di bidang sumber daya alam (SDA}, |
pemerintah memangkas 14 perizinan menjadi enam.
perizinan. ftu termasuk menyapu bersih sembilan per- :

.aturan menteri sebelumnya. Jadi, berbagai izin yang |

dulunya banyak kini dlpermudah sehingga proses per—
izinan tebih cepat. o -

~ Soal pengamanan devisa- haS|I ekspor (DHE),
Menkeu Bambang Brodjonegoro mengungkapkan' ad-

’ anya pemangkasan ‘bunga deposito bagi eksportlr‘

yang menempatkan dana dalam dolar AS di péerbank-'
an dalam’ negen Sebagai contoh, kalau deposntonya
di atas enam bulan, maka pajaknya 0% atau tidak,

_ kena pajak bunga deposito.

. Pada umumnya respon pelaku usaha sangat
posmf atas keluarnya paket Jll;d Il. Ketua Umum Ap-
indo Haryadi Sukamdani'mengatakan paket kebijakan. -

' -ekonomi jilid N kéli'ini'lebih efektif dan implem_ehtatif o
untuk jangka pendek. Apalagi pemangkasan perizinan |

diyakini akan menarik investor. Paket ini sepertinya

~akan lebih  tepat -terasa dan efektif untuk. jangka

pendek. Beberapa kebuakannya sangat membantu"_ N
dunia usaha. . ‘
Yang menank muncul mgnal dari pemerintah

‘bahwa paket kebijakan. jilid Il bukan mer:_.lpakan pa-
| ket terakhir yang akan diterbitkan pemerintah karena
. saat ini beberapa peraturan yang berpotensi untuk
-dipangkas 'sedang dlkajlan dari kementerian terkait.

.Hlngga sekarang, sebanyak 16 Peraturan Pemerintah

dan Peraturan Presiden yang masuk dalam. paket ke- -
bijakan jilid pertama sudah selésai dibahas dan ting-
gal menunggu kelengkapan paraf menteri terka|t dan

, persetu;uan Presiden untuk ditetapkan.

Dalam tingkat kementerian dan Iembaga se-
banyak 38 peraturan juga telah selesai dibahas. Khu-

- sus di level ini, aspek deregulasi tidak hanya berupa i

penyempurnaan maupun: penyederhanaan pada per-

~aturan awal. namun juga-penggabungan. Penggabun-

gan. beberapa peraturan menjadi satu ini diharapkan
bisa . mengurangl beban. reguIaS| akibat terlampau |

' banyaknya peraturan yang sebenarnya bisa dlseder-
hanakan. Dengan demikian dari 38 peraturan tersebut, |
sete[ah dldereguI331 ;umlahnya menjadl 24 peraturan

. Business News 8762/ 7-10-2015
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" Salah satu vperaturaﬁ hasil

tentang Kelembagaan Koperasi yang merupakan hasil

.| dari penyederhanaan empat keputusan menterl dan.

' satu peratufan menteri sekaligus.
. - Sebelumnya, pemerintah rhengumumkan pa-
két kebijakan ekonomi jilid'pertama yaitu sebanyak
134 daftar kebijakan deregulasi peraturan, yang di-
| lakukah untuk mempercepat pengembangan ekonomi
makro yang kondusif, menggerakkan ekonomi nasi-
onal, melindungi masyarakat berpenghasilan rendah
serta menggerakkan ekonomi pedes'aan-.' "
Secara umum paket kebijakan.ekonomi jilid |
sebagian besar berkaitan dengan tiga sektor ekonomi
yaitu industri, ekspor dan keuangan. Yakni, Ieblh ban-

. yak diarahkan untuk mempeércepat proses investasi.
in-

dan pemberlan fasilitas perpajakan. Selain itu,
vestasi yang ditetapkan paling sedikit Rp100 rmhar
. atau yang bisa. menyerap 1.000 tenaga ketja Indone—

sia. Kawasan industri sudah ada Amdal, namun inves-

tor tetap harus 'membanguh pengelolaan limbah.

Pemerintah juga antusias menarik simpanan |

: valuta asing (valas) milik-eksportir yang saat ini ban-
i yak tersimpan di luar negeri. Untuk itu, pemerintah
' memangkas pajak deposito valas, bahkan hingga 0%.
- Saat ini pajak deposito devisa hasil ekspor (DHE) jika
~disimpan di bank nasional mencapai 20%. Dengan
_ dlterbltkannya paket ekonomi jilid 1l ini, besaran terse-

but dipangkas.
Adapun besaran pajak deposito valas di Indo-
nesia adalah sebagai berikut: deposito 1 bulan besa-

ran pajak 10%; deposito 3. bulan besaran pajak 7,5%;

. deposito 6 bulan besaran pajak 2,5%; dan deposito

di atas 6 bulan besaran pajak’ 0%. Jika DHE dikon-
. versi menjadi rupiah, besaran pajak yang dikenakan
i adalah sebagai berikut: depositb 1 bulan besaran pa-
; jak 7, 5% deposito 3 butan besaran pajak 5%; dan
deposito 6 bulan besaran pajak 0%. ‘

Di sisi kebijakan moneter yang menjadi ranah '

' Bank Indonesia (BI), pun dilakukan relaksasi kebuakan
| Pertama, potongan diskon pajak atas bUng'a'deposi‘i_o
DHE. Kedua, pelonggaran syarat non jaminan ekspor
dari 1 juta dolar-AS menjadi 5 juta dolar AS. Ketiga,
i penambahan fasilitas hedging atas utang valas dari
hanya tiga bulan, ep‘a’m bulan, ditambah setahun. "

Adapun, insentif sektor fiskal yang menjadi

. ranah Kementerian Keuangan adalah pemberian in-

sentif sepertl tax hohday dan tax aflowance serta

‘pénggabungan '
| tersebut adalah Peraturan Menteri KOperasi-dan UKM -

1
i

i

pengampunan'pajak atau tax amnesty di tahun de-.
. pan. Prosedur pemberian fasilitas pajak akan dipermu-

dah. Yang juga menarik adalah rencana pemerintah
memangkas pajak penghasilan badan, dari 28% men-
jadi 18%, dengan syarat tertentu, walaupun rencana
ini menimbulkan pro dan ko'ntra antar menteri. '

- Sama halnya dengan dunia usaha yang mere-

spon positif, maka- pelaku pasar keuangan pun mere-

~spon hal yang sama atas kebijakan ekonomi jilid .

Apalagi, Bl juga telah mengelua‘rkan lanjutan paket

kebijakan jilid 1 9 September lalu untuk menstabilkan
nilai ‘tukar rupiah seiring dengan paket kebuakan ]

vang dikeluarkan pemerintah pada 29 September.
. Nilai tukar rupiah menguat dan indeks harga
saham gabungan (IHSG) pun.masuk zona hijau. Re-

.spon tersebut jauh berbeda ketlka pasar menang-

gapi terbitnya Paket September | pada 9 September
lalu, Saat itu, rupiah justru melemah 63 poin menjad|

- Rp14.307 per dolar AS.

Penguatan rupiah mémang tidak l_epa'_.s dari per-

“an Bl untuk mendinginkan pasar. Di samping melaku-

kan intervensi di pasar spot, Bl juga akan melakukan

intervensi di pasar forward guna menyeimbangkan

penawaran dan permintaan. Kesimpulannya, semua
pemangku ‘Kepentingan menyambut gembira paket
kedua yang oleh banyak kalangan dinilai Iabih memi-

liki sasaran jangka pendek jika dibandingkan dengan

paket pertama yang diluncurkan pada 9 September
Namun, publik j juga mengingatkan pemermtah

_ agar tidak berhenta dengan paket itu. Pemerlntah ti- -

dak boleh bersikap-terlalu gembira atas reaksi pasar
yang terlihat menyambut paket itu dengan bergalrah

. Pemerintah tidak boleh terpukau oleh penguatan nllal
‘ ruplah dan'IHSG yang berlangsung sesaat.

Selain -karena masih = bersifat - sementara
rentang penguatan ‘tersebut juga relatif terukur. Arti-
nya, pasar tidak semata merespons positif peluncuran
paket stimulus tersebut, tetapi di sana tersirat pula
adanya posisi untuk wait and see. Karena itu, public

"harus_terus mendorong pemerintah untuk memasti-
" kan paket tersebut dalam implementasi secara efektif |

dan optimal. Ini perlu ditekankan karena dalam ban-

yak kasus; pemerintah terlihat bagus saat menetap‘-_

kan kebijakan, tetapi buruk dalam implementasi.
R ' ' {RK)
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INDUSTRI MINUMAN RINGAN
TUMBUH MELAMBAT |

. 'Jr‘akarta-,' 6 0ktober 2015 (Business Nsws}

Asosiasi Industrl Mlnuman Rlngan (ASRIM)
_ menllal beragam kebijakan pemermtah serta gejolak
ekonomi dunia menjadi faktor utama melambatnya
pertumbuhan industri. Ketua Umum ASRIM, Trivono,
di Jakarta, Senin (5/10) r,neml‘al pemerintah memang-
- kas'subsidi bahan bakar minyak {BBM} dan mengalih-

“kannya bagi biaya infrastruktur. Hal itu dinilai bagus,

tetapi akan mengorbankan daya beli masyarakat dan
produsen rela memangkas margin mereka yvang pent-
ing volume penjualan tetap terjaga. :
Triyono mengungkapkan, tahun 1a|u volume
produksi minuman nngan ‘tercatat 31,525 miliar Ii-
ter dengan. kontribusi terbesar dari air minum dalam

- kemasan (AMDK) sebanyak 25,606 miliar liter, teh .

(2,13 niiliar liter), jus {1,16 miliar liter} dan lainnya.
Secara akumulatif, kinerja pertumbuhan industri ta-

hun lalu metesat double digit atau sebesar 11,3%-
dibandingkan dengan realisasi kinerja 2013, Tr'iyqn_oll

pesimistis, realisasi perfumbuhan 2015 mampu me-
nyentuh dua d|g|t mehhat cerminan kmerja paruh per-
. tama tahun ini.

ASRIM mericatat pertumbuhan mdustrl minu-

man ringan maksimal sebesar 3% seiring dengan kem-
erosota}n daya beli masyarakat disertai meningkatnya
biaya produksi.

mencapai nilai positif dianggap sudah baik. Menurut-
nya, sepanjang semester /2015 rerata kinerja bera-
gam jenis minuman ringan tidak mengalami pertum-
buhan, hanya segmen air mlnum dalam kemasan yang

~ Sejalan dengan pertumbuhan ekonoml na-
| sional, dan dukungan daya beli masyarakat, rerata
. pertumbuhan |ndustr| mulai- dari 20(_)5 -2014 adalah
- sekitar 12,5%. Total produksi pada 2005 sebanyak
- 10,925 miliar liter, sedangkan pada 2014 bertambah
sebanyak 20,598 miliar liter. Triyono mengatakan
| akibat penurunan- daya beli ‘masyarakat, produsen
ba;‘\yak yang. memilih menahan "harga, sementara

Dia méngatakan melihat perjalanan
. kinerja beragam' segmen hingga‘ semester 1/2015

=

. Asosiasi Industri Minwnan Ringan

| harga produksi meningkat. Sebagai produk konsumsi
‘sekunder, wajar menurutnya, industri minuman ringan

terkena imbasnya Selain AMDK dan teh, jenis lain:
mengalaml penurunan. Sebut saja kopl siap sap malah
mlnus double digit.

Triyono menambahkan, . dengan terjadm- -
ya perlambatan pertumbuhan, pemenntah diminta
cepat . mengaktualisasikan rencana pembangunan
Infrastruktur yang hingga kini belum terlihat real-
isasinya. Perlambatan pertumbuhan jelas. akan mem-
pengaruhi 120.000 tenaga kerja Ipngsung yang beker-
ja pada sektor ini. Selain itu, 60% penjualan produk
minuman ringan dijual oleh pedagang tradisional ter-
masuk industri kecil menengah. ' :

Berangkat dari kondisi -tersebut, Triyono
menegaskan pengusaha industri mmuman ringan pun
menolak keras rencana pengenaan tarif cukai terha-. :

_ dap minuman bersoda (berkarbonasn pada tahun ini
[ karena dapat mengancam kinerja usaha mmuman

rmgan 'di dalam negeri. Dia mengatakan penerapan cu-
Kai pada minuman bersoda akan menggerus pendapa-

‘tan bagi pelaku industri. Bila pengenaan cukai menca-

. pai Rp3.000 per liter, tuturnya, akan terjadi kenaikan -

i

harga minuman bersoda hingga 25%. )
Triyono menilai, minuman bersoda tldak me-

'himbulkan dampak negatlf, baik dari segi moral mau- ‘
-pun kesehatan sehingga minuman berkarbonasi tak
i periu_dikenakan 'cukai._ !
- bertumbuh double digit dan teh yang bertumbuh pada |

- kisaran 2%-3%. - : '

Selain itu, pengenaan cukai
pada minuman ‘bersoda akan mematikan industri be-

" sar dan pelaku industri kecil menengah minuman. |

3 Menurutnya, alasan pengenaan cukai untuk mening- |
| katkan pemasukan negara tidak tepat jikar diberlaku- |

i

kan untuk produk minuman bersoda. Rencana pen- |

. genaan tarif cukai itu berdasarkan Undang-undang |

i undang undang No.

~{UU) No. 39/2007 yang merupakan perubahan atas.
11/1995 tentang Cukai.
- s |

'
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MENKO DARMIN: PENYALURAN KUR
| MASIH RELATIF RENDAH |

Jakarta, 6 Oktober 2015 {Business N_’ew*sf

Pemerintah- mengakui reallsa5|

target sepanjang tahun ini senilai Rp_30I tg’ilidn._ Darmin

i- Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
Selasa (6/10) mengatakan, penyaluran KUR hingga

akhir. September 2015 masih relatif rendah. Hal itu
disebabkan karena program tersebut baru dapat ditak-
sanakan pada 18 Agustus 2015.

Darmin menyebutkan, hingga 30 September
2015, PT Bank Rakyat IndoneSIa (Persero) Tbk. baru

- ‘menyalurkan KUR senilai Rp3,51 triliun. Padahal, alo-

kasi yang diberikan pemerintah kepada bank tersebut

mencapai Rp21,4 triliun. Menuratnya, penyaluran .

KUR oleh PT Bank Mandiri {Persero) Tbk. juga masih

. relatif rendah, yakni Rp349 miliar dari target Rp3,2

trilun. Kemudian PT Bank Negara Indonesia (Persero)

Tbk. senilai Rp159 miliar dari target Rp3,2 triliun. .
Darmin juga mengatakan dengan performa penyal-
. uran KUR seperti saat ini, maka ditargetkah hingga

akhir tahun hanya akan mencapai Rp19,24 triliun,

- _atau sekitar 21,37 % dari target.

Dengan melihat fakta ‘masih rendahnya real-

| isasi KUR tersebut, pemerintah pun mulai menyasa.r:-

tenaga kerja Indonesia (TKI) sebagai salah satu pihak

yang dapat menerima KUR agar dapat meningkatkan-
penyaluranfya hlngga akhir tahun. Dia mengatakan' '
selama ini .banyak TKI yang mengajukan kredit. ke-

pada perbankan di !uar'_neg'eri égar dapat berangkat

bekerja. Untuk itu, pemerintah akan berupaya untuk

memberrkan kredit dengan bunga yang lebih ringan.

KUR juga akan diberikan kepada TKI yang baru '

pulang dari luar negeri, agar tidak kembali- bekerja ke
fuar negeri. Kred|t tersebut akan diberikan dengan tu-
juan agar rhantan TK! mau membuka usaha di dalam
negeri, dan menggerakkan perekonomian di daerahnya.
Menurutnya, perbankan juga mengusulkan untuk mem-

berikan kemudahan kepada TKI yang ingin membuika |
rekening. Selama ini, TKI yang sedang berada di di luar

penvaIUran' '
© kredit usaha rakyat (KUR) hingga 30 September 2015
baru mencapai Rp4,02 triliun, atau sekitar 13,4% dari

" ta Pekerja, Gender dan Sosial,

1. negeri sulit untuk membuka rekéhing «i bank nasional,

karena terikat dengan aturan know your customers.
_ Selain TKI, melalui dana KUR ini juga di-
harapkan akan bisa mengangkat UKM untuk bersa-

ing dalam pasar masyarakat ekonomi ASEAN (MEA}-

yang akan dimulai awal Januari 2016. Diharapkan,

‘para UKM bisa menfaatkan dana itu untuk mengem-

ba_ngkan usahanya, sehmgga blsa mengerakan roda

~ perekonomian. Menyinggung bunga KUR, kalau pada .
2015 sebesar 12% per tahun, tetapi nanti pada 2016, -
bunganya turun tinggat 9% per tahun. Dikatakan un- -

tuk mereka yang meminjam di atas Rp25 juta me-
makai ‘agunan dan: bunga';etap 12% per tahun dan
ada aturannya tersendlrl '
Sementara itu, kalangan pengusaha menllal
dalam rangka mempercepat penyerapan KUR, pemer-
intah perlu melakukan pemetaan dan sosm!rsas_l yang
intensif. Ketua Bidang UKM,-Wanita Pengusaha, Wani-
Asosiasi Pengusaha
Indonesia {Apindo}), Nina Tursinah'rmengatakah, im-

plementasi percepatan tersebut. .memang harus tepat.
‘sasaran bagi pelaku UKM-IKM yang memang membu-

tuhkan, serta harus Ieblh mudah dlperoleh
Pemerintah juga harus. turut memperhatikan

pinjaman bagi pelaku IKM yang usahaﬁya melibatkan

pemrosesan dan berorientasi ekspor. Selama ini, KUR

cenderung hanya dinikmati oleh pelaku mdustrl mikro
_karena plafonnya hanya sebesar Rp25 juta. Lebih tan-
jut, dia menya,mpalkan bahwa mestinya pemerintah
‘menyegerakan implementasi dari-bunga KUR sebesar

9% agar bisa memperkuat IKM sekahgus meningkat-
kan daya saing.
Pemerintah juga diminta untuk menlngkatkan

pengawasan terhadap penyaluran KUR kepada pen- |

gusaha kelas mikro, kecil, dan menengah: Pasalnya
selama |n| banyék pelaku usaha kelas tersebut yang
kesulitan - untuk mengakses pinjamén ‘modal yang
disediakan oleh pemerintah'itu Dikatakan, selama ini
karena Iemahnya pemantauan banyak kredlt yang ti-

~dak tersalurkan

(sT)
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" INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI
| K.EK.URANGAN BAHAN BAKU

. Jakarta, 6 Oktober 201_5 (Business News)

Industri kopl dalam negen terganjal beberapa
3 ~masatah. Salah satunya saat ini masih adanya perebu-
tan bahan baku antara perusahaan lokal dan eksportir
1 kopi asing. Saat ini, produktivitas kopi_di Indonesia

baru mencapéi 741 kg biji kopi per ha per tahun untuk -

jenis robusté, dan 808 kg biji kopi per ha per tahun

| untuk arabika. Padahal sebagai negara penghasil kopi :
terbesar ketiga di dunia setelah Brasil dan Vietnam, -

Indonesia mampu memproduksi sedlkltnya 748.000

. ton atau 6, 6% dari produksi kopi dunia. Darr jumiah -

i tersebut, produkm kopi robusta mencapai Ieblh dari

601.000.ton (80, 4%) dan produksi kopi arabika men- .

| capai Ieblh dari 147.000 ton (19,6%).

. " Faiz Achmad, Dlrektur Industri’ Mlnuman dan
Tembakau,

- Selasa’ (6/10} menllai

Kementerlan Perindustrian - (Kempenn),

nesia mengonsumsi kopi, rupanya ikut mendongkrak:
‘ permmtaan bubuk . kopl alahan di dalam negeri. Tak-

- pelak, produks: kOpI nasional harus berbagl‘pasokan
antara pasar domestik dan Vekqu‘r.‘ Saat ini industri
" kopi dome.stik'kewalahan' memenuhi tinggin_y'a per-
mintaan kopi di pasaran lokal dan luar negeri.
' Saat ini, konsumsi kopi- nas:onal telah men-

: capal 1.1 kilogram (kg} per kaplta per tahun.- Seba-
B liknya, voiume konsumm itu justru masih di bawah

negara-negara pengimpor kopi seperti Amerika Seri-
kat (AS) yang mencapai 4,3 kg per kapita, Jepang
! sebanyak 3,4 kg per kapita, Austria mencapai 7,6 kg

per kapita, Belgia seberat 8,0 kg per kapita, Norwegia

7 mencapai 10,6 kg dan tertinggi Finlandia yang sebe-
sar 11,4 kg per kapita per tahun. Karena itu, pemerin-
i tah menargetkan dalam t_igé tahunke depan ‘konsdmsi

| kopi hasional bisa ‘mencapai sekitar 1.5 kg per kapita-

. per tahun. ‘
. Di -sisi lain, pemerlntah juga menargetkan
ekspor biji ‘kopi tahum ini bisa mencapai 400.000

kebiasaan masyarakat Indo-

capai USD332 24 juta atau naik 9,9% dar: tahun
2013 yang senilai UsD302,12 juta Ekspor produk
k_opl olahan didominasi produk mstan ekstrak, esens
dan konsentrat kopi yang tersebar ke negara tujuan

ekspor seperti‘ Singapura, Malaysia, Filipina,,Ch‘ina,

dan Uni Emlrat Arab: ‘
Hal senada juga dlungkapkan Saleh Husin,

‘Menteri Perindustrian. Menurut Saleh, perdagangan

bebas.dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akh-

ir tahun ini membuat industri industri makanan dan

. minui’nan (mamin), tak terkecuali industri pengolahan.

kobi, ketarfketir. Industri mamin masih bergantung

pada bahan baku._i impor, sehingga harga dari produk '
‘industri mamin dalam negeri kurang berdaya saing jika

dlbandmgkan dengan mdustrl mamm dari negara neg-

ara ASEAN lainriya.

Saleh mengaku, permasalahan tersebut cu-

‘ kup menceklk industri mamln lokal. Apalagl ditambah
'dengan permasalahan Ia_lnnya seperti infrastruktur

yang terbatas, kurangnya pasokan listrik, energi gas,

dan suku bunga yang tinggi untuk investasi. Dia me-

nambahkan, jika bahan baku industri mamin dapat

dlsedlakan dari dalam negerl maka tak ayal mdustrl_'

. mamin lokal bakal bergairah untuk bertarung dengan

produk dan negara lainnya. .

Saleh menuturkan, pemenntah saat ini terus

berupaya untuk menyedlakan _mfras_truktur agar iklim
‘usaha fiskal dan non-fiskal dapat _dip‘erbai_ki. Tak lupa, '
penyediaan bahan baku lokal dan penyediaan bunga | -
"bank seperti fasilitas dan pembiayaan merupakan cara :

lain pemerintah untuk membuat industri ‘dalam neg-
eri menjadi lebih kuat. Dikatakan, penguatan industri
ini-menjadi andalan ketika Indonesia ingin meningkat-

kan nifai tambah produk primer hasil pertanian. Ke- .
,beradaan industri olahan ini juga sebagai penggerak'
utama ekonoml di berbagaii wnlayah di Indonesia dan -

mendorong tumbuhnya industri-industri terkait.

. ton atau naik 10% dari tahun lalu yang sebesar -

385.000 ton. Tahun Ialtﬁ,‘ ekspor kopi olahan men-

SsT
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PENGUSAHA TANGGAPI KEJAHATAN o
DI WILAYAH PERBATASAN KALBAR MALAYSIA

Jakarta, 6 0_ktcber- 2015 {Busihes_s News)

. Pemerintah Indonesia bisa saja menerap-

kan hukum mternasmnal terkait . dengan kejahatan ;
maraknya pencurian ikan, baik dari perairan maupun

budidaya (perikanan tambak dan air payau) di perba-

. tasan bagian timl_.lf Maia&sia'dengan Kalimantan Barat |

{Kalbar). Pencurian ikan semakin leluasa, bahkan su-

. dah menggunakan perahu boat.
* boat) buatan luar negeri, sehingga {mesinnya) cepat. .
Ketika petugas kejar, ada orang yang jemput. Motor
' (boat) ditinggal, tapi petugas tidak bisa‘perbuat apa-
apa,” Siegvrieda, pengusaha swasta nasional men-

' tan Barat).

““Sebagian (perahu

gatakan kepada Business News (6/10) .
Karena sedang menggelutn iimu hukum pada

. program S3 Universitas -Gadjah Mada (UGM) Yogya-

karta, ia yakin penerapan hukum mternasmnal berlaku
di w:layah perbatasari. Banyak ikan- -ikan hasil curian,

yang kadang melibatkan masyarakat Katbar l(Kallman- f

Beberapa jenis ikan terutama napoleon,
patin semakin dicari konsumen di Malaysia. Harga

" Napoleon lebih tinggi dibanding patin. Penambak ikan

patin di Kalbar juga memanfaatkan sungai- -sungai dan-
gkal di wilayah- perbatasan “Ekonomi Kalbar masih
sangat potensial, . termasuk tambang batubaranya
Bahkan beberapa pengusaha juga mulai investasi sek-

tor property. Tetapi semakin tinggi {aktivitas ekono-

mi), semakm besar kemungkinan praktik kejahatan di
wilayah perbatasan. ‘Kabupaten Pontlanak berdampak
pada tetangganya seperti Singkawang, Sambas.”

 Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia
» di Asia Tenggara mencakup perbatasan darat yang
" memisahkan kedua negara di pulau Kalimantan. Per-
. batasan marmmnya terbentang di sepanjang Selat :
| Malaka, Laut Tiongkok Selatan dan Laut ‘Sulawesi.
| Perbatasan darat membentang sepanjang 2.019 km
 dari Tanjung Batu di Kalimantan Barat Laut. Peiba-

tasan juga memotng dataran.tinggi pedalaman Kali-
mantan hingga ke Teluk Sebatik dan Laut Sulawesi di

sebelah timur Kalimantan. Perbatasan ini memisahkan |
' provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan Kalbar di In-

donesia dengan negara bagian Sabah dan Sarawak

di Malays;a “Karakter dan pola blsnls pengusahanya !

i

terjadi.
_dari  hasil penjualan,” Sutadi mengatakan’ kepada
" Business News (6/10),

agak sedikit berbeda dibanding di daerah lain. Teru-
- tama pengusaha suku Dayak cenderung ‘nyambung

chemistry’ nya dengan orang Tiongheoa. Sehingga be-

berapa bisnis termésuk_ property, hasil kolaborasi-dua
suku tersebut di Kalbar. Bisnis property bisa mening-

kat karena harga tanah juga relatif masih murah.”,
Sementara itu, kantor p_engacai‘a ‘Sutadi, SH
dan Rekan’ di Pontianak juga mengaku banyak sen-

- gketa hukum, dari sektar bisnis perkebunan sawit. .

Beberapa kali, Sutadi bolak-balik Jakarta - Pontianak

-~ untuk tangani..'berkara perusahaan angkutan CPO

(minyak kelapa sawit). Kasus terkait industri sawit

di Kaibar banyak sekali termasuk sengketa lahan. |
{perkebunan) sawit memerlukan lahan yang cukup -
luas. Sehingga séringl‘ada pembebasan lahan ma-
syarakat, dan munqul_konﬂik. Tetapi kali ini," Sutadi '

tarigani claim perusahaan asuransi terhadap perusa-

haan- angkutan . sawit. Pé_rusahaan asuransi anggap .

perusahaan angkutan.ialai. Proses pembayaran akh-
irnya mandeg, karena asuransi membayar kepada
pemilik CPO. “Kebetulan saya kuasa {hukum) pe-
rusahaan angkutan, dan yang dituntut {perusahaan
asuransi). Kasus ini belum sampai proses siiiang
Sengketa hukum. dari usaha perkebunan sawit sermg
Beberapa perusahaan punya banyak uang

Sosial kemasyarakatan Kalbar selafu bersmg-

'gungan dengan ketionghoaan. Tetapi Sutadi juga ti-

dak ada masalah dengan kegiatan sosial bernuansa
Tionghoa termasuk aktivitas agama Khonghucu di
Pontianak. la juga tidak merasa khawatir dan takut

dengan aktivitasnya pada tahun 1997 sebagai ketua .

Matakin (Majelis Tinggi . Agama - Khonghucu). Pada

“saat itu,” pemetrintahan masih di bawah rezim Orde
_Baru {Orba) yang: melarang segala sesuatu berbau
Tionghoa. “Tahun 1997, Matakin sudéh _beraktivitas
di Kalbar, termasuk Pontianak. Kami sudah memper--

juangkan (Khohghuéu) pada saat itu. Sampai seka-
rang, tidak ada.yang mau ganti saya {sebagai ketua

| Matakin}. Kerja sosial juga nggak gampang. Sekarang
-diminta lagi {duduk) sebagai ketua harian Perkumpu-

lan Hakka Kalbar (sejak Juni 2014) i
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- Kerja sosnal dan keglatan bisnis tidak sal— ) ‘
ing mematikan, seballknya bisa berjalan’ paraIIeI. :

*Se,hingga sebagai pengacara, ia juga menerapkan
sistem pembayaran untuk tangani perkara. “Undang-
Undang Advokat sudah jelas mengatur. Berbagai hal

terkait pemberian jasa hukum baik di dalam maupun.

di Iuar pengadllan tidak' Iepas dari pembayaran atas
jasa pengacara ‘

Sistern hukum Kontmenta| yang berlaku d|
Indonesia juga termasuk ketentuan penawaran jasa
' hukum, pasang iklan dan lain sebagainya. la melihat

'hukum

bahwa pekerjéan_ pehgacara ‘tetap bertumpu padé_ '
petayanan, dilakukan secara mandiri dengan komit-

- men serta keahlian ilmu hukum, Tetapi penghayatan- |

nya, profesi pengacara bertumpu pada kepercayaan.

-Sehingga ketika ada anggota masyarakat yang ber-

masalah, pengacara bisa menawarkan jasa pelayanan '
“Kalau ternyata pengacaranya berhasil tan-
ganl perkara, bisa berlanjut Karena dengan menang
perkara, pengacara: blsa membangun koneksi, reIaS|
dan kepercayaan

{SL).

: ' PENGEMBANGAN KAKAO BERKELANJUTAN L
TARGETKAN PENINGKATAN PRODUKSI DUA KALI LIPAT

Jakarta, 6 Oktobér- 2015 (Busihass Nsws) '

Tingginya kebutuhan industri.

“an, dalam hal ini Ditjen Perkebunan harus mening-
katkan produksi.

kakao berkelanjutan. “Tujuannya untuk ‘memper-

cepat pgn‘ingkatkan produksi kakao, meningkatkan -

pen_dé.patan‘ petani dan menjadikan Indonesia pro-
dusen nomor satu kakao dunia,” kat‘a Dwi Sucipto,
Direktur ‘Tanaman Tahunan dan Perivegar, Ditjen
Perkebunan Selasa (6!1 0).

Potensi keberhasﬂan program pengembangan
ini sangat besar ‘'sebab lahan dan iklim Indonesia co-

cok untuk kakao, adanya lembaga penelntlan kakao

~yahg sudah ,dlakul dunia, minat petani untuk mena-
- nam kakao juga tinggi. Konsumsi kakao dunia juga di
~ dalam negeri juga semakin meningkat. Pasar kakao
‘ saat ini bukan hanya Eropa dan Amenka Serikat saja
" L tetapl Rusua China, Korea dan Jepang juga permmta—
. annya tinggi. Kakao Indonesia mempunyai ciri khas

| rasa fruity dan mefting point tinggi sehingga semua
" produsen kakao olahan pasti memerlukan kakao asal

Indonesia untuk bahan campuran, - -
Pengembangan Kakao Berkelamutan ini dltar-

“getkan mampu meningkatkan produksi kakao Indone- |

_ sia dua kali: Inpat dari saat ini yang 700.000 ton/tahun

men]adl 1.4- 1,6 juta ton. Kegiatan yang dllaksanakan. :
" adalah perbaikan tanaman intercropping, pengutuhan-
_dan perluasan yang terdiri atas perema;aan tanaman- .

pen'golahan ‘
kakao di Indonesia membuat Kementerian Pertani-

Karena itu dibuat pengembangan’

420.000 ha; rehabilitasi tanaman 30_0.000 ha; in-
tercroppihg, pengu‘tuhén dan perldasan 400.000 ha
dan intensifikasi tanaman 520.000. Setelah itu tahun
kedua tidak ditinggalkan begitu saja tetapi terus ada
anggaran untuk pemeliharaan sampai menghasilkan. .

' Bukan hanya produksmya saja yang diting-

! katkan tapl mutunya Juga Setlap bantuan. perbaikan

tanaman dalam luasan tertentu ‘akan disertai unlt fer-
mentasi biji kakao dengan memberikan bantuan dalam
bentuk sarana prasarana fermentasi seperti- kotak fer- '
menta5| lantai jemur dan terpal alat ukur kadar air
dan bangunan. Pstani dlberdayakan melalm pe!a‘tlhan'

. dan pendampmgan.

*Tahun 2016 dilaksanakan
120, 000 ha, rehabilitasi’ 75. 000 - ha,

peremajaan
in tercrappmg

‘pengutuhan periuasan 400.000 ha dan intensifikasi

520.000 ha. Tahun 2017 --2019 peremajaan 100.000

"ha, rehéb.ilitasi 75.000 ha, intensifikasi '520.000 h‘a.

Dengan -berbagai progra’m itu, maka ta-.

-hun 2016 produksi kakaoe diproyeksikan menca-

pai '715.0'63, tahun 2017 mencapai 743.187, ta-
hun. 2018 mencapai -1.055.811 ton, tahun 2019 .
mencapai 1.205.035 dan tahun. 2020 mencapai
1.586.435 ton. Total biaya yang diperiukan tahun .
2016 sebesar Rp16 ftriliun, tahun 2017 sebesar ‘
Rpg 55 triliun; tahun 2018 sebesar Rp10, 861 triIi- ,:
un, tahun 2019 sebesar Rp11,688 tnllun dan tahun |
2020 sebesar Rp2, 996 triliun, .
. Program gernas kakao yang dllaksanakan ta-
hun 2009 2013 berhasﬂ memperbalkl 457 963 ha
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kebun kakao yang terdiri darl peremajaan 80 180 ha,

i rehabilitasi 218.793 ha, intensifikasi 158.990 ha.

7 Sedang -tahun 2015 ini juga sudah dilak-
sanakan pengembangan kakao berkelanjutan di
15 provinsi mencakup 57 kabupaten Terdiri atas

. peremajaan 8.650 ha, rehabilitasi 41.250 ha, inten-

sifikasi 119.530 ha dan optlmallsas; lahan dibawah
kelapa 2. 150 ha. :
Selain itu juga dilaksanakan pelatihan pada
- 4.128 kelompok tani, penguatan kelembagaan pada
12.600 orang petani, penyediaan sarana dan prasa-
rania fermentasi kakao 82 unit, dua substasiun peneli-
~ tian kakao yang berada di sentra produksi yang sudah
berdiri dioptimalkan lagi fungsinya, pembangunan ke-
bun entres 23 ha, pembangunan kebun induk 6 ha,
Ada 8 kelompok tani mendapat bantuan integrasi ka-
kao ternak, direkrut 259 orang untuk menjadi tenaga
pendamping dengah honor dari pusat, 4 kelompok

- tani jadi percontohan ke!ompok tani_pengembangan

kakao berkelanjutan.

Semua bantuan pemerintah berupa pupuk fpr'—‘

‘mula khusus, pestisida,alat pertanian dan upah kerja.

Khusus peremajaan benih unggui 1000 batang/ha, re-

 habilitasi 2000 entres/ha, intensifikasi feromon.

'Peremajaan dilakukan di Sulsel 2,050 ha, Sul- |

bar 1.950 ha, Sulteng 2.200 ha, Sultra 1.700 ha,

Sulut 150.ha, NTT 500 ha dan Maluku 100 ha.
Rehabilitasi dilakukan di Sulsel 8.000 ha, Sul-

bar 10.700 ha, Sulteng 7.000 ha, Sultra 12.000 ha,

Sulut 700 ha, Aceh 60O ha, NTT 400 ha, Gorontalo

11.050 ha, NTB 500 ha, Maluku Utara 300 ha.

Intensifikasi di Sulsel 31.000 'ha, - Sulbar
28.500 ha, Sulteng 23.700 ha,Sultra 21.550 ha, Su-
lut 1.400 ha, Sumut 1.500 ha, Aceh 1.500 ha, Sum-

" bar 3.000 ha, NTT 1.400 ha, Bali 1.400 ha, Papua

900 ha, Gorontalo 1,400 ha, NTB 1.000 ha, Kaliman-

“tan Utara 500 ha dan Maluku Utara 600 ha. Opti-
. malisasi lahan dibawah pohon kakao Sulteng 450 ha, -
- Sulut 500 ha, Aceh 300 ha, NTB 300 ha dan Maluku

Utara 600 ha. {Sn)

BLU KEHUTANAN

Jakarta, 6 Oktober 2015 (Business Nev#s)

Pengusaha HTI yang ingin membangun HTI
‘energi saat ini bisa mengaksés dana yang ada di
Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangu-
nan Hutan. Saat ini BLU punya cadéngan dana ber-
~ gulir mencapai Rp'2 triliun.- Bambang Hendroyono,

Sekien Kementerian Lingkungan Hidup dan K_ehuta'-

nan menyatakan hal ini, Senin {5/10).
‘ Masuknya pengusaha HTI meminjam dana

- dari BLU juga dlharapkan akan mempercepat penyal- ‘
| uran dana BLU kehutanan Sampal akhir tahun 2014
N akad kredit yang sudah’ dltandatangam untuk disalur-

kan mencapai Rp150 miliar.

BLU kehutanan yang berdm sejak tahun 2007
ini menyediakan dana’ bergullr dengan bunga rendah.
Bagi perusahaan HT! bunga yang dikenakan adalah

- suku bunga Bank Indonesia ditambah 4% atau sekitar |

BISA DANAI HTI

10%, febih rendah dari suku bunga' bank.komersial
sebesar 12%-14%. ‘
‘Pinjaman yang bisa diberikan pada pengusaha

. HTI adalah seluas 3.000 ha. Tetab’i bila kinerjanya ba-
-gus bisa ditingkatkan jadi 5.000 ha. Jumlah kredlt per

hektar mencapai Rp20-30 juta. .
' Bagi perusahaan yang lngln membangun HTI‘
energi maka luas sebesar ini sudah memadai. Kemen

LHK sendiri terus mendorong 'pemba_rigunan HTI ener- |-

gi sehingga fungsi HTI yang semula sebagai penghasil
kayu ditambah menjadi pendukung ketahanan energi.

Dengan kewajiban menyisihkan 10% untuk tanaman

kehidupan, maka HTI juga mendukung ketahanan
pangan. Selain itu, HTI menyerap tenaga kerja dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Business News 8762/7-10-2015
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ADA RUANG TURUNKAN HARGA BBM Rp1 OOOILITER

‘ Jakarta 6 Oktober 201 5 (Busmess News}

Anggota DPR, Kurtubi me-n_duku'ng (encaha :

pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak

. (BBM). Dengan posisi harga crude USD50 per barels,

dengan nilai kurs rupiah Rp15.000 per dolar, maka
BPP BBM {Biaya Pokok Produksi Bahan Bakar Minyak)
menjadi sekitar Rp6.600 per liter. Ada ruang untuk

-menurunkan harga BBM sebesar Rp1. 000 per liter.

Hal itu dikatakan di Gedung DPR, Senin {5/10).

‘Kurtubi yang juga anggota Komisi VII DPR me-

nil_ai; ]Ika pemerintah -menurunkan harga BBM maka

' akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Se-

bab harga'BBM yang turun akan meningkatkan daya

beli masyarakat, kendati di tengah kelesuan ekonomi -

dunia saat sekarang. Yang pasti akan meningkatkan
konsumsi sekaligus pertumibuhan ekonomi. Dan yang

' mengapa tidak. -

jauh lebih penting Iagl karena saat ini beianja dari Ang-
garan Pendapatan dan Belan]a Negara (APBN), serta
govemment spending pemermtah sudah mulai cair.

‘Seiring dengan terus- anjloknya harga minyak j

menfah dunia, yang bisa dilakukan oleh pemenntah

tidak hanya menurunkan BBM. Harga gas dan tarif

listrik j juga. harus turun, karena batubara untuk Pem- -

bangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan BBM untuk

Pembangkat Tenaga Listrik Tenaga Dlesel (PLTD) juga

sudah lama turun.

. Menurutnya, jika ini di lakukan maka indus- |
tri akan tumbuh lebih bagus dalam menmptakan_

lapangan kerja baru. Sehingga, pertumbuhan eko-
nomi triwulan | tahun 2016 sudah bisa di atas 5
persen, dan bisa saja pertumbuhan 6 persen berpe-
luang. Pertumbuhan ekonomi menembus 6 persen,
(Dm)

STOK BERAS PERUM BULOG SEBANYAK 1 6 JUTA TON

Jakarta 6 Oktober 201 b (Bus:ness News)

Data reahsam pengadaan gabah/beras Perum
Bulog menyebutkan jumlah stok beras Perum Bu-
log per 5 Oktober 2015 sebanyak 1,6 juta ton. Stok
beras sebanyak itu terdiri dari stok beras komersial

660.307 ton, dan stok beras PSQ (Public Service |
Obligation} 993.899 ton, Stok beras PSO terdiri dari-
pengadaan dalam bentuk gabah 110.884 ton atau

setara beras 70.411 ton,'.sedangl_(a_n pengadaan
dalam bentuk beras dari dalam negeri sebanyak

857.253 ton, dan:pengadaan beras dari:luar negeri" '

sebanyak 66.234 ton.
Stok beras PSO sebanyak 993.899 ton terse-

but cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran

4,06 bulan. Stok beras PSO tersebut tersebar di be-
berapa Divre (Divisi Regional} Perum Bulog di Pulau

Jawa sebanyak 533.193 ton cukup untuk memenuhi
kebutuhan pe_nyaluran 3.921 bulan, dan yang_tersm--
pan di Divre Perum Bulog Luar Pulau Jawa sebanyak

460.706 ton cukup untuk memenuhi k_ébUtuhan pe-
nyaluran 4,24 bulan. Sedangkan stok beras komer-

sial sebanyak 660.307 ton, yang di'simpan di Gudang -

Bulog di Pulau Jawa sebanyak 464.613 ton, dan yang

!
]

E dlslmpan di-Gudang Bulog di luar Pulau Jawa_sebanyak’

195.694 ton. Selain itu, terdapat stok Cadangan Be-
ras Pemerintah- (CBP} yang dlSlmpan di Gudang Bulog
sebanyak 141.786 ton.

Harga beras di pedagang grosir di Pasar In-

duk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta untuk jenls beras ‘

IRB4-I dan IR64-IIl turun Rp50/kg menjadi Rp9 800/

kg dan Rp8.800/kg., sedangkan beras jenis IR64-II
turun Rp100/kg menjadi Rp9.300/kg. Harga beras je-

nis lainnya relatif stabil tinggi. Pemasukan dan penge-

luaran beras dari PIBC Jakarta seimbang rata-rata seki-
tar 3.000 ton/hari, sehingga stok beras di FIBC Jakarta
sekntar 33.300 ton.

. Data BPS (Badan Pusat Statlstlk) yang d|— ‘

per‘oleh_‘ Selasa {6/10) menyebutkan pada Septem-

‘ber-.2015 rata-rata harga beras kualitas premium |

di tingkat penggilingan Rp2.444,06/kg atau naik f
3,48% dibanding bulan sebelumnya. Rata-rata har- |

ga beras kualitas -medium di tlngkat penggilingan
Rp8.939,61/kg atau naik 2, 2%. Sedangkan rata-rata

‘harga beras kualitas rendah di tingkat penggilingan

Rp8.906,13/kg, atau naik 2,08%. Dibanding Sep-
tember 2014, rata-rata harga beras di tingkat péng-
gilingan pada September 2015 untuk kualitas pre-

Busmess News 8762/7-10-2015
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mlum nalk 13, 64% kualltas medlum naik 10 01 /6

"I dan kualitas rendah nalk 17,85%.

Sementara. itu, pada September 2015 harga
gabah semua kualitas di tlngkat petani dan peng-
gilingan juga naik. Di t:ngkat petani rata-rata’ harga
' Gabah Kering Panen (GKP) mencatat Rp4.764,68/kg
| ‘atau naik ‘3,70%, dan di penggilingan Rp4.851,56/
kg atau naik 3,73% dibanding harga gabah kualitas
sama pada bulan sebelumnya. Rata-rata harga GKG
(Gabah Kering Giling} di petani Rp5.330,12/kg atau
. naik:1,57%, dan di penggilingan Rp5.449,82/kg atau

- naik 1,76%. Harga gabah kualitas rendah di petani

. Rp4.287,27/kg atau naik 0, ,74%, dan di penggllmgan
- Rp4.365,12/kg atau naik 0,84%.

Dibanding September 2014, rata-rata harga

GKP di petani naik 11,26%, GKG naik 14, 79% dan

| gabah kualitas rendah naik 15,32%. Di penggilingan, |

" rata-rata harga GKP naik 11,04%, GKG naik 15,35%,
dan gabah kualitas rendah naik 14,71%. .

Selama September: 2015, harga gabah ter- .

tinggi di tingkat petani Rp7.272,00/kg dan di tmgkat

: pengglllnbgan Rp7.372,00/kg. Sedangkan harga gabah

terendah di tingkat petani dan penggilingan masing-

* masing Rp3.100,00/kg dan Rp3.250,00/kg. Harga
' gabah tertinggi di tingkat pétani_ dan penggilingan -
. berasal dari GKP varietas Pandak yang terjadi di Ke-

camatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut {Kalimantah

: Selatan) Sedangkan harga gabah terendah di tingkat - |-

petani dan penggllingan terjadi dari gabah kualitas
rendah varietas Clherang terjadi di Kecamatan Sukaraja,

' Kabupaten Sukabumi {Jawa Barat);

Dari observam transaksi penjualan gabah se-

‘lama September 2015 terdapat 0,63% kasus harga

GKP di tingkat petani di bawah HPP {Harga Pembelian
Pemerintah}. Sementara itu, di tingkat penggilingan

tidak terdapat kasus harga GKP dan GKG di bawah

HPP.

 PT POU YUEN INDONESIA DUKUNG
PROGRAM MENGURANGI PENGANGGURAN

| Jakarta, 6 Oktober 2015 (Business News)

Kepala BKPM {Badan Koo,rdinasi- Pehanaman

| Modal), Franky Sibarani seusai melakukan kunjungan-

ke PT Pou. Yuen Indonesia {perusahaan alas kaki)

| yang berlokasi di Cianjur, Jawa Barat -mengatakan,
perusahaan tersebut dapat menyerap 13.000 tenaga
kerja dalam kurun waktu 5 tahun rnendatang Bahkan |

hmgga akhir tabun 2015, perusahaan tersebut me-
rencanakan merekrut 1.000 tenaga kerja. Demikian
! Siaran pers BKPM yang diterima Senin (5/10).

! _ Dengan realisasi investasi PT Pou Yuen Indo-
nesia yang akan selesai konstruksi pada tahun 2015,

“maka akan dapat mendukung program pemerintah un-
, tuk mengurangl jurnlah pengangguran dengan cukup

s:gmflkan Selain itu dapat memngkatkan pendapatan
‘masyarakat Kabupaten Cianjur dan sekrcarnya, serta
memngkatkan pendapatan dewsa melalui peningkatan
ekspor

Hal lain yang menjadi catatan Franky‘ladalah

. kontribusi perusahaan ini dalam meningkatkan ekspor .

akan sebanyak 10 juta pasang/tahun hi_n.gg'a"selesainya
proyek perluas'anl pada tahun 2019, yang seluruhnya
{100%) diperuntukan bagi pasar ekspor dengan nilai

'mencapai' USD100: juta/tahun. PT Pou Yuen Indone-

sia memasok, antara lain sepatu merk Adidas dalam
kontrak jangka panjang. Hal ini membuktikan bahwa

produk-produk yang dihasilkan telah memiliki kualifi-
kasi dan standar buyer/pasar internasional.’
Selain itu, Kepala BKPM Franky Sibarani juga .

melihat keberadaan alas kaki PT Pou Yuen Indonesia
di Cianjur membuktikan bahwa Jawa Barat khusunya

" beberapa daerah, seperti Cianjur, Majalengka, Garut

dan sekitarnya masih tetap memiliki potensi-yang be-

sar dan masih sangat kompetltlf bagl lokasi mvestasf -

padat karya seperti industri a!as kakl dan produk tek-
stil yang beronentasn ekspor. :

PT- Pou Yuen Indonesia, merupakan peru-
sahaan PMA yang bergerak di bidang usaha indus-

tri sepatu olahraga dengan produk yang dihasilkan
adalah komponen sepatu yaitu mid sofe, out sole, dan |
shoe upper serta sepatu olahraga. Berdasarkan lzin

alas kaki Indo_nesia. Kapasitas produksi sepatu olahraga’

Usaha/lU realisasi investasi hingga saat ini mencapai

Business News 8762/ 7102015
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USD26 juta {Rp325 miliar). Sedangkan tenaga kerja.

yang akan diserap setiap tahunnya sefak 2015 sebe-
sar 3.000 orang, dan hingga saat selesai konstruksi

perluasan di tahun 2019 akan mencapai sebanyak

15.000 o'rang.'. Hal ini sangat menggembirakan dan
membuktikan bahwa Indonesia tetap menarik bagi in-
vestasi padat karya dan investasi- yang berorientasi

. ekspor.

Kunjungan Kepala BKPM, Franky Sibarani'ke

© PT Pou Yuen Indonesia merupakan baglan dan per-
i siapan program BKPM terkait dengan mvestam pa-
dat karya dalam menciptakan lapangan kerja. Peiun-'
_cUr_an program tersebut dilakukan Presiden Jokowi di
Banten, Senin (5/10). Dalam tahap pertama BKPM

mellakuk'an. kerjasama dengan 16 perusahaan di

Jawa Barat dan Jawa Tengah, yang akan melaku-

 kan. perekrutan tenaga kerja sebanyak 121.000
orang hingga fqhijn 2019, Serﬁentaré itu, dalam ku-
“run waktu setahun ke depan 18 perusahaan tersebut
akan merekrut 74.000 tenaga kerja.

"Di wilayah Jawa Barat total rencana penyera—
pan tenaga kerja mencapai 29.580 orang, dengan perin-
cian 20.580 orang pada tahun 2015-2016, dan 9.000
orang pada tahun 2(_)17 -2019. Sedangkan di Jawa

.Tengah total rehcana' penyefapa’n tenaga kerja men- | .
" capai 91.706 orang, dengan perincian 53.305 orang ‘|
pada tahun 2015-2018, dan 38.400 orang pada tahun

: {Dm)

2017-2019. .

INDONESIA BERKESEMPATAN
- RAIH PELUANG BESAR DARI ASEAN

Jakarta, 6 Oktober 201 B (Busmess News}

Perek_onomian Ihdcmesia dapat ‘memperoleh

keun_tu'ngan dari perdagangan intra ASEAN yang be-
‘;:sar yang akan memberikan Indonesia kesempatan

. untuk mendiversifikasi risiko dan menihgkatkah_daya'ﬁ
tahan di tengah goncangan global. Demikian pendapat

AmirUl Feisal Wan Zahit, Group Head, Globai Banking,
Maybank yang dikemukakan pada kenferensi Invest
ASEAN Indonesia di Jakarta, Selasa (6/10).

Selanjutnya Feisal m‘engatakan,

: kasi dalam pasar ASEAN yang sedang bertumbuh
- akan sangat menarik bagi perusahaan-perusahaan

. kesempatan untuk meraih_peluang yang sangat besar
. di ASEAN. Indonesia merupakan negara dengan -eko-
. nomi terbesar di ASEAN, dan keberadaan Mé-syara‘-

3 dorongan bagi pertumbuhan; "Indonesia diberkahi de-.

Indonesia di tengah melemahnya ekonoml domestik
saat ini.

Indonesia, menurut Feisal, memiliki,banyak

kat Ekonomi ASEAN (MEA) dapat lebih memberikan

. mograﬂ yang mendukung dan pasar domestik yang

' pasar yang lebih besar,”

besar, tetapi ASEAN akan dapat memberikan peluang
ujarnya. -
Berdasarkan riset Maybank Kim Eng, ASEAN

: sedang mengalami titik balik (mﬁecnpn point) belanja

modal fcapital jexpenditure—cabex) dan pembentukan

diversifi-

 bagi ekonomlnya sendiri. Tidak ada waktu yang lebih
5 pentrng untuk menjadl ASEAN selaln saat ini," tandas

i

"L“ ESE ;‘é?y o5 8

MEA memlllkl peluang untuk mendorong pertumbu-

han di reglonal dalam kurun waktu beberapa tahun -
'. kedepan Salah satu faktor utama adalah penghapu~ |
san- kendala perdagangan yang mendorong perda- :

gangan intra: ASEAN dan investasi asing Iangsung
{ fore.'gn direct investment-FDI). -

Saat ini perdagangan intra-ASEAN hanya ter-
. catat 24% dari total perdagangan ASEAN, sementara

investasi 'di_regional'tetap rendah sebesar 18%. Se-

- baliknya negara-negara Amerika Utara mengekspor

40% komoditas di antar-regioh mereka, sedangkan
perdagangan di dalam Masyarakat Eropa mencapa:
60% dari total perdagangan Masyarakat Eropa.

. Dengan menekankan pentingnya pembentu-

kan blok ekonomi ASEAN, Feisal berpendapat, dalam |

kondisi "normal baru™ dari pertumbuhan global yang '

tidak me[,éta dan ketidakpastian ekonomi,

negara- |

negara ASEAN harus memiliki pertalian yang kuat |

untuk meningkatkan hubungan ekonomi, membangun -
. daya tahan terhadap goncangan eksternal dan mengu-
"ASEAN -

rangi ketergantungan dari ekonomi Barat.
harus membantu ASEAN demi menciptakan peluang

Feisal. . :
Seperti negara ASEAN lainnya, IndoneS|a saat

ini menghadapi tantangan }angka pendek, seperti me- |

Ys2/7.46-2615



demikian, Maybank tetap optimistis dengan outiook

ekonomi jangka panjang Indonesia, karena memiliki
fundamental yang kuat. .Didukung dengan kebijakan

fiskal dan ekonomi-makro yang stabil, pemerintah
Indonesia " dalam rancangan anggaran 2016 telah
menetapkan untuk mendoreng pertumbuhan dengan

meningkatkan belanja. infrastruktur sebesar 8% (dari

Rp290 triliun menjadi Rp314 triliun) dan menciptakan
peluang_perdaganganldan investasi yang lebih besar

dengan mendorong investasi asing langsung ke Indone-’
sia. Langkah untuk meningkatkan belanja infrastruktur

akan meningkatkan al;sesibilitas dan interkonektivitas
yang lebih besar. Demikian 'j_uga dengan‘meningkatnya

tan qui,ah_ yang diterima proyek terkait. '

' EKONOMI & BISNIS : | '

lemahnya ekonomi dan jatuhnya nilai tukar. Meskipun |

pendidikan dan Iapangan pekerjaan dl negara yang ter-
diri darl 17.000 pulau.
Pada kesempatan yang sama, CEO Maybank

- Kim Eng’ Group, John Chong mengatakan, berbagai

proyek infrastruktur harus mendapat pembiayaan me-
lalui pasar modal terutama. pasar obligasi dan sukuk

| yang merupakan alternatif sumber ddna yang efek- |-
tif untuk membiayai serangka:an proyek proyek ‘in-
frastruktur -yang akan - dibangun di Indonesia. Pasar

obligasi Rupiah akan memungkinkan project sponsors

~untuk mencari: péndanaan jangka panjang dengan
) tin‘gkat' bu‘ng_a tetap, sehingga memberikan kepéstian

akan biaya pembiayaan dan sesuai dengan pendapa-
' {Pt)

. SOLUSI ATASI PELEIVIAHAN EKONOMI -
PEMERINTAH PERLANCAR PENYALURAN KUR

Jakarta 6 Oktober 201 5 (Business News)

Sebagal salah satu solusi di masa pelema—
han -ekonomi saat ini, pemerintah bérupaya lebih
memperlancar
(KUR}..Salah satu hasil Sidang Kabinet bidang Eko-
nomi diputuskan, -bagi usaha kecil dan menengah,

{ aksesnya akan lebih dipermudah untuk memperoleh
KUR baik untuk usaha perorangan ataupun badan

usaha tertentu.

" Usai membuka secara resmi Pameran Snwuaya .
Exhibition. lil di Plasa Pameran industri,

Kementerian

Perindustrian,” Selasa (6/10), Menteri

bidang ekonomi akan bekerjasama ‘dengan perbankan

-baik yang tergabung di bawah Himpunan Bank-Bank
. Negara {Himbara), ataupun bank swasta, jelasnya di--
. dampingi Dirjen Iridustri Kecil dan Menengah (IKM) Ke-
‘menperin Euis Saedah.

"Selain memperluas ]angkauan penerlma KUR,

1 salah satu yang dibahas adalah bagaimana agar calon
"' Tenaga Kerja Indonesia {TKI) sebelum mereka berang-

kat, akan dibekali semacam modal. Cuma untuk detail
teknlsnya sepertl apa, akan -dilakukan oleh bank-bank

pelaksana. Nantinya para TKI ini akan dipermudah {di-.

fasilitasi) agar sebelum mereka berangkat ke negara di

.mana dltempatkan, mereka bisa memperoleh semacam

kredit, yaltu dalam bentuk KUR.
Untuk itu pada saat mengikuti program pela-
tihan di Indonesia, mereka akan dibantu membuka

penyaluran Kredit Usaha Rakyat

customers,”

Perindustrian
~ Saleh Husin mengemukakan salah‘Satu hasil sidang
. kemarin Senin {5/10} adalah menteri yang berkaitan di

rekenlng, sehmgga nantmya di negara penempa-

tan mereka dapat bertransaksi menggunakan fasili- ‘

tas banking yang digunakan secara mobile (mobile
banking). Kenyataannya selama-ini mereka sulit
membuka rekening di negara di'mana rmereka ditem-
patkan, karena terikat dengan ketentuan not your
.paparnya.

Saat ini pemerintah berupaya meningkatkan

. penyaluran KUR, mengingat hlngga 30 September

20156, penyalurannya . baru mencapa1 sekitar 13%
dari target penvyaluran Rp30 triliun, Tahun 201 6. men-
datang pemerintah mengalokasikan sekitar RpS0 triliun
bagi penyaluran Kredit Usaha Rakyat:(KUR} dengan
tingkat bunga hanya 9 persen. Pemerintah seperti dike-

- mukakan Presiden Joko Widodo membulatkan tekad-

nya untuk terus meningkatkan alokasi KUR, sehingga
para pelaku usaha yang. bergerak di sektor usaha’mi-
kro, ‘kecil, dan menengah memiliki daya saing- dalam

.-menjalankan usahanya. _
- "~ Menurut Presiden penguatan dan perlmdun-

gan bagi para pelaku UMKM menjadi hal yang pent-

ing dilakukan saat ini, mengingat hal tersebut berpo- |
tensi menjadi salah satu penggerak roda perekonomian |

di masyarakat. Untuk itu para pelaku UMKM perlu
mendapatkan kemudahan akses permodalan dalam

.- mengembangkan usahanya Sebelumnya Presiden juga -
~meminta seluruh menterinya melakukan langkah tero-

bosan untuk memperbesar penyaluran KUR pada tahun

"~ ini. Presiden j juga meminta perluasan sektor yang dapat

mengakses KUR, sehingga pelaku usaha perdagangan
dapat memanfaatkannya.

Business News 8762/7-10-2015

Pembatasan KUR untuk.

13



14

usaha produksi selama ini dlanggap menjadl salah satu:

penghambat dalam penyalurannya

Terus Berkreasn ’ .
Pada kesempatan tersebut Menperm me-

" minta para pelaku industri kreatlf nasional khusus-
nya yang berlokasi di Sumatera S'e_l_atan‘_ untuk terus
berkreasi dan menciptakan produk-produk baru, serta

memperbatkl kekurangan untuk - peningkatan. kuali-
tas, sehirgga akan mampu bersamg dengan produk-

_produk- sejenis dari hegara lain. _ ;

‘Sementara itu, Dirjen IKM" Euis Saedah men- Ik
gatakan, pihaknya telah melakukan langkah strategis .
dafam upaya pengembangan industri kreatif yang

disebutnya sebagai "empat':langkah -dit’a,rhbah,‘satu",

yakni penguatan keterampilan atau kompetensi para |
perajin {SDM), memfasilitasi. teknis p'roduksi:qengan '
' mengoptimalkan peralatan, menguatkan adanya stan- ‘

‘pindang dengan kerupuk ikan.

' ' ' ' EKONOMI & BISNIS '
N ‘da'r,- dan rheiiri_dungi- karya mereka dengah ‘HKI. Se-
dangkan tambahan satunya adalah penguatan pasar

. dalam bentuk pameran-pameran di berbagai tempat
khususnya di Plasa Pameran. Industri.

. "Meiaun ajang pameran ini diharapkan. dapat

_memberi motivasi dan bekal kepada peserta ataupun

perajin di Surnatera Selatan untuk menjadi wirausa-
hawan yang tangguh, profesmnal kreatif dan inovatif |
sehmgga mendorong ‘angka pertumbuhan penguatan,

dan pemngkatan daya saing global yang kita cita-
citakan,” teégasnya. Pameran yang diselenggarakan’
dari tanggal 6-~ 9 Oktober 2015 ini, diikuti 46 pera--
jin IKM binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sumatera Selatan yang. menampilkan produk-

~ produk unggulan antara lain ‘kain songket keraji-

nan Kayu, rotan; anyaman, keramik, jumputan, serta.
makanan khas Sumatera Selatan seperti pempek dan
‘ T )

PEMERINTAH PERLUAS CAKUPAN PEMBERIAN KUR

Jakarta 6 Oktober 201 5 (Busmess News)

Otorltas Jasa Keuangan (OJK) mendukung‘_
upaya pemenntah memperluas cakupan pemberian.
" program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada bidang- -
bidang baru, usaha- usaha start. up, usaha pemuila, ter-

' masuk di berbagai sektor industri kreatlf dan |ndustnl‘
yang berbasis teknologi.

“Tentu saja itu nanti tidak hanya cakupan—

. nya yang dibuka, tetapi jumlah ataupun bank nanti-
juga ditambah, dan 'sedapat mungkin mellbatkan
1 Bank Pembangunan Daerah (BPD),”
- wan Komisioner. 0OJK, Muliaman D. Hadad, kepada
wartawan usai mengikuti rapat terbatas tentang KUR, -

ujar Ketua De-

d| Kantor Presiden, Senin (5/10) malam.

. Namun dernikian ‘Muliaman mengmgatkan '
. agar perluasan cakupan target p_enerama_‘I(UR tetap

dilakukan selektif dengan mengacu juga pada perfor-

“ma pada musim KUR tahun lalu, mlsalnya, yang bnsa

mengikuti program KUR tahun ini.

0JK juga memberikan peluang' agar penyaluran
KUR tldak hanya melibatkan bank-bank pemerintah
besar, tetapi juga dimungkinkan melibatkan lembaga

| keuangan lain, misalnya dilakukan finkage antara bank -
"dengan Bank Perkreditan Rakyat. “BPR menyalurkan,

executing dia, tapi kemudlan dananya darl bank,” jelas
Muliarman.
~ Tidak hanya BPR mungkln juga lembaga

_ keuangan lain, sepertl perusahaan pembiayaan, ‘kopera-
si, dsb, juga diberikan kesempatan untuk ikut menyalur- -
kan | I(UR Intmya, dlbuka tidak hanva cakupan areanya,

' jadl 12%.

tetapi juga pelaksananya dengan metode linkage, se-
- hingga dengan demikian kita daya serapnya bisa lebih
besar. Yang jelas semua dilakukan dengan betul- betul‘
mengacu ‘pada prinsip-prinsip kehati-hatian. -

Dengan perubahan yang mencakup perluasan
area mdustn -kemudian moda distribusinya, maka

‘ program KUR tersebut diharapkan bisa lepih banyak.

diserap, - dan )tahun ini bisa optimal. “Tahun depan,

| karena pemermtah juga merencanakan, jumlah KUR
‘yang juga besar, dengan landasan peraturan -yang

lebih akomodatlf seperti- ini saya kira kemungkinan

- daya serapnya pada tahun ‘yang akan datang itu Ieblh‘

tambah Muliaman. -

besar,” :
‘Sebelumnya, pada’ pengantar 'rapat 'terbatas

. soal ‘Kredit Usaha Rakyat, Presiden Jokowi memin-

ta dilakukannya. l'angkah -langkah terobosan dalam
rangka percepatan KUR, karena menurut data yang
dlperolehnya saat ini’ reallsa3| kredltnya masih
sangat rendah, Presiden berharap ‘agar dalam tiga
bulan ke depan {(Oktober, quember Desember}

+ ini ada langkah-terobosan yang- penting, sehingga

pelaku usaha mikro kecil dan menengah betul- betul
bisa mendapatkan per;nodalan “Pelaku usaha ke-
cil, usaha mikro menengah ini harus dlllndungl dan
dlperkuat sehmgga mempunyal daya saing,” tutur
Presiden.

Menurut PreSIden pada 2015 pemermtah

- mempunyai ruang kurang- lebih Rp30 triliun untuk .

KUR yahg bisa disalurkan pada usaha-usaha mikro,
dengan bunga yang telah diturunkan dari 22% men-
- (Pt}
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EKONOMI & BISKNIS l

| UPAYA ATASI PELEMAHAN EKONOMI
PEMERINTAH DORONG INDUSTRI PADAT KARYA

. Jakarta 6 Oktober 2015 (Busmess News}

. memacu industri  alas
kaki yang mampu menyerap tenaga kerja massal.
Pengembangan industri ini dilakukan guna mendong-
krak ekspor dan pangsa pasar sepatu produk tanah
air di pasar gIobaI Kementerian Penndustr:an men-
catat penciptaan devnsa oleh industri alas kaki senrlal
USD4,11 milar atau 2,33% dari total ekspor nasional
pada tahun 2014, Dari sisi lapangan kerja industri ‘ini
menyumbang lapangan kerja 643 ribu orang yang se-
“tara dengan 4,21% dari ter\aga Kerja ‘industri manu-
faktu-r. S o '
Selain alas kaki,
industri' padat karya lainnya yaitu industri- tekstil

- Pemerintah _ terus

dan makanan minuman. "Ini membuktikan pemerin- |

tah ingin industri padat karya yang mempekerjakan

.| tenaga kerja dalam jumlah besar ini terus: berkem-

“bang,” kata Menteri Perindustrian Saleh Husin saat
-menghadiri peluncuran program " “Investasi Padat
KarYa untuk Penyerapan Tenaga K_erja indonesia” di
Balaraja, Tangerang, Banterf" Senin {(5/10).

Program yang dlgelar ‘oleh Badan Koordmasr _

Penanaman Modal (BKPM) dilakukan di pabrik PT AdIS
Dimension Footwear dan dihadiri oleh Presiden Rl Joko

Widodo. Pada kesempatan itu, Presiden menegaskan

optlmlsmenya, ekonomi Indonesia bakal terus meng-
: gellat seiring d1realrsaS|kannya investasi dalam’ dan
1uar negeri, serta digulirkannya paket stimulus kebl-

jakan ekonomi. "Masih banyak peluang di negara klta |
yvang bisa dlangkat menjadi- sebuah jnvestasi yang'

mencnptakan lapangan .kerja, papar Presiden Jokowl ,

Tetap ReallsaSIkan Investasmya

Pangsa pasar alas kaki produk5| Indonema di

pasar dunia adalah 2,85% di tahun 2014 dan men-
duduki peringkat - 6 besar setelah China, ltalia, Viet-
nam, Jerman dan Belgia. Hal ini memperlihatkan in-

dustri',al_a's kaki berpeluang untuk terus;mer'lir_\gkatkan .

ekspor. Kepala BKPM"F_ranky Sibarani menyatakan;

pemerintah ingin mengkomUnikasikan kepada bublik~
dan investor bahwa di saat marak pemberitaan ten-

pemerintah juga memacu

_penolong.

tang PHK, ternyata banyak perusahaan sektor padat
karya yang tetap melaksanakan reahsas: proyek in-

'vestasmya dan menyerap tenaga kerja. -
Ada 16 perusahaan yang terdiri atas 11 peru—.‘
) sahaan PMA dan 5 perusahaan PMDN investasi padat '
karya di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Seraban tena-

ga kerja sedikitnya 1.21.285 orang dalam kurun wak-

‘tu'5 tahun (2015-2019). Nilai total rencana investasi
senilai Rp18 9 triliun dan total realisasi investasi se-

nilai Rp11,4 trlllun {sampal dengan September 201 5)

'dengan total perkiraan nilai ekspor sebesar uUsD1.3 _'

miliar. . 7 _ - : .
Perusahaan yang bergerak di bidang indus-

tri. kulit, barang dari’ kulit dan sepatu tersebut'antara '
lain PT..Pou Yuen Indonesia, Chang Shin Reksa Jaya,

Adis Dmamlka Sentosa, Feng Tay Indonesia Enterprls-
es, Parkland World Ihdonesia, Selalu Cinta Indonesaa,

dan Seng Dam Jaya Abadi. Sementara yang bergerak-
di bhidang mdustn tekstil ialah Sri Rejeki lsman, Jaya'
| Perkasa Textile, Rayon Utama Makmur, Nesia Pan Pa-
' cific Clothing, Eco Smart Garment Indonesia, Delta

Merlin Dunia Textile, Delta Merlin Sandang Textile,

‘Apparel One Indonesia dan Jaya Perkasa Textile. Un--

tuk industri makanan dan minuman yaitu PT. Kaldu

Sari Nabati Indonesia.. "Pelaku industri padat karya |
juga mas:h membutuhkan tenaga kerja baru sepertl‘
salah satu pabrlk garmen di Boyolali. Mereka bahkan 1
_ 'masrh kekurangan sebanyak 12 ribu karyawan," papar

Menperln Saleh Husin.

. I(emenpenn juga melanjutkan Program Re-
Strukturlsa3t MesmlPeraIatan Industri TPT alas kaki
dan penyamakan kulit. Langkah ini diambil mengmgat

' sambutan yang positif dari. p'elaku industri maupun

pema‘ngku' 'l_(epentingan-lainnya. "Program ini dalam

mengakselerasi. peningkatan kinerja industri dan pe-

nyerapan tenaga kerja," ujar Dirjen Industri Kimia,

Tekstil dan Aneka Kemenperin, Harjanto. .Ketersedi- .
'\ aan bahan baku juga difasilitasi dengan- mendirikan
ba5|s logistik untuk kapas, pusat bahan baku kulit ser- -

ta mendorong mvestasu lndustrl zat warna dan bahan

{Mi)
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'PEMERINTAH INCAR MEGAPROJEK MATERIAL

e | EKONOMI & BISNIS

BAHAN BANGUNAN USD164 7 MILIAR DI INFRA OMAN

Jakarta, 6 Oktober _2015 (Business quls)

Sebagai salah satu Upay'a' intensif menggarap

pasar nontradisional, Direktorat Jenderal Pengemban-
gan Ekspor Nasnonal Kemendag intensif Kemendag

‘ menyasar produk building material dan konstruksi di
negara- negara Timur Tengah dan mengincar pemban-
- gunan megaproyek di Oman senlial UsD164,7 miliar. '
Upaya tersebut dnmplementamkan Kemendag dengan
1 berpart|5|paS| pada pameran Infra Oman 2015 pada
5-7 Oktober 2015 di Muskat Oman

Dlrektur Jenderai PEN Nus Nuzuha
menjelaskan, -sesuai arahan Presiden Joko Widodo

- untuk merambah pasar nontradlsmnal Pemenntah In-.
.donesua tengah mendorong terbukanya pasar ekspor

produk building materlal ‘dan konstruksi. "Oman se-

dang melakukan diversifikasi perekonomiannya lewat
~ pembangunan industri nonm[gas dengan. memngkat---
kan infrastruktur transportasi dan logistiknya. Ini pelu-‘ '
ang yang tengah diincar untuk membuka- akses pasar.
dan menmgkatkan kerja sama perdagangan kedua -

negara," ujar Nus,. di Jakarta, Senin (5/101

" ‘Infra Oman’ merupakan salah satu pamefah'
"building material dan kd’n'stru.ks_i terbésar di kawasan
Timur Tengah, sehingga diharapkan keikutsertaan In- -
- donesia: dapat terus mehingkatkan ekspor buuldlng ma-
“‘terial ke Oman ‘yang telah bertumbuh posmf 72, 91%.

dalam lima tahun terakhir. Selama penode__Ja,nL_larl Juli

2015, terjadi kenaikan drastis ekspor 'prod'uk‘ building :
| material senilai 653, 32% darl USD355 ribu menjadl.
USD2,67 juta. : :

Kenalkan tersebut dlpicu besarnya permmta-

.an produk - other tube/p:pe fittings. (coupllngs) dari
.| hanya 1 ton dengan nilai USD29 ribu menjadi 11 ton
i senilai- USDS71 ribu. “Beberapa proyek besar Oman ‘
" yang dapat dimanfaatkan perusahaan buuld:ng mate-‘
rlal dan konstruksi- Indonesia antara Iam pembangu- :
nan rel kereta api, yang akan menghubungkan Oman '
dengan Unl Emirat Arab,’ Qatar Bahrain, Arab Saudi, ‘

dan Kuwalt Selain itu ada proyek pelabuhan bandar

udara, kawasan industri, gedung. perkantoran dan pe—‘

rumahan,” lanjut Nus

Ishak :
! ‘tahun-lalu ‘menjadi USD75,54 juta. :
yang begitu besar perlu menjadi perhatian lebih dan

Oman ‘diproje'ksikan' menjadi ‘pasar kuat. di .

bldang ‘konstruksi. Menurut Iaporan tahunan surveli

konstruksn negara negara kawasan Teiuk mlhk Pin-

sent Masons, industri. konstruksi Oman" menmgkat

.  7 72% setlap tahunnya selama perlode 2009 2013."
Sementara itu, Indonesia masih berada dl urutan ke-
: 23 sebagai pemasok ke Oman. : .
' ‘Selama lima tahun terakhlr tren perdagangan‘

dengan ‘Omanhanya 2, 97% dengan nilai usD438,3
juta pada '2014. Meski demikian pada semester per-
tama 2015 ini, terjadi kenalkan surplus perdagangan
166,9% dari USD28,3 juta di periode yang sama se-
' “Potensi Oman

diharapkan partisipasi Indonesia-di Infra Oman ini bisa

‘menggenjot ekspor nonmigas Indonesia serta mem-
perluas akses pasar yang. lebih besar ke negara terse-
'.but maupun kawasan Timur Tengah lainnya,”
- Secara keseluruhan Pameran Infra Oman me- -
nampllkan produk dan jasa di bldang airport construc- |
- tion, bmldmg machmes for above—ground construc-

ujarnya.

t.ron building. technology, civil engmeermg,_current

agement mdusrnal equipment, logistics, rail traffic

B techriology, road construction, dan transport. Tahun

lalu, Infra Oman diikuti 241 peserta dari 25 negara di

atas lahan seluas 8. 821 m2, serta dlkunjungl 4,132

buyer dari 30 regara.

. Indonesia akan memboyong sepuluh perusa- |-
haan yang bergerak di. bldang bunldmg material dan. |
‘konstqusl‘ yaitu yang bergequ di bidang bathroom

accessories, shell decoration, kabel listrik dan audio,

* bedsheet, 'wooden ' floor, ducting, flooring marble,
- bath aécessorie's, home _decoration,

tile ceramics,
wall ceramrcs pembangkit listrik, rransportasr “steel

tower, o.-l and gas, construct.ron equ;pment serta Ka- | -

mar Dagang dan Industri InfraStruktur Indonesia (in-

'VestaS| dan proyek lnfrastruktur) Paviliun Indonesia
- akan tampit dengan desain khusus bertemakan “Trade
With Remarkable Indone5|a ‘

M)
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PASAR UANG & MODAL

BANK INDONESIA

KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA

. Jakarta, 6 Oktober 2015 (Business News)

Kurs Transaksi Bank Indonesia tanggal 6 Oktober dan 5 Oktober 2015 ditetapkan Bank Indonesia sebagai

berikut:
6 OKTOBER 2015 5 OKTOBER 2015
MATA UANG SATUAN S R '
BELI Rp TENGAH_ Rp| JUALRp BELI Rp '| TENGAH Rp| JUAL Rp
AUD (Australia) 1,- 10.137,20 10.191,10 10.245,00 | 10.282,14 10.334,53 | 10.386,91
BND (Brunei) 1.~ 10.057,63 10.111,45 10.165,27 | 10.145,22 10.196,21 10.248,59
CAD {Canada} 1.- 10.932,84 | 10.990,38 11.047,92 | 11.053,55 11.109,51 11.165,46
CHF (Switzerland) 1.- 14.661,89 | 14.738,70 14.315,50 14.974,24 15.054,15 | 15.134,05
CNY (China Yuan) 1,- 12.249,54 2.260,86 227218 2.284,28 2.295,76 2.307,23
DKK (Denmark) 1,- 2.146,01 2.156,97 2.167,93 2.189,95 2.201,22 2.212,49
GBP (United Kingdom) 1,- [21.699,68 | 21.811,76 | 21.923,83 | 22.103,10 | 22.218,55 | 22.333,99
HKD (Hong Kong}) 1,- 1.846,40 1.8565,73 1.865,06 1.974,80 1.884,34 1.893,88
JPY (Japan) 100,- 11.879,46 | 11.941,73 | 12.003,99 12.113,20 121 726.58 | T2237.97
KRW (Korean) 1,- 12,29 12,36 12,42 12,39 12,46 12,62
KWD (Kuwaiti Dinar) 1,- (47.305,79 | 47.575,44 | 47.845,08 | 48.036,36 | 48.309,81 48.583,25
MYR (Malaysia) 1,- 3.2_72,73 3.291,09 3.309,44 3.298,75 331222 I3.-335,68
NOK (Norway) 1,- 1.702,09 1.711,66 1.721,02 1.736,18 1.745,61 1.755,03
NZD (New Zealand) 1,- 9.302,93 9.354,08 9.405,22 9.398,65 9.446,60 9.494,55
PGK (Papua New Guinea) 1,- 4.858,25 4.991,10 5.123,94 4.933,27 5.068,14 5.203,00
PHP (The Philippines) 1.- 308,74 310,33 311,91 311,69 313,33 314,96
SAR (Saudi Arabian Riyal) g 3.814,88 3.834,85 3.854,81 3.874,42 3.894,156 3.913,87
SEK (Sweden) 1,- 1.718,07 1.727,03 1.735,99 1.741,20 1.750,27 1.759.33
SGD (Singapore) -1,- 110.057,63 | 10.111,45 | 10.165,27 | 10.145,22 | 10.196,91 10.248,59
THB (Thailand) 1,- 393,89 395,98 398,07 398,87 400,99 403,10
USD (United States) I'l,- 14.310,00 | 14.382,00 ' .14.454,00 14.531,00 | 14.604,00 | 14.677,00
EUR (Europe) 1,- 16.011,46 | 16.093,47 16.175,47 | 16.338,66 16.422,21 16.505,75
Kurs Tengah, berdasarkan pengolahan Business News. {—)
Business News 8762/7-10-2015
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CATATAN HARGA-HARGA

'KURSI KANTOR, MEJA KANTOR/
LEMARI ARSIP

Jakarta, 6 Oktober 2015 (Business News) o

Harga perlengkapan kUI‘SI kantor tercatat hari ini
kurang iebih sebagal berlkut

KURSI MANAGER ) ‘ PER UNIT
- Demver Kursi Manager 820.. . . . Rp500.000
- Denver Kursi Manager 268 .. . . - 950,000
‘- Q-Biz, K.Direktur 803 . . ....... *-600.000
- Q-Biz, K.Direktur DRO". . .. . .-.. 750.000
-* @-Biz, K.Direktur YO-8005 ... .. 850.000 .
- Q-Biz, K Manager 701 .. ... .. .. §00.000
- O-Biz, K. Manager Vario . ... ... 575.000
- Q-Biz, K. Manager MR . . . ... .. 575.000
- Q-Biz, K Manager OCH . . ... .. 575.000
- .Q-Biz, K. Manager BGV . . .. .. $75.000
- Q-Biz, K.Manager Nindi . ... .. 450000
KURSI KULIAH -
-~ Kursi Kuliah KK-101 (Olympic} . - 300.000
. - Kursi Kulah MND {Chitose) . . . .". . 375.000
KURSI KANTOR . ” _
- Q-Biz, HDR 0-99A..... SR .265.000
- O-Biz, Q-88 ........ 215.000
- Q-Biz, MR CA- FBRIOscar ' 550.000
- Office Chair, MY-A185. . .. '. .. © '850.000°
LEMARI ARSIP E :
- 48x4bx184cm, 2 plntu B- 203.- ' 1.450.000
- 90x45x184cm B-304, Pdorong : 1.650.000
LOKER METAL : o
- 38x38x184cm 6 plntu .......... _‘ -800.000
FILLIFI CABINET
- Q-Biz,48x62x74cm, 1 Laci . . . .. - 975.000
- Q-Biz,48x62x104cm, 3 Laci. ... - 1.100.000
- Q-Biz,48x62x74cm, 4 Laci . . .. . 1.360.000
. LEMARI LOKER o :
- Prestige 32x560x1 800m 6 pintu.. . 1.150.000
- Prestige 32x50x124cm, 4 pintu . . 1.050.000
MEJA KANTOR o
. Q-Biz, % Biro, 120x59x73cm ... 375.000-
- Q-Bioz, % Biro 123x59x74cm. . . 215.000
- Solid, ¥ Riro 120x59x72¢cm , .. 225.000
- Solid, % Biro, 103x59x74cm. SR - 2765.000
- Olympic, % Biro, 120x45x75cm. 305.000
- 275.000

Olympic, % Biro, 120x60x75cm.

400.000

- .Q-Biz, Offuce Desk, 120x60x75cm-

- - Q-Biz, 1 Biro 150x75x74cm 575.000
- Q-Biz, Office Desk, 150x64x75bm ‘575.000
- Solid, % Biro'120x63x760m e 475.000

RAK ORDNER & RAK BUKU .
- Solid, 40%29x87cm, 3 susun . 126.000
- -Biz, 89x40x30cm (rak). .. ... 1156.000
- Solid; 59,6x29,5x176,2, 4 susun 260.000
- Solid, 48x29x171¢m, L. Buku. . .. . 255.000
.- Q-Biz, 80x30x175cm,Book Cbt- ‘425,000 -
= Q-Biz, 78x40x150cm,Office Cbt 500.000 .
- Solid, 185x42x79cm Cabinet .. 630.000
- Solid, 79x39x198cm, Rak Buku 800.000
- Q-Biz, 72x40’x160cm_, Rak Besi 690.000

BERBAGAI MEREK JAM TANGAN

‘ Jakarta, 6 Oktober 2015 (Busmess News}

Harga barbaga: merek jam tangan tercatat hari ini .|

kurang lebih sebagat berikut :

FOSSIL

- Type ES 2059 .. .. ....... Rp1.250.000 .
- Type ES 2170..... S 1.550.000
- Type CH 2568. ... ... ~1.650,000
- Type ME 1066 .. ... ... 1.700.000
Ge . ) . _ ‘
- Diver Chic.. .. ... el 2.550.000
- Sport Class Chrono Rose Gold 3.350.000
- - Sport Class Chrono deer 2.950.000
- Betro Chic ... . ... 5., R "2,950.000 -
GUESS ‘ o - , .
- G Perf W90005L1. i 1.600.000
- G Perf, WB0007L1 .......... - . 1.400.000
- Spell Check W11506L1 ... ... 1.625.000
- Spell Check W12504L1 .. ... .- 1.750.000
- Lacey W11084L1. ... ... ... 1.600.000
- Lacey W12571L1 ........... "~ 1.750.000
: B ONIA - L
- TypeBPT106............. 2.260.000
- Type BPT 141 All Black . . ... 2.000.000
- Type BPT 141 Steel . ... ... .. 1.800.000
- BN557,Rose Gold . ... ..... 1.600.000
- BNS57,Steel ... .......... 1.350.000
- BN654 (AIS/S).......... 1.600.000 °
- BN-654 (Others) .. ......... " 1:700.000
- BN645,Steel . . ... ..... ce 1.600.000 -
-BNB57.......... S ‘ 2.100.000
' (0)
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CATATAN HARGA-HARGA |

~ KAYU JATI GELONDONGAN

Jakarta, 6 Oktober 2015 (Business News)
.Harga' kayu jati gelohdongan tér'cata't hari ini kurang lebih sebagai berikut {d_%lam ribuan rupiah) :
KAYU JATI _ o : L : : =
: o o 40-49cm -  b50-5%cm 66-594cm 60-64cm 65-69em 70 - 79cm
P ' o {Rp} - Rp) " (Rp} - (Rp} (Rp) (Rp)
Lokal DL - B L . o S _ ,
Ukuran 250 - 290 cm 12.860  14.000 14750 18.000 - .18.750 24.000 .
S 300 - 340 cm " 15.450 - 17.250. . 18.260 = 22,750  25.000 - 28:000.
350 - 390 em - 16.450 - 18.750 19.500 26.250 26.500 28.500
Lokal Tt .. o o -
Ukuran 250-290cm .~ .11.850 12,250 - 13.200 14.500 16.700 19.000
Lo 300-360cm  14.850 15.500 ~  16.500° - 20.500 . = 22.000 25.000
359 - 390 cm . 15.850 18.000 - 17.750 . 21,750 ° 23.700 - 26.000
Lokal DH ' o : ' ,
- Ukuran 200 - 240 cm '16.450 _ 15.900 17.000 . 21.000  22.600 © 25.750
250 - 290 cm 18.450  18.800 18.500 21.850 . 23.800 " 29.750
o - 300 - 340 cm 20.000 21.750 23.500 . 30.000 32.750 .  35.750
. © 350-390cm - - 21.000 . 22,900 - 25.000 32.500 ©  35.700 - 37.750
Lokal TH ‘ 7 - L . : : , :
Ukuran 200 - 240 cm 12.600 13500 . .15.000° ~ 17.500 19.200 ~  23.000.
© 250-290cm" 13.600 15000 16,000 . 18.750 = 20,500 © 24.500
~ 300 - 340 cm '14.600 19.000 20.500 26.000  30.200 32.000
350-390¢cm - 18.600 20.000 - 21.500 28.000 31200  33.000
Lokal M _ . L R - : :
‘Ukuran ~ 250-290ecm . 10.600 10.750 11.750 . 13.750 14,350 ©  16.750
Jakarta, 6 Oktober 2015 (Business News) '

| Permintaan terhadap berbagai jenis kaca ramai. Harga tercatat hari ini kurang Iebih-s'ebagai bérikut_ :
| KacaPolos } . pimeter 1w gmm L V..., - 125.000
Tebal "2mm...........oo.nin.. Re47.500 | = Brm.. ... ..., . . 185.000
U 3MMoa e e e "~ 82.500 ' . o o ’ ‘ ‘
Y BmmL ..... 87.500 Kaca Rayband . : |
ST EmmL ERRREE » +126.000 Tebal 3MM....o.ee..iva.a.io. © 97.500
o 8 MM e s e s e vt n s m s o v 1 86.000 ' " 5 mm . . U . '. 122.500
0mmL L., 248.000 _ ; - ‘
S 12mm. ... RETI I ... 276.000 | kacaES . _

‘ ' . Tebal 3mm. .. .. S ... . 71.750
Kaca Gesmin " B M e . 180.000
Tebat2mm......... e ... 85,000 o S
' | ' (0)

Business News 8762/7-16-2015 '_
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PENGUMUMAN/PERATURAN PEMER!NTAH

PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
'BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

-(Su_rat Edaran Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan‘Otorltas _J_asa Keuangan -
Nomor 9/SEOJK.03/2015, tanggal 26 Maret 2015) |

OTORITAS JASA KEUANGAN,

Yth.

Bank Pemblayaan Rakyat Syar:ah

di tempat.

| Sehubungan dengan Peraturan Bank Indone- |
sia Nomor 7/47/PBI/2005 tentang Transparansi Kon- -
"disi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah {Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor ;
125, Tambahan'Lembaran Negara Republik Indonesia !

Tahun 2005 Nomor 4564), yang antara lain mengatur

mengenai kewajiban Bank Perkreditan Rakyat Syariah

untuk melakukan péncatatan atas kegiatan usahanya

berdasarkan Pernyataan Staindar Akuntansi Keuangan

dan Pe-doman.Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia

yang berlaku bagi Perbankan Syariah maka dipandang -
perlu untuk mengatur pelaksanaan penggunaan stan--
dar -akuntansi keuangan dan keténtuan pelaksanaan B
mengenai pedoman akuntansi perbankan,.syarlah In-"|
donesia bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam |

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
. KETENTUAN UMUM - - o

1. Dalam rangka pen;ngkatan transparansn kon-_ -

disi keuangan dari Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah yang selanjutnya disebut BPRS dan
penyusunan laporan keuangan yang relevan,
* komprehensif, andal, dan dapat diperbanding-

kan, BPRS ‘wajib menyusuh dan menyajikan |

laporan keuangan berdasarkan standar akun-
tansi keuangan yang relevan bagi BPRS. .
2. Standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi
BPRS selama ini adalah Pernyataan Standar
~ Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disebut

'PSAK yaitu PSAK No.31 tentang Akuntansi ;
Perbankan dan PSAK Syariah. Dengan diber-

lakukannya PSAK No.50 (Revisi 2010) tentang

Instrumen Keuahgan Penyajian, PSAK No.bb
(Revm 2011} tentang instrumen: Keuangan:
Pengakuan dan Pengukuran, dan PSAK No.60
tentang Instrumen Keuangan Pengungkapan

' yang menggantikan PSAK No. 31, maka PSAK
© No. 31 menjadl tidak berlaka.
. Penerapan PSAK No.50 (Rewm 2010}, PSAK

No.55 (Revisi 2011), dan PSAK No0.60 bagi
BPRS _selain tidak sesuai dengan karakteris-

 tik operasional BPRS juga memerlukan biaya
yang besar ‘dibandingkan dengan manfaat |

yang akan diperoleh, sehingga dipe'rlukan'
standar akuntansi keuangan yang sesuai bagi |
BPRS.

. Dewan Standar Akuntasi Keuangan - ikatan
Akuntan Indonesia yang selanjutnya disebut |

D_SAK-iAI selain mengeluarkan PSAK No.50
(Revisi 2010}, PSAK No.55 (Revisi 2011),
dan PSAK No0.60, juga menerbitkan Standar

_Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa.Ak'unt-

abilitas Publik yang selanjutnya disebut SAK
ETAP.: -

. DSAK-IAI dalam SAK .ETAP menyatakah

bahwa SAK ETAP -dapat diberlakukan bagi

entitas yang memiliki akuntabilitas publik sig- '
nifikén termasuk BPRS, sepanjang otoritas
berwenang mengatur penggunaan SAI( ETAP

dimaksud. Berdasarkan pertlmbangan terse- ;-
but di atas, maka standar akuntansi keuangan

bagi BPRS menggunakan SAK ETAP, PSAK
Syariah, dan keteniuan lain yang ditetapkan
oleh Otoritas Jasa.Keuangan.

. Pedoman Akunhtansi Perbankan Syariah Indo-

nesia - BPRS yang selanjutnya. dlsebut PAP-
Sl BPRS. merupakan petunjuk . pelaksanaan

‘yang berisi penjabaran lebih lanjut dari SAK

ETAP, PSAK Syariah, dan ketentuan lain yang

Business News 8762/7-10-2013




PI:NGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

) dltetapkan oleh Otontas Jasa Keuangan dan
‘ -‘menjadl pedoman dalam penyusunan dan pe-
‘nyajian Iaporan keuangan BPRS.

Dalam hal terdapat ketentuan yang belum dua- ‘

tur dalam PAPSI BPRS untuk menyusun dan

" menyajikan laporan keuangan, BPRS teiap
berpedoman kepada SAK ETAP beserta pedo-
‘man pelaksanaannya"sebanjdng tidak berten-
‘tangan dengan Prinsip’ Syarlah ' :

PENGAKUAN PENDAPATAN DALAM THANSAK- .

Si JUAL BELI

1.

PENDAPATAN DAN BEBAN TERKAIT DENGAN
‘TRANSAKSI MURABAHAH
Dalam praktik penyalufran pemblayaan Mu- "
- rabahah, BPRS dapat

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syanah Nasion-

al Nomor: 84/DSN-MUIIXII12012 tanggal 21

" Desember 2012 tentang Metode Pengakuan :
Keuntungan Al-Tamwil - Bi Al-Murabahah

(Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuan-

gan Syariah, pengakuan keuntungan Pembi- :
ayaan Murabahsh untuk Bank Syariah dapat ;

dilakukan dengan menggunakan metode anui-

‘tas atau metode proporsional.

Pengakuan pendapatan dengan menggunak-
an metode anuitas atau metode-proporsuon-
al hanya dapat digunakan untuk pengakuan
pendapatan _pem,bi_ayaan atas dasar jual beli.

Dalam hal BPRS menggunakan metode anui- ;
: Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
menggunakan SAK ETAP. Sedangkan untuk '
BPRS yang menggunakan metode proJ’or—'
sional, pencatatan transaksi Murabaﬁéh wa-
jib menggunakan PSAK No.102 (Revisi 2013)

tas, pencatatan transaksi Murabahah wajib

tentang Akuntanm Murabahah

Metode pengakuan pendapatan yang d:pmh

oleh BPRS waijib dlterapkan ‘untuk seluruh
jenis portofalio pembiayaan Murabahah dan
diungkapkan dalam kebuakan akuntansr serta
dulakukan secara konsisten.

)

a. menenma pendapatan di Iuar marjm keun-
Stungan sepertl pendapatan admlnlstra5|
dan/atau :

dengan transak5| Murabahah seperti biaya
" komisi, biaya survei, dan biaya lain.

~diakui secara proporsional selama masa akad.

rabahah sehinggq ‘wajib dibagihasilkan kepadé
_pemilik dana (shahibul maal}. - -

LIV, LAIN-LAIN

. man sebagalmana lamplran yang merupakan satu ke-
| satuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat

‘Edaran Otontas Jasa Keuangan ini.

V. PENUTUP

R Dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan ini, Surafc Edaran Bank Indonesia No.5/26/ .
‘BPS tanggal 27 Oktober 2003 perihal Pelaksanaan—

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indoné_.éia di- -
{ cabut dan dinyatakan tidak beriaku bagi BPRS.

Ketentuan dalam Surat Edaran’ Otoritas Jasa

Agar setiap orang mengetahuinya, memer-
intahkan pengumuman ' Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita
Négara Repubhk Indonesia. ‘

Ditetapkan di Jakarta'
-Pada tanggal 26 Maret 2015
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN

E ‘ : OTORITAS JASA KEUANGAN,_

o Td.
' NELSON-.TAMP.UBOL_ON‘

TAHUN 2015 NOMOR 30

_ E BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
;

~(BN)

b. -mengeluarkan blaya yang terkait Iangsung

Busmess News 8762/7-16-2015

P 2 Pengakuan pendapatan dan biaya sebagaima- |
na dlmaksud pada angka 1, baik yang meng- 1
. 'gunakan metode an,untas‘maupun proporsional

3. Pendapatan dan biaya__sebagaimana dimak- -

sud pada angka 1 mehjadi bagian yang tidak '
P terpisahkan dari pendapatan pembiayaan Mu-

PAPSI BPRS diatur lebih Ianjut dalam pedo-
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' Yth., ”
_ Direksi Bank Umum Konvensional

TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN
- BANK UMUM KONVENSIONAL

~ (Surat Edaran Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jaéa Keuangan
Nomor 11ISEOJK 03/2015, tanggal 17 Aprll 2015) |

O.TO'RITAS JASA KEUANGAN,

di tempat.

Sehubungan' déng'éh berlékﬁriya beraturah- ;
étoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 ten- ‘

tang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank {Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indone-

sia Nomor 65687},
Transparanm dan Pubiikasi Laporan Bank Umum Kon- h

perlu dlatur ketentuan mengenai

vensional dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
sebagai berikut:
. UMUM

1.

Lapgran’ Publikasi disusun’ antara lain untuk

memberikan informasi meng_enat posisi keuan- | -

kb 3" oot = e

gan, kinerja atau hasil usaha Bank, informasi |
- keuangan lainnya serta- mformasn kualitatif
_kepada- berbaga1 pihak yang berkepentlngan :

dengan perkembangan usaha Bank. Seluruh

informasi tersebut diharapkan dapat menin-
gkatkan transparansi kondisi keuangan Bank
kepada. publik dan menjaga kepercayaan ma-

" syarakat terhadap lembaga perbankan.

Jenis Labofan‘ Publikasi adalah Laporan Pub-
likasi Bulanan, Laporan Publikasi Triwulanan,
Laporan. Publikasi Tahunan, dan Laporan Pub-
likasi Lain. ' '

Agar informasi dalam Laporan Publikasi yang

. disampaikan dapat diperbandingkan, format

dan ruang lingkup penhyajian méngacu pada

ketentuan dan pedoman yang ditetapkan oleh

Otoritas Jasa Keuangan, standar akuntansi i
- 'keuangan y?ng relevan ‘untuk industri per- ;
bankan, Pedoman Akuntansi Perbankan Indo- 1
nesia (PAPI), dan standar internasional yang |
" relevan mengenai pengungkapan risiko dan ‘i

permodalan Bank. -

4., Format Laporan Publikasi merupakan stan-

. dar minimal yang harus d;penuhl oleh Bank.
Apabila terdapat akun yang ;umlahnya mate-
rial dan tidak terdapat dalam format ters_ebut,
Bank dapat menyajikan akun tersebut seca.ré'
tersendiri sedangkan akun yang jumlahnya ti- ,‘
dak material dapat dlgabungkan dengan akun |
Ialn yang sejems s

5. Akun- akun yang memiliki saldo nihil dalam
' format laporan harus- dlcant_umkan dengan

memberi garis pendek (-). pada akun yang ber-
sangkutan kecuali ditetapka:_'l secara khusus
dalam Lamplran

6. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) merupak-

-.an -laporan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas
Bank per posisi akhir periode laporan sedang- |
kan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Kom- -
prehenszf Lain’ merupakan laporan laba rugi
dan penghasilan komprehensif Bank ‘secara

- kumulatif sejak awal Tahun Buku sampai den- -
- gan akhir posisi periode laporan. :
-7 Lap'oran Publikasi disusun dalam Bahasa Indo-

‘nesia dan angka-angka yang disajikan dalam
jutaan Rupiah.

8 ‘Bank Umum Konvensuonal yang memlhkl keg-

iatan-usaha berdasarkan Prinsip Syariah {(Unit
Usaha ,Syarlah), menyajikan Laporan Publikasi
seb’agai.mana-diatur déla_m ketentuan ini dan
informasi keuangan Unit Usaha Syariah (UUS) -

- sesuai ketentuan mengenai transparansi dan |

publlka3| laporan ‘Bank Umum Svarlah {BUS) |
dan UUS '

LAPORAN PUBLIKASI BULANAN

" Padoman Umum : ;

.a, Laporan Publikasi Bulanan dlsajlkan secara
individu dan disusun setiap bulan.

b Laporan Publikasi Bulanan dlumumkan ke-

Business News 8762/7-10-2015




—h

pada masyarakat pada Sttus Web Bank.:'z
dan disampaikan oleh Bank kepada Otori-
~ tas Jasa Keuangan secara online melalui |

sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum
(LKPBU), dalam hal sistem pelaporan Oto-
ritas Jasa Keuangan belum tersedia.

2 Ruang Lingkup Laporan Publikasi Bulanan

Laporan Publikasi Bulanan mellputl

Iaporan keuangan bulanan yang pallng sedlk:t

terdiri atas:

a. Laporan POStSI Keuangan (Neraca),

b. Laporan Laba Rugi dan Penghasﬁan Kom-

prehen5|f Lain; dan
¢. Laporan Komitmen dan Kontmjen5|

. Bank dalam menyusun Laporan Publikasi Bu- :

lanan mengacu pada Pedoman Penyusunan

Laporan Pub!ikasi Bank Umum .Konvensional
~ Laporan Publikasi Bulanan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Suraf Edaran
Otoritas Jasa Kéuangan ini. -

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN
. Pedoman Umum

a. Laporan keuangan pada Laporan Publ|kaS|
Triwulanan disajikan secara :ndlwdu‘dan
- konsolidasian dengan -Entitas Anak yang

disusun - untuk posisi akhir bulan Maret,

~Juni, September, dan Desember.

" b. Bank yang tidak memiliki Entitas Anak, ko-

lom konsolidasian dapat ditiadakan.

¢. Laporan keuangan pada Laporan Publikasi

Triwulanan disajikan dalam_bentuk per-

bandingan sesuai standar akuntansi keuah- B

gan.

d Apabila terdapat perlakuan akuntansn yang
"baru berlaku dalam posisi laporan, pe-

nyajian posisi pembanding mengagu pada

standar akuntansi
kebijakan akuntansi,
akuntansi, dan kesalahan. :

e. Nama pemegang saham yang dicantumkan

dalam pengisian pemilik Bank pada format

Laporan Publikasi Triwulanan ‘adalah per- .
orangan -atau entitas yang memiliki saham

sabesar 5% (lima perseratus) atau lebih

keuangan  mengenai | -
perubahan estimasi |

dari modal Bank, baik melalui atau tidak '

“melalui Pasar Modal

i

N Laporan keuangan posisi akhir bulan De- |

‘ | PENGUMUMAN/PERATURAN PEMER|NTAH |

1 -
:

:sember yang dlpubhkaSIkan secara triwu-

'Ianan_ wajib diaudit oleh’ Akuntan Publik. -

Dalam penyafian laporan keuangan di-
canturnkan nama Kantor Akuntan Publik,

nama Akuntan Publik yang. bertanggung k
1awab {partner in charge), dan opini yang

diberikan.

‘ 'g. Laporan PuinkéSi Triwulanan diumumkan

pada surat kabar harian berbahasa Indo-

nesia- yang memiliki peredaran luas dan’

: pada Situs Web Bank, dan disampaikan
_oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan
" secara online melalui sistem Laporan Kan-

tor Pusat Bank Umum (LKPBU), dalam ‘hal' '
_sistem pelaporan Qtoritas Jasa Keuangan

belum tersedla

2. Ruang Lingkup Laporan PubhkaSl Trlwulanan

a. Laporan keuangan, yang terdiri atas:
1}-Laporan Posisi Keuangan (Neraca);

" J) Laporan Laba Rugi ~dan: Penghasilah g

. Komprehensif Lain; dan :
3} Laporan Komitmen dan Kontinjersi.

b. Informasi_kinerja keuangan, yang terdiri

dari: o _
1) Perhitungan. Kewajiban’

* 'Modal Minimum‘(KPMMJ; -
Jumlah dan kualitas aset produktif ser-
ta Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

. {CKPN} yang paling sedikit memberikan
informasi pe'ngelompok'an:
a} Instrumen keuangan;

b} Penyedlaan dana kepada plhak ter-
kait;

ot

2

'¢) Kredit_kepada debltur Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah (UMKM);
~ d} Kredit yang memerlukan perhatiah
khusus {antara lain kredit yang dir-
estrukturisasi dan kredit properti);
. dan '

e) Penyisihan Penghapusan Aset (PPA).

‘yang wajib dibentuk berdasarkan in-
strumen kéuangan. i

Rasio keuangan yang palmg sedikit me-

liputi: :

a) Rasio Kewajlban Pemenuhan Modal
Minimum (KPMM);

b) Return on Asset (ROA);

3

—

¢) Return-on Equity {ROE};
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|| PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH , .

(BUKU) 3 dan BUKU 4, menambahkan in- |

~d) Beban Operasmnal " terhadap
‘Pendapatan Operasional (BOPOY);
‘e} Persentase “Pelan’garan dan'PeIam—
pauan Batas Maksimum Pembehan
~ Kredit (BMPK); dan
f) Rasio Posisi Devisi. Neto (PDN)

4) Transaksi Spot dan Transaksi Derivatif. | -~ b,

. Informasi komposisi pemegang saham dan .’ -
~ sUsunan pengurus. {
3 Bank dalam menyusun Laporan Publikasi Tn- ;
wulanan mengacu pada Pedoman Penyusu-
‘nan Laporan Publikasi Bank Umum Konven-

sional - Laporan Publikasi Triwulanan vang . C.
+ 'Situs Web Bank, dalam satu tautan khu-
: sus, misalnya dengan judul: “Pengungka-

‘merupakan bagian tidak terpisahkan. dari Su-
rat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. '
4. Bank yang merupakan bagian dari kelompok

.usaha, menambahkan informasi mengenai: . d.

a. Laporan Pubhkasn Triwulanan untuk posnsn
akhir bulan Jum.dan Desember, yang meli-.
puti: :
1) Laporan keuangan konsolidasian Entitas ¥
Induk yang mehputl laporan keuangan
" seluruh entitas dalam kelompok usaha
“di .bidang'keuangari; atau , ‘ 3
2) Laporan keuangan konsolidasian Entitas
Induk yang meliputi laporan keuangan |
seluruh entitas dalam kelompok usaha ‘
di bidang keUanga.n dan non keuangan. |

' b. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud e

pada huruf a paling sedikit terdiri atas:
1) Laporan Posisi Keuangan {Neraca;
. 2).Laporan Laba Rugi dan Penghas&lan
‘Komprehensif Lain; _
~'3) Laporan Perubahan Ekuitas; dan P
'4) Laporan Komitmen dan Kontinjensi. .
Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan .

formasi mengenai Pengungkapan Permo-

- dalan sesuai ‘dengan dokumen Composi-
_tion of Capital Disclosure Requirements
_yang diterbitkan oleh ,Bas_el' Committee on P

Banking Supervision {BCBS).
Tujuan pengungkapan permodaian sesuai
kerangka Basel Il adalah untuk menlngkat-

. kan transparansi pengungkapan kompon_en
" permodalan dan meningkatkan konsistensi

pengungkapan permodalan antar negara
sehingga mudah dibandingkan. '
Pengungkapan permodalan disajikan pada

pan Permodalan sesuai kerangka Basel 1Il”.

Pengungkapan Permodalan sesuai kerang-

ka Basel lil terdiri dari:

1} Bagian 1: Format Standar Pengungka-
pan Perhltungan KPMM Basel Ill, yang

. mengacu -pada format standar ’yang‘

- disediakan dalam’ dokumen BCBS;
2) Bagian. 2: Penyusunan rekonsiliasi an-

* tara Neraca dengan Format Standar‘ se-

bagaimana dimaksud dalam Bagian 1:
dan )

-3) Bagian 3; Pengungkapan Rincian Fitur

. Komponen Permodalan.
Bank dalam menyusun Pengungkapan Per-
modalan’ sesuai Kerangka Basel Ill. men-
gacu pada Ped'ofnan Penyusunan Laporan

Publikasi Bank' Umum Konvensional - Pe--

doman Pengungkapan Permodalan sesuai
kerangka Basel 1ll yang merupakan bagian

‘tidak. terpisahkan dari Surat Edaran Otori-
“tas Jasa Keuangan ini.

Komitmen dan Kontinjensi hanya dilapor- | = 6. Laporan tertéentu yang- disampaikan kepada

kan apabila ada.

- Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan .

¢. Format Neraca serta Laporan L.aba‘ Rdgi l.'_ - Bank menyampalkan kepada Otontas Jasa

dan Penghasilan Komprehensif Lain Entitas '

" Induk untuk posisi akhir bulan Desember ;| . a.

disesuaikan dengan Neraca serta Laporan | :

. LabarRugi dan Penghasilan 'Komprehensif

. Lain yang disajikan ,dahm laporan keuan-

gan auditan. ' -

Bb. Pengungkapan Permodalan sesuai dengan
Kerangka Basel Il

-a. Bank Umum berdasarkan Keglatan Usaha |
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Keuangan laporan mengenan

Transaksi antara Bank dengan Plhak-puhak

‘Berelasi, paling sedikit meliputi:

1} nama pihak yang memiliki- hubungan
atau relasi-dengan Bank;

i 2) hubungan keterkaltan dengan Bank

3) jenis transaksi;

" 4) jumlah atau nominal transaks| dan

5) kualitas aset produktif untuk transaksi




°b.

IV; LAPORAN PUBLIKASI TAHUNAN
1. Pedoman Umum
a.

~sun unfuk 1 {satu} Tahun Buku. ‘
. Bank yang tidak memiliki Entitas Anak, ko- { -

. Apabila terdapat perlakuan akuntansi yang °

" donesia dan bahasa lain, baik dalam doku-

' penyediaan dana.
Perberian penyed[éan ‘dana, . komitmen

maupun fasilitas lain yang dapat dipersa- 9.

makan dengan itu dari setiap entitas yang
berada dalam satu kelompok usaha den-

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH ' :

jawab (partner in charge) dan opini yang
diberikan.

_Laporan - Publikasi Tahunan diumumkan
"pada Situs Web Bank dan disampaikan

oleh Bank kepada Otontas Jasa Keuangan.

gan Bank kepada debitur yang telah mem- g 2. Ruang Lingkup Laporan Publikasi Tahunan

peroleh penyediaan ‘dana dari Bank, bagi
Bank: yang merupakan bagian dari kelom- |
pok usaha, yang paling Sedlklt meliputi:
1) nama debitur; ‘ S ;
2) jumlah dan kualitas' penyediaan dana
vang dlberlkan oleh Bank; ‘ :
3) nama kelompok usaha pemberi penye-
diaan dana serta hubungan keterkaltan
dengan Bank; dan
4) jenis penyediaan dana dan jumlah pe-
nyediaan dana yang diberikan oleh ke-
tompok usaha. '

Laporan keuangan_pada‘Lapora'n Publikasi |

. Tahunan disajikan secara individu dan kon-

solidasian dengan Entitas Anak yang disu-

lom konsolidasian dapat ditiadakan. __
Laporan keuangan pada Laporan Publikasi

Tahunan disajikan dalam bentuk perband-
ingan sesuai standar akuntansi keuangan.

baru bertaku dalam posisi laporan, pe- |

" nyajian posisi pembanding meéngacu pada -

standar - akuntansi keuangan mengenai i
kebijakah akuntansi, perubahan estimasi
akuntansi, dan kesalahan.

{ aporan Publikasi Tahunan harus disusun
dalam Bahasa Indonesia. Apabila Laporan
Publikasi Tahunan dibuat dalam Bahasa In-

men yang sama maupun terpisah, Laporan
Publikasi .Tahu'lnan harus memuat informasi
yang sama, ' ‘ ‘
Laporan keuangan pada Laporan Publikasi
Tahunan. wajib diaudit oleh Akuntan Pub-
lik. Dalam penvyajian laporan keuangan di-
cantumkan nama Kantor Akuntan Publik, |
nama Akuntan Publik yang bertanggung '

. Informasi Umum

Informasi Umum dalam laporan tahunan
pallng sedikit meliputi:

1} kepengurusan yastu susunan anggota

Direksi dan Dewan Komisaris, dan Peja-

bat Eksekutif beserta jabatan, dan ring-
kasan riwayat hidupnya;

2) rincian kepemilikan saham- yaitu nama

—

pemilik atau pemegang saham dan-

persentase kepemilikan saham;

3 perkembangan ugsaha Bank dan ke-
lompok usaha Bank termasuk apablla
ada pengembangan usaha uus yang

~ memuat data mengenai: ' .

- a) ikhtisar data ' keuangan penting,
paling sedikit meliputi pendapatan
bunga bersih, laba operasibnal,_ laba
sebelum pajak, laba bersih, laba ber-
sih per saham, aset produktif, -dana

pihak ketiga, pinjaman diterima, to-
- tal biaya dana {(cost of fund), modal |

sendiri, jumlah lembar saham yang
- ditempatkan dan disetor; dan
b) informasi kinerja dan rasio keuangan
' sebagaimana dimaksud dalam Lapo-
‘ran Publikasi Triwulanan. -

—

"4) Strategi dan kebijakan yang ditetapkan

oleh manajemen Bank, termasuk UUS
apabila Bank memiliki UUS;
B} Laporan manajemerl yang memuat in-

" formasi mengenai pengelolaan Bank,

termasuk UUS apabila Bank memiliki

uus, pahng sedikit meliputi:
a} struktur orgamsasu

- b) aktivitas utama;

c) _teknologi informasi;

d) jenis produk dan jasa yang. ditawar-
kan, termasuk penyaiuran kredit ke-

pada debitur Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM);

e) tingkat suku bunga penghlmpunan
dan penyedlaan dana;
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~ f) perkembangan perekonomian dan If

target pasar;

9} jaringan "kerja dan. mitra usaha d:

dalam dan/atau di luar negeri;
h} jumlah jenls dan IokaS| kantor;
i) kepemllllgan Dlrek5|, Dewan Komisa-
' ris, dan pemegang saham dalam ke-
lompok usaha Bank; S

j} perubahan-perubahan penting yang.

ferjadi pada Bank dan kelompok
usaha Bank dalam tahun yang ber-
S sangkutan :
k) hal-hal penting yang dlperklrakan ter-
' jadi pada masa mendatang; dan
) sumber daya manusia meliputi jum-
lah,  tingkat pendidikan, pelatihan,

—

dan pengembangan sumber daya .

: manusia.
b. Laporan Keuangan Tahunan
1) Laporan keuangan individual,
atas: :
a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

b} Laporan Laba Rugi dan Penghasﬂan_ |

Komprehensnf Lain;
c) Laporan Perubahan Ekuutas,
d} Laporan Arus Kas, dan
: e) Catatan atas Laporan Keuangan

termasuk informasi mengenai. komlt-.

, men dan kontinjensi.

2) Laporan keuangan konsolidasian bagi
Bank yang memiliki Entitas Anak, pal-
ing sedikit terdiri atas:

a) Laporan. Posijsi Keuangah (Neraca)'

b) Laporan Laba Rugi dan Penghasﬂan
Komprehensif Lain;

¢} Laporan Perubahan Ekuitas; dan

d) Laporan Komitmen dan Kontinjensi.

-3} Laporan-keuangah_ bagi Bank yang meru-
pakan-bagian dari kelompok usaha. -

terdiri 1

a) Bank yang merupakan  bagian dari

_ kelompok usaha menambahkan. in-

formasi mengenai: : :

- {1} Laporan Keuangan Konsolida-
sian Entitas Induk yang meliputi
Laporan Keuangan seluruh entitas
dalam kelompok usaha d| bidang
keuangan atau

. (2} Laporan Keuangan Konsolida-

sian Entitas.lnd.uk yang meliputi'
Laporan Keuangan seluruh entitas
dalam kelompok usaha di bidang
keuangan dan non keuangan.
' b) Laporan keuangan sebagaimana di-
maksud pada huruf a) pallng sedikit
- terdiri atas:

(1)Laporan Posisi Keuangan (Nera--

cal;

(2) Laporan Laba Rugl dan PenghaSI-'

lan Komprehensif Lain;
{3} Laporan Perubahan Ekmtas-; dan
{4) Laporan Komitmen dan Kontinjen-
o si o ‘
¢. Informasi kinerja keuangan, terdiri atas:
1) Perhitungan Kewajiban
Modal Minimum (KPMM);
'2) Jumlah dan kualitas aset produktif ser-

* ta Cadangan Kerugian Penurunan Nitai .
{CKPN) yang paling sedikit membenkan

_mformas,'l pengelompokan:

a) Instrumen keuangan;

b} Penyediaan dana kepada plhak ter-
kait; -

c} Kredit kepada debltur Usaha Mikro, .

Kecil, dan Menengah {UMKM);
- d) Kredit yang memerlukan perhatian
© khusus ({antara lain kredit yang dir-
estrukturisasi dan kredit properti);
"~ dan , |
e) Penyisihan Penghapusan Aset (PPA)
yang waijib dibentuk berdasarkan in-
strumen keuangan.
3) Rasio keuangan, paling sedikit meliputi:

a) Rasio Kewajlban Pemenuhan Modal

Minimum (KPMM); .

b} Return on Asset (ROA);

¢) Return on Equity (ROE);

d} Beban Operasional terhadap
Pendapatan Operasional (BOPO); -

e) Persentase Pel_anggaran dan Pelam-
pauan Batas- Maksimum Pemberian
Kredit (BMPK); dan

f) Rasio Posisi Devisi Neto (PDN}. -

‘ 1 4) Transaksi Spot dan Transaksi Derivatif.
‘'d. Pengungkapan permodalan dan prakiek

manajemen risiko. yang diterapkan Bank,
paling sedikit meliputi uraian jenis risiko

- Business News B762/7-10-2015
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dan potensi. keruglan yang dihadapi Bank

- memperhatikan hal-hal:

1) Penguhgkapan permodaian serta pen- |
gungkapan eksposur risiko.dan penera-
pan manajemen risiko bertujuénruntuk A
meningkatkan transparansi kepada
masyarakat dengan pemenuhan per-
syaratan minimum sehingga masyara- |
kat dapat menilai profil risiko dan kecu-
kupan permodalan Bank. ’

2) Bank harus memiliki kebuakan tertulls

" yang dlsetUJUI oleh Dlrek5| antara lain
.mengenai isi pengungkapan yang akan | -

o diIapbrkan dan pengendalian intern
dalam 'proses pengungkapan. ' i

.3) Pengungkapan perimodalan dan praktek
manajemen risiko, terdiri atas:

paling

a) Pengungkapan Permodalan,
sedikit meliputi: _
i. Pengungkapan kualitatif, antara

. lain memuat informasi tentang: -
(a) struktur permodalan = yang |
memuat penjelasan mengenai .
instrumen modal .yang diter-
bitkan oleh Bank antara lain:
karakteristik, jahgka waktu
instrumen, fitur opsi beli, fitur
step-up, tingkat imbal hasil,
dan peringkat (apabila terse-
dia); dan 4
{b} kecukupan perrﬁodéian yang | .
berisi penjelasan mengenai |
-pendek"atan ‘yang digunakan
Bank dalam menilai -kecuku-
pan.modal untuk. mendukung
aktivitas yang dilakukan, baik
saat ini maupun .yang akan
datang. '
Pengungkapan kuantltatlf menge- .
‘nai struktur permodalan Bank.
b) 'Pengungkapan Eksposur Risiko dan
' Pénerapan Manajemen Risiko, paling |
Sedlklt meliputi: o
-Rengungkapan. mengena: penera-
_pan Manajemen Risiko Bank se-
cara umum, yang meliputi infor-
masi mengenai:
{a} pengawasan aktif DlrekS| dan

Business News 8?62;’ 7-10-2015

()
)

iil.

-{b}

{c)

Dewan Komisaris;

kecukupan kebijakan, prose-
dur, dan penetapan limit; '
kecukupan 'prolses' identifika-
si, pengukuran, pemantauan,

~ dan pengendalian risiko, serta

(d)

“Sistem- Informasi Manajemen

Risiko; dan _
sistem pengendalian
yang menyeluruh.

. Pengungkapan mengenai ekspo-

sur risiko dan penerapan Manaje-
men Risiko Bank secara khusus,
yang terdiri dari:

(a)
(b}

fe)

{d)
{e)

(h}

Risiko Kredit;

Risiko Pasa—r;‘ :
Risiko Operasional;
Risiko Likuiditas;
Risiko Hukum; -
Risiko.Stratejik;

Risiko Kepatuhan; dan
Risiko Reputam

Pengungkapan Risiko Kredit seb-
agaimana dimaksud dalam butir ii
{a), meliputi:

{a)

Pengungkapan umum,- terdlrl

~ dari;

'i) ' Pengungkapan kualitatif,

antara lain:

{i) |nf0rma5|
. penerapan
men  risiko
Risiko  Kredit,
masuk .
-‘manajerhen
Kredit, strategi
manajemen Risiko
Kredit untuk aktivitas
~yang memiliki eks-
posur Risiko Kredit

' mengenai
manaje-

t_er-

yvang .signifikan, Ke- |
"bijakan pengeloiaan @ -

_risiko - konsentrasi
kredit, serta me-
kanisme pengukuran
dan  pengendalian
Risiko Kredit;

(i) - definisi tagihan yang

oy

intern

‘untuk -

"organisasi, .
Risiko
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telah jatuh tempo |
dan tagihan vyang :

H
¥
i
§' -
H
&

mengalami’ - penu-
runan nilai {impair-
ment); dan

(i} penjelasan mengenai
pendekatan yang di- i’
gunakan untuk pem-
bentukan Cadangan
Kerugian Penurunan
Nitai  (CKPN} indi- |
4 : vidual dan ' kolektif, |
C serta metode statis-
tik yang digunakan ’
. o " dalam - perhitungan
' h ' ~ Cadangan Keru-
gian Penurunan Nilai © -
(CKPNJ). o
il Pengungkapan kuantita-
tif, meliputi: ' P
- {i} Pengungkapan Tagi-
han Bersih Berdasar- |
- kan Wilayah; o
{if Pengungkapan Tagi-
‘ han Bersih Berdasar-
kan Sisa ‘Jangka
Waktu Kontrak; j
(i) Pengungkapan Tagi-
" . han Bersih Berdasar-
kan Sektor Ekononii ;
{iv) Pengungkapan Tagi- -
_-han dan . Pencadan-
C ~ gan'  Berdasarkan |
i  Wilayah; -
(v} Pengungkapan Tagi-
 han dan Pencadan- |
. gan Berdasarkan
Sektor Ekonomi; dan
{vi) Pengungkapan Rincian
'Mutasi Cadangan Keru-
gian Penurunan Nilai
g . (CKPN).
{b) Pengungkapan Risiko Kredit -
‘ déngan Pendekatan Standar,
terdiri dari: ' :
i} Pengungkapan kualitatif, |
meliputi: o :
() informasi mengenai '

S
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kebij'lakan, . penggu- |

" naan peringkat dalam |

perhitungan  Aset
Tertimbang Menurut

. .Risiko {ATMR) untuk L

S )

(i)

Risiko Kredit; ,
kategori portqfolid%
yang menggunakan
per-ingkat; o

lembaga pemering-

~ kat yang digunakan;

{fV-)

dan

pengungkapan Risiko
Kredit pihak lawan
{counterparty credit
risk), termasuk jenis-
instrumen  mitigasi

yvang laZzim diterima

atau diserahkan oleh -
Bank.

ii) Pengungkapan kuantita-
- tif, meliputi:

i)

Pengungkapan Tagﬁ

_han Bersih Berdasar-

kan Kategori Por-

" tofolio dan Skala-

{ii)

{c) Pengung

Peringkat; dan
Pengungkapan Risiko

Kredit Pihak Lawan

{Counterparty Credit |
Risk}.

kapan Mitigasi Risiko |

Kredit dengan menggunakan |
Pendekatan Standar, terdiri

dari:

i) .Pengungka'pan "kualitatif, .
meliputi: T
fi) informasi .mengenai

iy

{iii)

kebijakan Bank untuk
jenis agunan utama |
yang diterima;
kebijakan, prosedur,
dan proses untuk
menilai dan menge-
jola agunan;
pihak-pihak - utama
pemberi jaminan
atau garansi dan ke-
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(iv)

layakan. kredit (cred-

itworthiness) _ dari -

pihak-pihak tersebut;
dan .
informasi - tingkat

konsentrasi yang dit--

imbulkan " dari -peng-

gunaan teknik miti- :

gasi Risiko Kredit.

ii} ~ Pengungkapan kuantita-
tif, meliputi: -

{i}

Pengungkapan Tagi-

han Bersih Berdasar-
- kan Bobot Risiko

setelah  Memper-

. hitungkan Dam-

pak Mitigasi Risiko

- Kredit; dan

{ii)

i

Pe'ngungkapan - Tagi-

han  Bersih  dan -
Teknik © . Mitigasi

Risiko Kredit.

{d) Penguhgkapan ~ Sekuritisasi
-Aset, yang terdiri dari: -

= i) Pengungkapan kualitatif,

‘ antara lain: '

i)

pengungkapap

‘umum_ . manajemen
- risiko, meliputi hal-

hal seperti ' tujuan
Bank melakukan ak-

tivitas  sekuritisasi
aset, efektivitas ak- |
tivitas  sekuritisasi

aset yang dilakukan
untuk memindahkan

‘Risiko  Kredit dari

Bank. ke, pihak " lain
atas. transaksi yang
menjadi  underlying
'akt.ivi,tas sekuritisasi
aset, fungsi yang di-

.jatankan Bank dalam
- aktivitas sekuritisasi
" aset, dan  penjela- '
san mengenai keter- .

5

libatan Bank dalam -

setiap fungsi;
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(il ringkasan . kebijakan |
~° akuntansi untuk ak-

tivitas - sekuritisasi
aset, antara lain tran-
saksi yang diperiaku-
kan sebagai penjua-

lan atau pendanaan,

pengakuan keun-
tungan  dari aktivi-

" tas sekuritisasi, dan
asumsi yang- digu-

nakan -untuk menilai
ada tidaknya keterli-
b'atan_‘ berkelanjutan
dari aktivitas seku-
ritisasi, ©  termasuk
perubahan dari peri-

ode sebelumnya dan

dampak dari peruba-

- han tersebut; dan
- {iii) nama . lembaga
© . pemeringkat = vang
digunakan dalam ak-
tivitas sekuritisasi
" aset dan eksposur

_sekuritisasi aset yang .
diperingkat oleh lem- | -
baga pemeringkat di-

maksud.
ii) Pengungkapan kuantita-
tif, meliputi:

{i) Penguh‘gkapan Tran-

saksi  Sekuritisasi:
, - dan . 7
- (i} Ringkasan Aktivitas

. Transaksi  Sekuriti-
sasi dalam hal Bank |

Bertindak sebagai
Kreditur Asal.

{e} Penguhgkapan kuantitatif Per- -

hitungan ATMR Risiko Kredit
dengan Pendekatan Standar.

iv. Pengungkapan Risiko Pasar seb- | -

agaimana dimaksud dalam butir ii
“(b}, meliputi: . o
{a) . Perhitungan Risiko Pasar den-

. gan me_nggunakan Metode |

Standar,” antara lain terdiri
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atas:

i)

" antara lain: -
(i) mformasn mengenai

" {iii) langkah-langkah dan

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

Pengungkapan kualitatif,

penerapan " manaje-
men risiko termasuk
organisasi manaje-
men Risiko Pasar;
pengelolaan portofo-
lio trading book dan !
bank:ng book serta
metodologi - valuasi
vang digunakan; dan

“mekanisme  pengu-

_kuran . Risiko Pasar
untuk -~ keperluan |
pemantauan ~risik'o"
secara periodik mau--
_ pun untuk perhitun-

‘gan kecukupan mod-
al, baik pada banking

" book maupun tradmg :
book.’

{i) portofolioc ~ trading

"~ book dan banking

‘book yang diperhi-
tungkan dalam " Ke-

- . wajiban Penyediaan-
Modal  Minimum
‘(KP.MM);'dan ‘

rencana dalam meéen-
gantisipasi - Risiko
Pasar atas transaksi i
. mata uang asing baik
_‘karena perubahan
kurs maupun fluk-
tuasi suku bunga,
termasuk ‘penjelasan
‘mengenai semua pe-- |-
nyediaan. dana dan
" ikatan tanpa proteksi
atau lindung __nilai,
. serta utang - yang
-'suku bunganya ber-
fluktuasi - atau yang °
* tidak ditentukan ter-
~lebih dahulu. -
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i) Pengungkapan  kuanti-
tatif .yang paling sedikit
‘ ‘mencakup pengungkapan
Risiko Pasar menggunak-

an Metode Standar.

(b) Perhltungan Risiko Pasar den-
gan menggunakan Model In-
ternal, yang terdiri atas:

i) Péngungkapan kualitatif,
~ antara lain:

{i}

informasi mengenai
penerapan .- mandje-

men risiko, termasuk

organisasi  manaje-
men Risiko Pasar;
pengelolaan portofo-

lio trading book serta

metodologi  valuasi

© yang digunakan; dan

mekanisme penguku- |
ran Risiko Pasar un-
tuk keperluan peman-
tauan risiko secara

~ periodik maupun un-
" tuk perhitungan ke-
~ cukupan modal pada

(i)

trading book.
portofolio . yang ter-
cakup dalam Model
internal  dan kebi-

- jakan wvaluasi yang

= j‘(iii) :

digunakan . ‘untuk
menghitung ~ posisi
dalam trading book;

untuk setiap porto-

folio yang dicakup
oleh ‘Model  Internal

_ diUn,gképkan ;.karak--

teristik quel yang
digunakan, deskripsi

-stress testing yang

- digunakan terha-

dap portofolio dan
deskripsi' pendekatan
vang digunakan. un-

.tuk backtesting/vali-

- dasi terhadap akurasi
- dan konsistensi Mod-
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" el Internal dan proses |
pengembangan mod-
| .el; e
" {iv) portofolio ' - yang |
menggunakan Model
Internal "yang telah |
 disetujui oleh Otori- |
tas Jasa Keuangan;
" dari o
tv) jumlah frekuensi pe-
‘ nyimpangan - antara '
Value at Risk (VaR)
‘dan_ kerugian aktual
selama periode' lapo--
c o ran. o
" i} 'Pengungkapan - kuan-
© titatif, yang paling  se-
- dikit "-meliputi - pengung-
- kapan  Risiko - Pasar |
. dengan ©  menggunakan |
Model Internal (Value at .
| ~ Risk/VAR]. -
" v. Pengungkapan Risiko Operasional
- sebagaimana dimaksud dal,arh bu- :
i i (c), meliputi: . '
" (a) Pengungkapan kualitatif, 'me-
" liputi  informasi mengenai‘
penerapan manajemen r.isikor
untuk Risiko Operasional, ter- |
© masuk: o '
i drganisasi manajemen.
_ Risiko Operasional;
iy mekahisme yang dlgu—'
" nakan Bank untuk mengi-
dentifikasi dan mengukur
_ Risiko Operasional; dan
iii) ' mekanisme untuk memiti- _
gasi Risiko Operasional.-
(b) Pengungkapan ‘ kuantltanf -
mengenai Risiko Operasmnal

sebagalmana dimaksud dalam bu-"

~ tir ii {d), meliputi: ' '

{a) Pengungkapan'kualitétif,. ‘me- |
liputi  informasi. ~ mengenai
penerapan manajemen risiko
untuk Risiko Likuiditas, terma-

. suk: ' SRR
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. Vi,

i} organisasi  manajemen
~ Risiko Likuiditas;
ii) ~indikator peringatan dini
permasalahan . likuiditas;
5 .-d'anl . |
ii)” mekanisme pengukuran
“dan pengendallan RlSlko
. -Likuiditas.
(b} Pengungkapan - kuantitatif
mengenai Risiko Likuiditas,

yang paling kurang -mencak-

up: ‘ _ :
i) engungkapan Profil Ma-
tuntas Rupiah; dan

- i) Pengungkapan Profll Ma-

" turitas Valas.,
Pengungkapan Risiko. Hukum

‘sebagaimana = dimaksud dalam

' putir i (e), yang berisi pengung-

kapan_kualitatif mengenai pener- .
~ apan manajemen. risiko  untuk

Rlstko Hukam, antara lain:,

(a) organisasi- ‘manajemen Fhsnko

Hukum dan _
{(b) mekanisme péngéndalian
Risiko Hukurn.

.‘Pengungkapan Risiko Stratejlk se-

bagaimana dlmaksud dalam butir

i (), yang mengungképkén'infor—

masi kualltatlf mengenal pener-
‘apan manajemen risiko untuk

Risiko Stratejik, antara lain:’

-{a) ,organisasi manajemen Risiko

{c) mekanisme untuk mengukur |-

* Stratejik;

{b) _kebiiakan-:yang ‘rnemungkink_— '
an Bank “untuk dapat men-.

gidentifikasi ' dan - merespon
perubahan lingkungan bisnis,

baik eksternal maupun mter— [

nal; dan
kemajuan yang dicapai dari

kan.

. Pengungkapan Risiko Kepatuhan

_sebagaimana dimaksud dalam
_butir ii (g), yang: mengungkap-

‘kan informasi. kualitatif mengenai

rencana bisnis yang ditetap-

3.
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- penerapan manajemen r|3|ko un-

tuk RlSlko Kepatuhan antara lain:

. (b)

. P‘engungkapan

{a) orgamsaS| manajemen Risiko

: Kepatuhan;
strategi manajemen -
dan efektivitas’ penerapan

manajemen risiko untuk Risiko -

. Kepatuhan, terutama dalam
‘rangka memastikan penyusu-
nan kebijakan dan prosedur
‘telah sesuai- dengan standar
yang berlaku secara umum,
- ketentuan, dan/atau  per-
'atUr_an perUndangQUndangan

. yang berlakd; dan -

{c} mekanisme pemantaﬁan dan
pengendallan Rlsrko Kepatu—
. han.

sebagaimana dimaksud dalam

butir ii (h), yang meéngungkap- | -
kan informasi kualitatif mengenai |
penerapan ma_najemen risiko’ un- -

tuk Risiko Re‘putasi antara lain:

.7

€. Pengungkapan khusus bagi -

{a) organisasi manajemen Risiko -
termasuk pelaksa-

Reputa3|
~ naan manaje!me_n ‘risiko untuk

Risiko Reputasi oleh unit-unit

terkait (Corpbrate Secretary,
'Humas, dan unit. biSI"IIS ter-
kait); '
{b} kebu_akari

.dan mekanisme

dalam rangka meningkatkan |

kualitas pelayanan 'kepad_a na-
* sabah dan pemangku. kepent-
ingan. - {stakeholder)

.- Reputasi; dan
{c) pengelolaan Risiko Reputasn
" pada saat krisis.

“merupakan baglan dan suatu kelompok
“usaha dan/atau memiliki Entltas Anak, pal-

ing sedikit terdiri d_arl. informasi sebagai

o berlkut

1) Struktur kelompok usaha Bank pailng'

" sedikit terdiri atas:

a) struktur kelompok usaha Bank yang'

risiko ¢

Risiko' _ Repuitas*l'

lainnya |
untuk mengendalikan- Risiko

bank yang |-

. PENGUMUMAN /PERATU RAN PEMERINTAH E

‘b

L

Qo]

~e

a)

L

¢

‘ - b)

c)

i
i
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i, transaksi

. lii. pengelolaan

' Vi. pembehan

dusapkan mulai’ dari Bank, Entltasl" '

Anak, Perusahaan Terelasi, Entitas |

" Induk di bidang keuangan, dan/atau
~ Entitas Induk‘éa'mpai dengan peme-

gang saham pengendah terakhir (ultl— .
mate shareholder); Lo
struktur keterkaitan kepengurusan
dalam kelompok usaha Bank; dan |

'pemegang saham yang bertindak

atas nama pemegang s_aham lain
(shareholders acting in concert).
Pengertian pemegang saham .yang

" bertindak atas nama peimegang sa-

ham 'lain adalah pemegang saham

. perorangan atau entitas yang memi-

liki tujuan bersama yaltu mengenda-

likan" Bank, berdasarkan atau tidak
" berdasarkan suatu pefjanjian.
2) Transaks: antara Bank dengan . Pihak-
‘Pihak -Berelasi dalam kelompok usaha |
* “Bank, memperhatikan hal- -hal: :

informasi transaksi dengan Pihak-
Pihak' Berelasi disajikan baik yang’
dilakukan Bank maupun yang dilaku-
kan oleh setiap entitas di- dalam ke-
Iompok usaha Bank yang. bergerak di

" bidang keuangan;-

Plhak-Plhak Berelasi adalah pihak—pi'- ‘
. hak sebagalmana diatur dalam stan-
dar akuntansi keuangan;

jenis transak3| dengan Pitiak- Plhak
Berelast, antara lain:

“i. “kepemilikan s:lang {cross share-

holdlng}, .

‘dari suatu kelornpo_k
‘usaha’ yang ‘bertindak untuk ‘ke-
pentingan kelompok usaha yang
lain; :
‘ Iikuiditas jangka
- pendek dalam_kelbrnpok usaha;

iv. penyediaan dana yang diberikan

atau diterima “oleh entitas lain
.dalam satu kelompok usaha; ‘
v. eksposur kepada pemegang sa-
“ham mayoritas antara lain dalam
bentuk pinjaman, komitmen dan
-kontlnjensu dan

penjualan dan/atau

1
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f.

- 8.

4

.»5

Penyewaan aset dengan entitas

lain dalam suatu kelompok usaha, i

“termasuk yang dilakukan dengan
repurchase agreement

3) Transaksi- dengan: Pihak-Pihak Berelasa;

yang dilakukan oleh setlap entitas-dalam

. kelompok-usaha Bank yang bergerak di

bldang keuangan;
Penyediaan .dana,

—

~ derigan itu dari setiap entitas yang bera-

da dalam satu kelompok usaha dengan !
‘Bank kepada debitur dan/atau pihak-pi- |

hak yang telah memperoleh penyediaan
' dana dari Bank; dan '
‘ Pangungkapan mengenal
lan, jenis risiko, potensi kerugian dan
‘manajemen risiko sebagaimana dimak-
sud dalam huruf d secara konsolidasi.

—

Pengungkapan lain sesuai standar akun-
tansi keuangan, apabila. belum tercakup .

dalam huruf a sampai dengan huruf e.
Opini dari Akuntan Publik '
"~ Opini ‘d‘an Akuntan Publlk antara
memuat pendapat atas laporan keuangan
tahunan sebagalmana dlmaksud dalam
huruf b. : ‘ :

-3. Bank dalam menyusun ‘Laporan Publikasi Ta-
hunan'mengacu ‘pada Pedoman Penyusunan
Laporan Publikasi Bank Umum Konvensmnal
LapOran Publikasi Tahunan {Laporan Tahunan)

“yang merupakan bagian tidak terplsahkan dari N

. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Laporan tertentu yang disampaikan- kepada
Otoritas Jasa Keuangan secara tahunan
" Bank yang ,merupalgan bagian dari suatu ke-
* lompok usaha dan/atau. Bank.yang meniliki
Entitas Anak menyampalkan kepada Otorltas
Jasa Keuangan laporan tertentu mengenai

a.

o Iaporan tahunan entltas yang meiakukan'

Laporan tahunan Entitas Induk yang meli-

puti seluruh entitas dalam kelompok usaha

-di bldang keuangan atau Iaporan tahunan :

Entitas Induk yang mellputl ‘seluruh entitas
datam kelompok usaha di bldang keuangan
dan non keuangan; -

sung yang mem|I|k| saham mayontas atau

lain -

komit'nﬁen' maupun - -
fasilitas lain yang dapat dipersamakan

'perqua_- 4

. ‘Laporan tahunan Pemegang. Saham lang- |

C.
d.

Pengendallan Iangsung kepada Bank
Laporan tahunan Entitas Anak; dan
Laporan-tahunan kantor pusat, bagi kan-
tor cabang dari Bank yang berkedudukan
di luar negert

V. PENGUMUMAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Dalam hal Bank mengalami gangguan teknis
atau terjadi keadaan memaksa (force majeur)
pada batas akhir .waktu pengumuman pada
Situs Web Bank, Bank n'ﬁenyampaikan surat

"‘pembentahuan 'secara tertulis disertai bukti
dan dokumen pendukung dan- dltandatanganl

© oleh Pejabat yang berwenang serta dlsam-‘
_paikan pada hari yang sama dengan saat ter- .
jadinya gangguan teknls kepada QOtoritas Jasa‘

" .- Keuangan-dengan alamat;

oA

Departemen Pe_ngawasan Bank, JI. M.H.

“Thamrin No.2 Jakarta 10350, sesuai de-

partemen yang mengawasi Bank yang

“bersangkutan, 'bagi Bank yang berkantor

pusat atau Kantor Cabang dari bank yang

) berkedudukan di luar negeri yang berada di
wilayah kerja kantor pusat Otor:tas Jasa-
Keuangan; atau o

. 'Kantor Otoritas Jasa Keuangan atau Kan- -

~‘tor Regional setempat bagi Bank yang ber-

2. Bukti pengumuman Laporan Pyblikasi Triwu-

kantor pusat di luar wilayah kerja- kantor
pusat Otoritas Jasa Keuangan. '

‘lanan pada surat kabar berupa guntingan su-

- rat kabar atau fotokopinya, Laporan Publikasi

© Tahunan, dan Iaporan tertentu dalam pub-

likasi triwulanan maupun tahunan disampai- .
kan kepada Otorltas Jasa. Keuangan dengan

“alamat: .

. wilayah kerja kantor pusat Otontas Jasa |

Departemen Pengawasan Bank JI
" Thamrin No.2‘ Jakarta 10350, sesuai de-

a.

partemen yang mengawasi- Bank vyang
bérsangkutan, bagi Bank yang berkantor
pusat atau Kantor Cabang dari bank yang
berkedudukan di luar negeri yang berada di

Keuangan atau

. Kantar Otoritas Jasa Keuangan atau Kan-

" tor Regional setempat bagi Bank yang ber-

Business News 8?62!? 19-2015 '

_kantor pusat di luar wilayah kerja kantor

pusat Otoritas Jasa Keuangan.

M.H.

B
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VI. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otorltas Jasa Keuan-‘_,

gan ini mulai berlaku:

1. Surat Edaran Bank Indonesua Nomor 3/30/ .

DPNP tanggal 14 Desember 2001 sebagaima-
‘na telah beberapa kali diubah terakhir dengan

‘Surat Edaran Bank Indonesia Nomor- 13/30/
DPNP tanggal 16 Desember 2011 perihal

‘Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank In-

donesia Nomor 3/30/DPNP perihal Laporan |

‘Keuangan. Pubhkam anulanan dan Bulanan'
Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Dls-
ampaikan kepada Bank Indonesia; dan

2. Surat Edaran Bank Indonesia Norrior 14!35/_ o

DPNP- tanggal 10 Desember 2012 perihal
Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan

_Tahunan Tertentu yang Dlsampalkan kepada § |

. Bank Indonesia; . ;
dicabut dan dmyatakan tidak berlaku

Surat Edaran Otontas Jasa Keuangan ini mu-

Nai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setlap orang mengetahumya, memer-
_mtahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan Aini dengan penempatannya dalam Berita

‘ Negara Repubhk indone5|a

Dltetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Aprll 2015 _
" KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,
S T,
" NELSON TAMPUBO_LON ‘

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
' TAHUN 2015 NOMOR 32

Catatan Redaksi : .
- Karena alasan teknls, Lamplran tidak dtmuat

'|BN)‘

_SITUS WEB EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

{Peraturan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 8/POJK 04/2015 tanggai 25 Juni 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Memmbang

a. bahwa dalam rangka memngkatkan transparansr

sekaligus meningkatkan akses pemegang saham
"serta pemangku. kepentingan lainnya- atas infor-
masi Emiten atau Perusahaan Publik yang aktual
. . dan terkini sebagai penerapan prinsip tata kelola
perusahaan yang baik oleh Emiten atau Perusa-

- haan Publik, transparansi melalui keterbukaan in- ;-
formasi oleh Emiten atau Perusahaan Publik’ perlu '
dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan ‘

teknologl

b. bahwa berdaéarkan pertlmbangan sebagalmana'
. dimaksud’ dalam huruf a, perlu menetapkan Per-

" aturan Otoritas Jasa Keuangan tentang. Sltus
Web Emlten atau Perusahaan Publik;

Melnginat I

i

§

1. 'Undang-Undang'Nomor 8 Tahun 1995 tentang
~ Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

| 2. ‘Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2011 tentang !

Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Re- |
_publik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tam- |
_bahan Lembaran Negara Republlk Indonesia No-
. mor 5253) ' ‘

MEMUTUS'KANE_ o

'Menetapkan

. PERATURAN’ OTORlTAS JASA KEUANGAN TEN-'
TANG SITUS WEB EMlTEN ATAU PERUSAHAAN
PUBLIK

BAB | o
'KETENTUAN UMUM
‘Pasal 1

Business News 8762/ 7.10-2015
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Dalam Peraturan. Otoritas Jasa Keuangan ini,
yang dlmaksud dengan Situs Web adalah kumpulan
halaman web yang memuat informasi atau data yang
1 dapat diakses mela'lui suatu sistem jaringah-internet.’

Pasal 2
Emiten atau Perusahaan Publik Wajlb mem|||k|
Situs Web

Pasal 3
{1) Sltus Web Emiten atau Peruaahaan Pubhk harus

~dibuat dengan memperhatlkan peraturan perun--

dang- undangan
A2)
harus méemiliki alamat Sptus Web yang mencer-
minkan identitas Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 4 . _
Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik wajib
menyajikan informasi dalam Bahasa Indonesia

{1)

" dah bahasa asing, dengan ketentuan bahasa as--

ing yang dlgunakan pafing kurang bahasa Inggris.
Informasi yang disajikan dalam bahasa asing seb-
agaimana d:maksud pada ayat (1 waub memuat
|nformaS| yang sama dengan mforma5| yang disa-
Jikan dalam Bahasa Indonesia.

(2}.

{3)

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), informasi yang digunakan sebagai acuan

: adalah informasi 'yang disajikan dalam Bahasa |

Indonesm )
BAB 1
INFORMASI YANG DIMUAT DALAM SITUS WEB
' Pasal 5

(1} Situs Web wajib memuat informasi mengenai

Erhi_ten atau Perusahaan Publik yang terbuka un- '

tuk umim, aktual, da_m terkini. .

(2_} Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

waijib:

a. dlsajlkan dengan benar dan tldak menyesat—.

kan mengenai keadaan Emiten- atau Perusa-

haan Publik; . ‘
.b. disajikan secara ]eias sehmgga mudah dlpa-
hami; dan :

c. dapat dlakses setlap saat oleh semua plhak

Situs Web sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)"

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atas |’
informasi yang disajikan dalam bahasa asing
dengan informasi yang disajikan dalam Bahasa

Pasal 6 ‘ :
Informasi yang wajib dimuat dalam Situs Web
Emiten. atau Perusahaan Publik sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 5 paling kurang meliputi: '

a.  informasi umum Emiten atau Perusahaan Publlk -

-informasi bagi pemodal atau investor;

b.
_¢. informasi tata kelola perusahaan dan
d. - informasi tanggung jawab sosial perusahaan.‘ o

Rl

- Pasal 7

Anformasi umum Emiten atau Perusahaan Pub-_‘
lik sebagaimana damaksud dalam Pasal 6 huruf a pal—

lng kurang memuat;

a. nama, alamat dan kontak kantor pusat danlatau.

kantor perwaknlan Emiten atau Perusahaan Pubhk
. dan alamat pabrik {jika ada) yang paling kurang
. _meliputi nomor telepon, nomor faksimile, dan al-
‘amat surat elektronik yang gapat dihubungi; o
b. riwayat singkat Emiten atau.Pefusahaan Rublik;

G. “struktur 'organisasi Emiten' atau Perusahaan Pub-

lik;

d. struktur kepemilikan Emlten atau Perusahaan
Publik, meliputi:
1. uraian' tentang nama pemegang saham dan

' persentase kepemilikannya setlap akhir bulan; -
2. informasi mengenai pemegang saham utama
dan pengendail Emiten atau Perusahaan Pub-

" lik, baik langsung' maupun tidak ‘langsung,
sampai kepada pemilik individu, yang disaji-
kan dalam bentuk skema atau diagram; dan

3. nama entltas anak, perusahaan asosiasi, -peru-

"sahaanh ventura bersama dimana Emiten atau
Perusahaan Publik memiliki pengendalian ber-
sama entitas, beserta persentase kepemilikan

saham, bidang usaha, dan status operasi pe-

i

-rusahaan tersebut (jika ada);

e. -struktur grup Emiten atau Perusahaan Pubhk‘

‘dalam bentuk bagan yang pallng kurang meinputl
perusahaan dalam grup Emiten atau Perusahaan
Publik yang berada dalam pengawasan Otoritas
Jasa Keuangan;

f. -profll Direksi, Dewan KOmisaris komite, dan Sek-
retaris Perusahaan pallng kurang mellputl

foto :

.. ‘’nama; :

riwayat jabatan, termasuk rangkap jabatan

riwayat pendidikan; dan ‘

5. hubungan Afiliasi anggota Direksi dan ang-

PON =G
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h. dokumen Anggaran Dagar.
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gota Dewan Komisaris dengan anggota Di- ;
reksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lain- b

nya, serta pemegang saham (jika ada);

g. nama dan alamat: ‘ {
' 1. Akuntan Publik yang mengaudit
‘keuangan Emiten atau - Perusahaan Publik

dalam tahun berjalan; = S y

2. Pemerlngkat Efek (jlka ada);
3.-Wali Amanat (jika ada); dan/atau
4. Biro Administrasi Efek (jika ada); dan

: Pasal 8 ‘
InformaSt bagi pemodal atau mvestor seb- -
agaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling |

kurang memuat: - : : 9
a. Prospektus Penawaran Umum;

b. laporan tahunan, untuk penode 5 {lima) tahun .
" buku terakhir; dan
c. |nformaS| keuangan, paling kurang mellputl
1." laporan keuangan ‘tahunan, untuk perlode 5
(lima) tahun buku terakhir;
. 2. laporan keuangan tengah tahunan, untuk peri-
" ode 5 (lima) tahun buku terakhir; dan

3. ikhtisar data keuangan penting, dalam bentuk

perbandlngan untuk 5 {lima} tahun buku tera-
khir yang paling kurang memuat . ‘ =
"a} pendapatan; o '

. b} laba bruto; ' : T

¢} laba (rugi); :

~d) jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk dan kepentm—
gan non pengendali;

e) total laba {rugi) komprehensif;

' f) jumlah laba (rugi} komprehensif yang dapat
dlatribu3|kan kepada pemilik entitas mduk
dan kepentingan non pengendall,

gl laba {rugi) per saham

h} jumlah aset;

i) jumlah fiabilitas;

j) jumlah ekuitas;

-k} rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;
1) ‘rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;

m) rasio laba (rugi) terhadap pendapatan;
n) rasio lancar;

o) rasio liabilitas terhadap ekuntas,.

p} rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan ! h

g) informasi dan rasio keuangan lainnya yang !

laporan -

9>.°1‘.J=}w

relevan dengan perusahaan dan jenIS in--
‘dustrinya; -
informasi Rapat Umum Pemegang Saham pallng
kurang meliputi: ‘
1. pengumuman dan, pemanggilan;

* 2, bahan mata acara yang dibahas dalam Rapat'

Umum Pemegang Saham;
3. riwayat hidup calon anggota Bireksi dan De-
wan Komisaris. apabila terdapat mata acara

pengangkatan ‘atau penggantian anggota. Di- -

reksi dan Dewan Komisaris; dan
4, rlngkasan risalah Rapat Umum Pemegang Sa-
“ ham; ‘
|nforma3| saham, pallng kurang mehputl
1. jumlah saham beredar:

2. pemecahan saham (jika ada); -
3. “penggabungan saham (jika ada); ..
~ 4. saham bonus (jika ada); dan

5. perubahan nilai nominal saham (jlka ada)
informasi obligasi’ dan/atau Sukuk paling kurang

~meliputi:

1. nilai obligasi yang belum Iunas/terhutang {out-
- standing bond) dan/atau Sukuk;

2. hasil pemerfngkata'n obligasi dan/atau Sukuk; |

3. tanggal jatuh tempo; dan -

4. tingkat buriga oblugasn dan/atau |mbal hasil
Sukuk;

lnformaSJ dlwden

informasi untuk pemodal atau investor, media,

publik, dan/atau analis (jika ada);

- informasi terkait aksi korporasi yang dilakukan

oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan tindakan
yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Emiten

_ atau Perusahaan Publik (jika.ada), meliputi:
- 1. Transaksi- Afiliasi’ dan Benturan Kepentingan

Transaksi Tertentu;

Transaksi Material dan peruhahan Keglatan
Usaha Utama; ‘
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha,
Pengambilahhan Perusahaan Terbuka;

Kuasi Reorganusasu,

Pembelian kemball saham yang d:keluarkan
oleh Emiten atau Perusahaan Pubhk
Pembag|an Saham Bonus;

Pernyataan Penawaran Tender:

N

b

3. Pembelian kembali saham oleh Emiten atau

Perusahaan Publik dalam kondisi pasar yang
_ berpotensn krisis; dan

Busiess News 8762/7-10-2015
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- 10. Program kepemlhkan saham oleh anggota Di-
reksi,.

‘ pihak terkendaii; dan
" . Informasi atau Fakta Material selain yang telah di-

ungkapkan dalam Peraturan Otorltas Jasa Keuan-

gan ini.

Pasal 9

' Informasi tata kelola pe‘rusahaah sebagaima- '
na dimaksud dalam Pasal & -huruf c pa!mg kurang |

memuat: :
a. pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris;

b. pengangkatan, pemberhentian, dan/atau keko- .

songan Sekretaris Perusahaan, termasuk Sekre-
taris Perusahaan sementara, serta mformasn pen-
-.dukungnya
- Piagam Unit Audit internal
kode etik;
pedoman kerja komite:
pengangkatan dan pemberhentian anggota Ko-
mite Audit;

e a0

g. uraian prosedur Nominasi dan Remunerasi, apa-'
bila tidak dibentuk Komite Nominasi- dan Remu-' )

nerasi;
h. - kebijakan manajemen nmko

1. kebijakan mekanisme sistem pelaporan pelangga-'

ran (jika ada); -
j.  kebijakan anti korupsi (jika ada); .-

k. kebijakan terkait seleksi pemasok dan hak kredi-

tur {jika ada); dan
1. kebijakan dalam pemngkatan kemampuan vendor
(]lka ada)..

. Pasal 10

Informasi tanggung jawab sosial perusahaan, se-
bagalmana dimaksud- dalam Pasal 6 huruf d pal-
ing kurang memuat kebijakan, jenis program, dan
biaya yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusa-
haan Publik. ' :
Kebijakan, Jenls program, dan biaya sebagalmana
dimaksud pada ayat (1)- terkan; aspek:
a. lingkungan hidup; :
b. praktik ketenagakeuaan kesehatan dan kes~

‘elamatan kerja; '
c. pengembangan sosial dan kemaSyarakatan
_ dan .
od. tanggung gawab produk dan/atau Iayanan, '

(1

@

H

anggota Dewan Komisaris, dan kary- | .
awan dari Emiten atau Perusahaan Publik atau-

e i i v

maksud dalam Pasal 12 ayat (1),

(2)

3

dengan dlsertal informa5| pendukungnya

: Pasal 11
Informam yang dlmuat dalam Situs Web se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan

‘Pasal 10 wajib memuat informasi yang sama dengan

informasi yang diwajibkan dalam® masmg masmg per-

aturan terkait.

BABIIl
KETENTUAN SANKSI
Pasal 12

§'(1) Dengan tidak mengurangi’ ketentuan pldana di
Otoritas Jasa Keuangan

bldang Pasar - Modai;
berWenang mengenakan sanksi administratif ter-

had_ap setiap pihak yar_‘ng melakl_.ikan pelanggaran | '

~ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini,
_termasuk pihak-pihak yang menyebabkan ter-
jadinya pelanggaran tersébut, berLipa:
a. peringatan tertulis;
b. denda vyaitu kewapban untuk membayar se-
' jumlah uang tertentu;
pembatasa_h kegiatan usaha;
pembekUan kegiafan usaha;
pencabutan izin usaha;.
pembataian persetuluan dan _
g. pembatalan pendaftaran o
Sanksi administratif sebagmmana dimaksud pada
ayat (1) ‘huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f,
atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa
_didahului pengenaan sanksi- administratif berupa
peringatan tertulis Sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, '
Sanksi admlnlstratlf berupa denda sebagalmana
' . dimaksud pada ayat (1)‘h_uruf b dapat dikenakan
secara tersendiri atau secara bersama-sama den-
gan pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf e,
" huruf f, atau huruf g.

- e .a.oﬂ

.Pasal 13 )
Selaln sanksi administratif sebagaimana di-
Otoritas Jasa
Keuangan dapat ‘melakukan tindakan tertentu terha-
dap setiap pihak yang melakukan pelanggaran keten-
tuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 14
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Otorltas Jasa Keuangan dapat mengumum-' "UMUM

kan pengenaan sanksi admlmstratlf sebagaimana -di- |

maksud dalam Pasal 12 ayat {1).dan tindakan tertentu

sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 13 kepada ma-

syarakat

"BABIV |
KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 15

" 'Emiten atau Perusahaan Publik wajib menye- -

suaikan dengan ketentualn‘ Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini dalam jangka waktu 6 (enam} bulan se-
jak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

, BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

" Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulal

berlaku pada tanggal dlundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin- |
tahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuan- _

gan ini dengan penempatannya dalam Lemibaran Neg-
ara Republlk Indonesia. ‘

Ditetapkan di Jakarta -
pada tanggal 25 Juni. 201 5
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,
" Ttd.

MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

.o Td.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 150 -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
~ NOMOR 8/POJK.04/2015
TENTANG -

SITUS WEB EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK |

A

i
i

i
|

Undang-U'ndang Nomor 8 Tahun 1995 ten-
tang Pasar Modal mengatur mengenai keterbu-
kaan informasi .dan kewajiban pelaporan bagi

Emiten dan Perusahaan Publik. Undang-undang
‘tersebut mendefinisikan Prinsip Keterbukaan se-

bagai suatu pedoman umum yang mewajibkan
Emiten dan Perusahaan Publik atau Pihak lain
yang disebutkan agar mengungkapkan seluruh

Informasi Material mengenai usaha atau Efek-nya’
- yang d_apat berpengaruh pada keputusan pemo-.
~ dal atau investor terhadap Efek dimaksud dan/

atau harga dari Efek tersebut, kepada masyarakat

dalam waktu yang tepat

Keterbukaan merupakan transparansn mfor-

_masi yang akan lebih berguna apabila penyampai-
. annya dilakukan melalui berbagai media, Adapun
media informasi yang baik harus dapat mem- .|

berikan kesetaraan serta efektifitas waktu bagi
siapapun penggunanya dalam mengakses setiap
informasi. Perkernbangan teknologi informasi

yang semakin cepat pada saat ini memungkinkan:
setiap orang dapat mengakses informasi apapun,

kapanpun, dan dimanapun orang tersebut bera-

da. .Contoh teknologi informasi dimaksud adalah

teknologi internet.
Salah satu pemanfaatan teknologl mternet
sebagai media penyampaian informasi adalah

dengan memantaatkan Situs Web (website). Hal

ini mengingat Situs Web merupakan media. yang

~ sangat mudah diakses oleh masyarakat dengan
biaya yang tidak mahal dan merupakan media

komunikasi yang sangat efektif. Oleh karena itu,
fakta yang wajar jika pada saat ini Situs Web
Emiten atau Perusahaan. Publik telah menjadi
salah satu sumber gnfor[nam yang paling sering

digunakan_oleh pemodal atau investor khususnya

pem‘egang saham, nasabah, masyarakat, peiner-

“intah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk

memperoleh mformaSI terkait Emlten atau Peru-
sahaan-Publik. ‘ ’

Memperhatlkan .hal tersebut di atas,
Publik akan meningkatkan penerapan Prinsip
Keterbukaan sebagaimana diamanatkanh oleh Un-
dang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pas-

 &r Modal sekaligus meningkatkan pelaksanaan
tata kelola perusahaan yang baik (good corporate
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governance), sehingga- dapat lebih menumbuh-
kan kepercayaan dari pemodal atau investor khu-
sushya pemegang saham, nasabah, masyarakat,
pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya
terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.

PASAL DEMI PASAL

" Pasal 1 dan Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat {1)

Contoh peraturan perundang undangan an--

tara lain undang-undang mengenai informasi dan
transaksi elektronik dan peraturan pelaksanaan-

nya.

Ayat (2)

Identitas Efmiten atau Perusahaan Publlk men- |

|
i
L

cakup paling kurang nama Emiten atau Perusa- |
haan Publik ata(l produk yang dihasilkan oleh

Emiten atau Perusahaan Pubiik tersebut
Pasal 4 s/d Pasal 6 :
Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a ,
Cukdp jelas.:
Huruf b : ‘
leayat singkat Emlten atau Perusahaan Pub-

lik antara lain meliputi sejarah pendirian, visi dan -
‘kegiatan usaha menurut anggaran dasar.

miisi,
terakhir, dan jenis barang dan/atau jasa yang di-
hasilkan. :

‘Huruf ¢

Struktur organisasi dlsaukan dalam bentuk

~ bagan paling kurang sampai dengan 1 (satu)

tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris,
termasuk komite dan Sekretaris Perusahaan, dis-

 ertai dengan nama dan jabatan.
-Huruf d s/d Huruf h

Cukup jelas.
Pasal 8
Huruf a s/d Huruf
Cukup jelas.
Huruf g

Informa5| dividen antara lain kebijakan. dan

Pendaftaran Penawaran Umum.
Huruf h ‘

-riwayat dividen sejak efektlfnya Pernyataan °

Contoh informasi kepada pen‘iodal atau in\}es-
tor mlsalnya informasi yang disampaikan kepada !

pemodal atau investor ataupun calon pemodal

atau calon investor pada saat roadshow.

Contoh informasi kepada media dan/atau ana-
lis misalnya berupa informasi yang disahpaikan
dalam konferensi pers dan/atau lnforma5| yang
disampaikan kepada analis.

Huruf i dan Huruf j

Cukup jeias.

" Pasal 9

Hurufa = _
- Cukup jefas.

Huruf b

Informasi péndﬁkung dimaksud berupa daftar

: nwayat hidup, alasan pemberhentlan atau keko-

songan dan/atau informasi pengunduran diri Sek-
retaris Perusahaan.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Hurufd =
Kode etik dimaksud adalah kode etik Emiten
atau Perusahaan Publik yang berlaku bagi selu-

"

ruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, kary-

awan, serta organ pendukung fainnya.

Huruf e s/d Huruf h

Cukup jelas. -

Huruf i B
Mekanisme sistem pelaporan -pelanggaran

dimaksud biasa disebut dengan whistle blowing
system. - :
Huruf j s/d Huruf |
Cukup jelas.
Pasal 10

o Cukup jelas.
~ Pasal 11.

Sebagai contoh, informasi laporan tahunan
yang dimuat dalam Situs Web wajib memuat
informasi 'yang sama dengan informasi yang di-

" wajibkan dalam peraturan perundang undangan

di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai

' penyampalan laporan tahunan Emlten atau Peru-

sahaan Publik.
Pasal 12 s/d Pasal 16
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5710

{BN)
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PEDOMAN TRANSAKSI REPURCHAS'E AGREEMENT
BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN

(Peraturan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 9/POJK.04/201 5, tanggal 25 Juni 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA- KEUANGAN

Menlmbang
Bahwa dalam rangka memngkatkan efektivi-
tas pengaturan dan pengawasan transaksi repurchase

. agreement yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuan- |

gan, periu untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan tentang Pedoman Transaksi Repurchase
Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan;

Mengingat : ‘ :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang
Pasar Modal {Lembaran Negara Republik Indone-

sia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran’

Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2. ‘Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang
Surat Utang Negara (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2002 -Nomeor 110, Tamba-

han Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor.

L 4236); .
L3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Surat Berharga Syariah Negara'{Lembaran Negara
. Republik Indonesia Tahun 2008‘No=mor 70, Tam-
~ bahan Lembaran Negara Republ;k Indonesna No-
mor 4852); :
4, Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
. Otoritas Jasa Keuangar_l (Lembarah‘ Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tam-

~ bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No- |

mor 5253};
MEMUTUSKAN:

Menetap kan

1.

TE

1)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TEN-

! TANG PEDOMAN TRANSAKSI REPURCHASE AGREE-
MENT BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM
Pasat 1 :
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini |

: yang dimaksud dengan:

Transaksi Repurchase. Agreement yang selanjut-
nya disebut Transaksi Repo adalah kontrak jual

atau beli Efe_k dengan janji beli atau jual kembali | -

pédé waktu dan harga yang telah ditetapkan.

Global Master Repurchase Agreement yang se- -
lanjutnya dfsingkat‘ GMRA adalah standar perjan- !
jian Transaksi Repo yang diterbitkan oleh Interna-

-tional Capital Market Association.

Lembaga- Jasa- Keuangan adalah lembaga yang
melaksanakan kegiatan di'sektor Perbankan, Pas-
ar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga

-Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lain-

nya. sebagaimana. dimaksud dalam Undang-Un-
dang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Lembaga Penyumpanan dan Penyelesaian adalah

'Pihak yang menyelenggarakan kegiatan- Kustodi-.

an sentral bagi Bank: Kustodian, Perusahaan Efek,
dan Pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Un-
dang-Undang Republik I.ndc')nesia Nomor 8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal.

. ‘Efek adalah surat berharga, yaltu surat pengakuan |
‘.utang, surat berharga komer5|al saham, obhga&

tanda bukti utang, Uhit Penyertaan kontrak in- |
vestasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan

setiap derivatif dari Efek, sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Pasal 2 _
Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan Tran-

. saksi Repo waub mengikuti ketentuan Peraturan .

(2)

Otoritas Jasa Keuangan ini. - .
Ketentuan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) | .
berlaku untuk Transaksi Repo atas Efek tanpa

warkat yang diatur dan diawasi oleh Otoritas
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{1}

2)

(3)

(1)

(2)

Jasa Keuangan serta yang terdaftar pada dan'pe- -

_nyelesaiannya ¢ dilakukan melalui Bank Indonesia
~ dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesa- .

ian.

Pasal 3
Setiap Transaksi Repo: wajib mengaklbatkan pe-
rubahan kepemlllkan atas Efek.

Efek yang dlplndahkan sebagau subs‘utum atau

‘ untuk pemeliharaan marjin dalam Transaksi Repo’

Wajlb mengakibatkan perubahan kepemlllkan atas

Efek tersebut.
. Dalam hal, terjadl peristiwa kegagalan (event of

default} dalam Transaksi Repo, para plhakrwaj_lb

‘menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan tata

cara penyelesaian pe'ristiwa kegagalan serta hak

dan kewajiban yang‘rmengikutihya sebagaimana

dimuat dalam perjanjian Transaksi Repo.

~ BABII
PERJANJIAN
Pasal 4 -

Setiap Transaksi Repo. wapb berdasarkan pada

perjanjian tertuhs

Perjanjian seb‘agaimana dimaksud pada ayat (1)"
paling. sedikit wajib memuat ketentuan sebagal
_berikut:

" a. perahhan atas hak kepemilikan Efek

. b. kewajiban penyesuaian nilai Efek dengan mlal'

pasar wajar (mark-to- market),

c. - marjin awal danlatau haircut Efek dalarn Tran—.

saksi Repo;

d.- pemeliharaan marjln termasuk substitusi Efek

. marjin;

e. hak dan kewajiban para pihak terkalt kepe-'

milikan Efek dalam Transaksi Repo termasuk

waktu pelaksanaannya dan kewajtban perpa-

jakan; : :
f. peristiwa kegagalan;

Q. tata cara penyelesaian ;_peristiw'a kegagalan

serta hak dan kewajiban yang mengikutinya;

h. perjanjian tunduk pada hukum Indonesia;

i kedudukan Lembaga Jasa Keuangan dalam

Transakm Repo sebagai agen atau bertmdak;

untuk dmnya sendiri; dan

j. tata cara konfirmasi atas Transaks1 Repo danl
atau perubahan _material terkait Transaksi

Repo tersebut. /

(1)

,(2)

b

_ b. Lampiran Transaksi Domestlk di Indonesm {In- | .

. Pasal b

dalam Pasal 4 ayat (1) wajib menerapkan GMRA
Indonesia yaing diterbitkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan atau plhak lain yang dtakm oleh Otori-
tas Jasa Keuangan

GMRA Indonesia sebagalmana dlmaksud pada
- ayat (1) terdiri dari: ' ‘

a. Perjanjlan Induk -Global Pembellan Kembali
{GMRA); :

“donesia Annex);
c. Lampiran | Syarat dan Ketentuan' Tambahan
(Annex | Supplemental Terms & Condition)

‘ _d; Lampiran Il Format Konfnrmasu (Annex n COnQ

firmation);

e. Lamplran Pembehan/PenjuaIan Kembali {Buy/

" Sell Back Annex);

" f, Lampiran Ekuitas (Equity Annex}; dan

(3)

(4)

|(.5)

*g. Lampiran Keagenan {Agency Annex).

Para pihak dapat. menyepakati perubahan klau-
sul dalam perjanjian Transaksi Repo yang dibuat
berdasarkan GMRA Indoneéia sepanjang tidak
bertentangan dengan Peratur«an Otoritas Jasa

s Keuangan ini.

Dalam: hal Lembaga Jasa Keuangan meIakukan

‘Transaksi- Repo dengan lembaga negara yang

melaksanakan Kebijakan fiskal atau rnoneter,
Lembaga Jasa Keuangan tersebut tidak wajib

-menerapkan GMRA Indonesia.
Ketentuan lebih lanjut m'engenai'GMRA Indonesia-
sebagalmana dimaksud pada ayat (2} diatur den-

e rgan Surat Edaran Otorltas Jasa Keuangan

“(1)

 a. mempunyai direktur dan/atau pegawai yar'\g'
berwenang untuk melakukan Transaksi Repo; -

 BABII
KEWAJIBAN
Pasal 6

Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan Trans-
- aksi-Repo waijib terlebih dahulu' memenuhi keten-

tuan sebagai berikut: 2

b. mempunyai pegawai yang memiliki pengeta-

. huan dan pengalaman kerja yang memadai
dalam Transaksi Repo serta memahami per-
aturan terkait Transaksi Repo;

e. memastikan adanya Efek dan/atau dana untuk_ _

penye!esalan Transaksi Repo
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oleh direktur atau pegawai yang berwenang

sebagaimana dimaksud pada huruf a;

e.. memiliki kebijakan, prosedur, dan. pengenda-

lian internal yang memadai; dan -
f. rnemlll_ka manajemen risiko dalam menangani
' rigsiko yang timbul dari Tran'saksi Repo.
{2) Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan Trans-
aksi Repo Wajlb Co

a. melakukan pembukuan dan pericatatan serta |
- memiliki dokumentaSI yang memadai atas .
Transaksi Repo yang dllakukan Lembaga Jasa

Keuangan;

b, menerapkan perlakuan akuntansn pada lapo-

ran keuangan Lembaga Jasa Keuangan sesuai

dengan Standar Akuntansi Keuangan yang ;J

berlaku; dan

‘¢. melakukan pencatatan |dent|tas plhak—plhak

dalam Transak51 Repo secara benar )

Pasal7
Dalam rangka menangam r|5|ko yang timbul

i dari Transaksi Repo sebagalmana dlmaksud datam .
-Pasal 6 ayat {1) huruf f, Lembaga Ja_sa Keuangan wa- | :
S : - .t ¢. . mencatat identitas lawan Transaksi Repo dan

jib:

‘a. meneta‘pkan marjin awal dan/atau besarnya hair- :

cut atas Efek dalam Transaksi Repo sesuai den-

gan risiko kredit lawan Transaksi Repo dan risiko

Efek;

b. melakukan pemellharaan marjin sesuai dengan'

perjanjian Transaksi Repo setiap saat apabila nilai
Efek berdasarkan ‘harga pasar wajarnya. menun-
jukkan perubahan nilai penurunan yang material
sebagaimana diperjanjikan; '

c. memastikan konfirmasi tertulis, secara fisik atau’

elektronik terkait pérjanjiah Transaksi Repo, diter-

bntkan

 d.. memantau eksposur hersih seluruh Transaksi

‘Repo yang dimilikinya dan melakukan ‘tindakan

tertentu untuk menyelesaikan - kewaijiban terha- -

dap lawan Transaksi Repo secara harian;

e. meminimalkan segala risiko penyelesaian yang

timbul dari Transaksi Repo dengan menggunakan

gistem penyelesaian vang disediakan oleh Bank

‘Indonesia- dan/atau Lembaga Penylmpanan dan
: Penyelesaian; dan ,
- f.  memiliki mekanisme yang memungklnkan identi-

" fikasi secara cepat kondisi yang mengakibatkan

.dak sebagai agen Transaksi Repo hanya Lembaga
. Jasa Keuangan yang menjadi partisipan pada'sistem_'
. penyelesaian Bank Indonesia dan/atau Lembaga Peny-

(2)

pensﬂwa kegagalan dan/atau mekamsme yang 1
memberikan pemberttahuan kegagalan pemenu- ’
_han kewajiban Transaksi Repo kepada lawan |
Transaksi Repo. ) ' i

i

BAB IV
LEMBAGA JASA KEUANGAN BERTlNDAK
SEBAGAI AGEN '
Pasal 8 ‘
Lemibaga Jasa Keuangan yang dapat bertin-

impanan dan Penyelesaian..

Pasal 9 .
. Dalam hal Lembaga Jasa Keuangan bertindak |
sebagal agen Transaksi Repo bagi nasabahnya Lem-' -
baga Jasa Keuangan wajib: Co
a. memperoleh kuasa dari nasabah untuk melaku- A4
 kan Transaksi Repo untuk kepentingan nasabah;
b. . mencatat identitas nasabah yang melakukan
Transaksi Repo dan menyampaikan kepada la-
wan Transak3| Repo,

- menyampa;ka_nny.a kepada nasabahnya, dan
d.- membuat laporan secara berkala . sebaga'irnana‘,
. disepakatl dalam perjanjian kepada nasabah yang
memuat informasi atas Transaksi Repo yang di-
lakukan atas nama nasabah. o

: BAB V
' PELAPORAN -
. " Pasal 10
Lembaga Jasa Keuangan yang me!akukan Trans-
- aksi Repo atas Efek bersifat _utang Wajlb melapor— )
kan ' Transaksi Repo dimaksud kepada Otoritas
Jasa Keuangan melaim Penerima Laporan Trans-
aksi Efek. ‘ i
Batas waktu dan tata cara penyampaian Iapo—
-ran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk
‘pada peraturan perundang-undangan di’ sektor
Pasar Modal mengenai Pell.aporan Transaksi Efek. [
(3 Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan Tran-
.. saksi Repo atas Efek bersifat ekuitas wajib mei- |
aporkan kepada Lembaga Penylmpanan dan Pe-
- nyelesaian.
(4} Laporan sebagalmana dimaksud pada ayat (3)

{n

f . . i
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benkutnya sesudah Transak5| Repo terjadl

BABVI,‘
SANKS!I
- Pasal 11

bidang Pasar Modal,

jadinya pelanggaran tersebut Berﬁpa:
a. perlngatan tertulis;

! jumlah uang tertentu;
pembatasan kegiatan usaha;
pembekuan kegiatan usaha,
pencabutan izin usaha;
pembatalan persetujuan; dan
g. pembatalan pendaftaran.

~® oo

{2) _Sahksi sebagairhana dimaksdd pada ayét (1y

huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, "huruf 1, atau

huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa dida- ;
hului pengenaan sanksi administratif berupa per-
~ingatan tertulis’ sebagaimana dlmaksud pada ayat |

“ {1} huruf a.

{3} Sanksi denda sebagalmana dlmaksud pada ayat 'i
{1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau”
secara bersama-sama dengan pengenaaan sanksi
sebagaimana ‘dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, |

' tahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuan-

i gan ini dengan penempat_annya dalam Lembaran Neg- '

: : " ¢ “ara Repubfik Indonesia.

Selain ‘sanksi administratif sebagaimana di- .; - " IR

maksud dalam Pasal .11 ayat {1), Otoritas Jasa

. huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

[

-Pasal 12:

Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terha-

“*: dap setiap pihak yang melakukan pelanggaran keten'—’

tuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 13

Otoritas Jasa -Keuangai’_\' dapat ‘r'ngn'gumum- -
kan pengenaan sanksi administratif sebagaimana di- |
. maksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan tindakan tertentu -
| sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada ma- !

€

syarakat..

BAB VIl -

" wajib dlsampalkan paling lambat pada hari kerja

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14 .
Semua perjanjian Transaksi Repo yang sedang

- berjalan dan sudah ada sebelum berlakunya Peraturan
. .Otorltas Jasa Keuangan ini, tidak perlu dlsesualkan
_ : 2 dengan Peraturan Otor:tas Jasa Keuangan ini.
{1} Dengan tidak mengurangi ketentuan pldana d|
Otoritas Jasa Keuangan
berwenang mengenakan sanksi administratif ter-
hadap setiap_pihak yang melakukan pelanggaran 5
) keténtuan Peraturaﬁ Otoritas Jasa Keuangan ini, g
~ termasuk pihak-pihak yang menyébabkan ter- -

‘ BAB Vil
‘ KETENTUAN'PENUTUP :
A o Pasal 16 ‘
‘Dalam hal Lembaga Jasa Keuangan melaku- |
kan Transaksi Repo dengan menggunakan prinsip-
prinsip syariah,’ Lémbaga Jasa Keuangan tersebut ti-

. . qak tunduk pada Peraturan Otoritas. Jasa Keuangan .|
b. denda yaltu kewajiban untuk membayar s+ ' ' ‘ : ' :

ini.

‘Pasal 16 = _
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

. ini mulai berlaki, Keputusan Ketua Badan Pengawas -

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-

| 132/BL/2006 tanggal 28 November 2006 tentang
‘Perlakuan Akuntansi Repurchase Agreemént,(Repp)
| Dengan Menggunakan Master Repurchase Agree-
' ment (MRA), beserta Peraturan Nomor VIIL.G.13 yang
‘merupakan Iamplrannya d|cabut dan dlnyatakan tldak

beﬂaku

. Pasal 17 .

Peraturan Otorltas Jasa Keuangan ini mulai
berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.. ’

Agar setiap orang mengetahuunya memerin:

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2015
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,
Td. |
MULIAMAN D. HADAD -

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2015 o
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
" REPUBLIK INDONESIA,
: o Tid,
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 PENJELASAN
ATAS
- PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 9/POJK. 04/2015 .
TENTANG

PEDOMAN TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT

. BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN

"UMUM .
. Transaksi Repo merupakan sarana pendan- |

aan yang ‘aman di dunia Pasar Modal dan telah ;

berkembang secara luas di berbagai negara den-

gan mengacu pada Standar Perjanjian GMRA.
- Perkembangan Transaksi Repo di Pasar Madal
Indonesm menunjukkan peningkatan mlal, frekue-

, dan volume transaksi darl tahun ke tahun’

dan ‘memainkan peranan yvang penting dalamié

memfaslllta3| likuiditas pasar. Namun demlklan,

Transaksi Repo yang dilakukan oleh Lembaga
. Jasa Keuangan di'indonesia belum mengacu pada
standar transaksi: yang berlaku secara umum bagl -
'para pelaku, sehlngga terdapat banyak varian’
transaksi’ ‘yang berlaku dan memmbulkan ketidak-

pastian hukum ' : :
Idealnya segala’ jenls transakS| yang terjadi

di Pasar Modal

agar tercapai Pasar Modal yang teratur, wajar,

dan . efisien ' sebagaimana . diamanahkan dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal. Dalam Transaksi Repo di Indone-

_' sia pada saat sebeium berlakunya Peraturan Oto-..

ritas Jasa Keuangan ini, telah terdapat upaya

dengan lmplementa5| Master Repurchase Agree-

ment (MRA} oleh Perhimpunan Pedagang Surat”

Indonesia diatur _secara jelas.

~menuju standarisasi Transaksi Repo, antara lain .:

Utang Negara.(HIMDASUN} dan Mini Master Re- |

' purchase Agreement oleh pelaky industri di sek- !
“tor Perbankan. Namun demikian, belum terdapat -

pe’hgaturan yang komprehensif, terstandar, dan

spesifik mengenal Transaksi Repo di Pasar Modal.‘ 7

Indonesm

Memperhatlkan hal-hal yang telah dnungkap—
kan di atas, dlpandang periu untuk- menetapkan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedo-

_man Transaksi Repo bayi Lembaga JJasa Keuan-

' PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERiNTAH '

gan dalam rangka memberlkan pedoman standar
yang me_ngacu pada’ praktik-yang berlaku secara |

-inte_rnasicinal serta memberikan kepastian hukum
"bagi para pelaku Tfansaks‘i Repo. GMRA Indone-
. sia merupakan suatu standar perjanjian Transaksi

Repo yang mengacu pada GMRA yang disesuai-
kan dengan kondisi dan kebutuhan pasar yang

" ada di Indonesia ‘serta sebagai dasar bagi Otori- |

tas Jasa Keuangan: untuk melakukan penegakan
hukumn kepada para pelaku pasar.

| PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 _

Ct‘Jkrup jelas.: .

Pasal 2 '

Ayat (1) |
Kewaijiban - Lembaga Jasa Keuangan untuk

mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa

_Keuangan ini adalah ketika Lembaga Jasa Keuan-

gan melakukan Transaksi Repo untuk kepentin-
gan sendiri maupun bertindak sebagai perantara
{agen) untuk kepentingan dan/atau atas nama na- .

. sabah atau pihak lain.
 Ayat (2)-

Saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini

berlaku, Efek tanpa warkat yang diatur oleh Oto-

ritas Jasa Keuangan ada[ah obligasi. korporasi,

“sukuk korporasi, Surat Beyharga Negara, dan sa-
* ham serta derivatif dari Efek. -

Pasal 3-

‘Ayat (1)

Dengan perubahan kepemilikan, maka Efek |

" yang ditransaksikan bUkan merupakan jaminan :

dalam trénsaksi sahinggé tidak tunduk pada rek-

" arakterisasi yang menghulangkan prinsip peruba- |

han kepemilikan. S

Pengalihan kepemilikan atas Efek yang men-
jadl dasar Transaksi Repo diikuti dengan perpin-
dahan hak-hak yang melekat pada Efek dimak- |
sud sepertl dividen, kupon, hak suara, dan Hak

: Memesan Efek Terleblh Dahuiu.

. Pemanfaatan hak-hak yang melekat pada Efek-
tersebut ‘mengikuti kesepakatan para pihak seb-
agaimana dlper]annkan dalam perjanjian Trans-
aksi Repo.

Avyat (2)

Cukup jelas.

. Avat (3)
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Yang dimaksud dengan penstlwa kegagalan
termasuk tetapi tidak terbatas pada
a. kegagalan memenuhi
dengan T ransaksi Repo;
b. Lembaga Jasa

kenglbann_ya terkait :

‘Keuangan dalam kondisi |

- dibekukan sementara kegiatan usahanya (sus-

_pensi);’
. pernyataan yang dibuat penjual atau pembell

‘salah atau tidak benar secara material pada
saat diberikan atau ditegaskan kembali, dan

pihak yang tidak wanprestasi {non-defaulting

. party} mengirimkan. pemberitahuan peristiwa ;-
kegagalan pada pihak yang wanprestasn (de- |

faulting party); dan

d. para pihak dalam Transaksu Repo dalam kon- i

disi pailit.

Kewajlban para pihak diantaranya ‘adalah ha-
sil penghltungan eksposur bersihi dari Transaksi
Repo pada saat kegagalan terjadi antara lain se-
bagalmana diperjanjikan. dalam kontrak_ sepertl

bunga repo, kupon, selisih yang harus dibayar

(top up), dan selisih harga serta denda kegagalan
menyelesaikan transaksi.

Dengan demikian, dalam haI terjadi kegaga—\

lan Transaksi Repo peiaksanaan kewajiban para
pihak harus dilaksanakan sesegera mungkin

setelah terjadinya kegagalan Transaksi Repo dl- :
.. maksud. c

‘Pasal 4 -
Avyat (1)
Cukup jelas.

- Ayat {2)

Huruf a
Cukup jelas.

' Huruf b

Untuk Efek bersn‘at ekmtas yang aktn‘ di-

perdagangkan di Bursa Efek penyesuaian nilai

-Efek dengan ni|ai pasar wajar {mark-to-market)

Wajlb menggunakan harga perdagangan terakhir

di Bursa Efek. _ .
“.Untuk Efek bersifat ekuitas yang tidak aktif

diperdagan‘gkan di Bursa Efek dan/atau tidak ter--
_catat di Bursa Efek penyesuaian nilai Efek dengan

nilai pasar wajar (mark-to-market) wajib meng-
" gunakan-harga acuan yang dltetapkan Lembaga
Penilaian Harga Efek.

Untuk Efek bersifat utang penyesualan nilai
Efek dengan nilai pasar wajar {mark-to-market)

Wajlb menggunakan harga acuan yang ditetapkan
"Lembaga Penilaian Harga Efek.

Dalam hal Lembaga Penilaian Harga Efek tidak |

mengeluarkan nilai pasar wajar atas Efek bersifat
ekuitas dan Efek bersifat utang dimaksud, nilai
pasar wajar-ditentukan berdasarkan kesepakatan
kedua pihak. -
Huruf ¢

Yang d|maksud dengan “haircut” adalah fak-
tor pengurang nilai pasar wajar Efek sesuai den-

gan risikonya sebesar persentase tertentu dari

nilai pasar wajar Efek dimaksud.
Hurufd © | '

‘Cukup jelas.
Huruf e ‘

Hak para pihak terkait segala pendapatan atas:

Efek atau segala bentuk hak yang berkaitan den-
gan kepemiiikan Efek dan segala kewajlban per-
pajakan.
Huruf f.

Cukup Jelas
Huruf g

Tata cara. penyelesalan perlstlwa kegagalan

serta hak dan kewajiban yang mengikutinya ter- -
masuk antara lain penyelesaian kewajiban (close-
out) dan saling hapus kewajiban {set-off) secara

penuh dari klaim antar para plhak

ua. ‘Notifikasi- dari plhak vang tidak wanprestasi .

- (non-defaulting party) ke pihak yang wan-
prestasi (defaulting party).

b. Keputusan untuk melakukan penyelesalan
 berdasarkan kegagalan transaksi secara indi-

viduat {single trade default} atau kegagalan '

" seldruh transaksi {all trade default)

K Huruf ‘h dan Huruf i i

Cukup jelas
Huruf j .
.Perubahan material atas Transaksi Repo mis-

alnya p’erubahah Ketentuan mengenai margin call

atau Efek substitusi.
Pasal b

Avyat (y :
Terkait dengan kewajlban penggunaan GMRA

Indonesia, Lembaga Jasa Keuangan harus me-

‘nyesuaikan perjanjian berdasarkan jenis Efek

yang ditransaksikan, jenis Transaksi Repo yang
dilaksanakan (Repurchase Agreement atau Sell

Eusmess News B762/7- 16—2015
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baga Jasa Keuangan sebagai agen untuk plhak ;

- ketiga.
‘Avat (2) s/d Ayat‘(5)

- Cukup jelas:.
Pasal 6
Ayat (1)

' Cukup jelas. -
Ayat {2)

" Muruf a dan Huruf b

Cukup jélas.

' Huruf ¢

Pencatatan |dent|tas untuk nasabah yang ber-
bentuk perusahaan meliputi antara lain namun

tidak terbatas pada nama pei'usah'aan,' alamat,

direktur, dan pemegang saham.
Pihak-pihak -dalam Transaksi Repo mlsalnya

pihak yang melakukan Transaksi Repo atau kua-
sanya dan agen.dalam Transaksu Repo

Pasal 7

Huruf a

Yang d|maksud dengan "halrcut -adalah fak-
tor pengurang nilai pasar. wajar Efek sesuai den-

~gan risikonya sebesar persentase- tertentu dari

nilai pasar wajar Efek dimaksud.

- Hurufb

Yang dimaksud dengan pemelin"araan mar-

- jin” antara Jain mark-to-market Efek dengan dii-
_kuti ‘menyelesaikan kewajiban yang muncul dari -

eksposur bersih antar para plhak

Materlalltas dari perubahan nilai Efek yang_iE

" menjadi dasar Transaksi Repo dan menyebabkan

dilakukannya pemehharaan marjin dlsepakat| oieh

para pihak.
Huruf ¢~
Kenfirmasi
Pasal ini meliputi antara lain_identitas para pihak,
Efek yang ditransaksikan, tanggal pembelian dan

hap kedua Transaksi Repo
Huruf d

'Yang dimaksud dengan ““eksposur bersih”

“adalah selisih antara eksposur transaksi terhadap‘
marjin bersih dan kewajiban .lain. seperti pem-'
. bayaran manufactured income. :

Yang dimaksud dengan ”kewajlban adalah

‘sebagaimana dimaksud dalam |

‘penjualan kembali (pricing rate) serta informasi |
.terkalt Iamnya pada tahap pertama dan pada ta- |

kewajiban antar pithak yang muncui karena peme-

;

“liharaan marun adanya manufactured income

maupun. penghitungan eksposur bersih.

‘Huruf e dan Huruf f

. "Cukup jelas.
Pasal 8
Partisipan yang dlmaksud dalam ketentuan

-‘ ini adalah Bank Kustodian atau Perusahaan Efek

yang mengadmlnlstraSIkan rekemng Efek na- '
sabah. o

~Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
. Yang dimaksud’ "Penerlma Laporan TransakSI

- Efek” adalah. Pihak yang ditunjuk oleh OQOtoritas

Jasa Keuangan untuk menyediakan sistem dan/

‘atau sarana dan menerima pefaporan Transaksi |
Efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan pe-
rundang-undéngan di sektor Pasar Modal menge- '

nai Pelaporan Transaksi Efek. -

' Ayat (2}

- Pada saat bertakunya Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini, peraturan perundang- undangan di
sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pel-
aporan Transaksi Efek yang berlaku adalah Per- |
aturanNomor X.M.3, Lampliran. K'e_:pu'tusan Kepu-

tusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan 5

Lembagé Keuangan Nomor: Kep-123/BL/2009

- tanggal 29 Mei 2009 tentang Pelaporan Trans— '

aksi Efek.

- Ayat (3)

Kewajiban Pelaporan setiap Transaksi Repo
atas Efek bersifat ekuitas dianggap terpenuhi
a'pabila dilakukan melalui mekanisme penyelesa-

" ian yang ditentukan oleh Lembaga Penyimpanan

dan Penyelesaian.
Ayat (4) -
Cukup jelas.

.. " Pasal 11's/d Pasal 17

Cukup jelas.

- TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5711

(BN )
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'PENERBITAN SERTIFIKAT DEPOSITO OLEH BANK
(Peraturan Otorltas Jasa Keuangan R.l Nomor 10/POJK. 03/2015
tangga! 14 Juli 201 5)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORiTAS JASA KEUANGAN,

_ Memmbang
1 a. .

bahwa dalam rangka memngkatkan peranan per-
bankan dan perbankan syariah sebagai lembaga

penghimpunan dana masyarakat yang menye-
_diakan berbagai produk - simpanan kepada ma-

syarakat, perlu adanya peningkatan transakm
produk sertifikat deposito;’
bahwa penerbitan sertifikat deposito harus mem-

perhatikan aspek kehati-hatian dan ‘penerapan |

manajemen risiko . bank, serta. memperhatikan
pula pnns:p syariah untuk penerbitan sert|f|kat
deposite berdasarkan pnnsup syarlah

bahwa pengaturan mengenai sertifikat deposito
pada saat ini sudah tidak memadai lagi dan perlu

disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan :
~ masyarakat serta teknologi;

bahwa b_erdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢,

‘perlu menétapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuan-
gan tentang Penerbitan Sertlflkat Deposito Oleh

Bank:

Mengingat :
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang ;
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indone-

1.

ran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) se-

'sia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lemba- |

donesié-Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lem-

baran Negara Republik-Indonesia Nomor 4867);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang

. Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Re-' |

publik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tam-

bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-

mor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN OTORITAS JASA 'KEUANGAN TEN-
TANG PENERBITAN SERTIFIKAT DEPOSITO OLEH
BANI(

BABI |
KETENTUAN UMUM
' - Pasal 1

Dalam Peraturan- Otontas Jasa Keuangan ini .

yang dimaksud dengan

1.

bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 {Lembaran Negara Repub- .

Informasi dan Transaksi Elektronik {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor -

58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indo-

-nesia Nomor 4843);

Uridang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah {Lembaran Negara Republlk n- |

- lik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tamba-- |
han Lembaran Negara Repubhk lndonesm Nomor
'3790);
" Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang

e g .o A B i

H

Bank ad.alah Bank Umum yang melaksanakan ke-
giatan usaha secara konvensional sebagaimana
di‘maksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan sebagaimana telah di-

" ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun'

1998, serta Bank Umum Syariah dan Unit Usaha

~ Syariah sebagalmana dimaksud dalam Undang-
" Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbank-

an Syariah;

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang .
‘selanjutnya dlsmgkat LPP adalah ‘pihak yang me-

nyelenggarakan kegzatan kustodlan sentral bagi
bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain
untuk kepentingan pencatatan dan penatausa-
haan sertifikat deposrco dalam bentuk tanpa.war-

. kat; .
‘Sertifikat - Deposno adalah sumpanan dalam ben-
“tuk deposno ‘termasuk: yang berdasarkan prinsip

syariah yang sertifikat buktl penylmpanannya

_ dapat dlplndahtangankan

BAB II

‘ EusmcaSs News 375217 10-2015
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BENTUK DAN PENERBIT SERTIFIKAT. DEPOSITO

agalmana dimaksud pada ayat- (1) hanya dapat

Pasal 2

(1) Sertifikat Deposﬁo dapat diterbitkan dalam ben-r |

tuk warkat atau tanpa warkat. (scripless).

ertifikat Deposito dalam bentuk warkat seb—_-?
agaimana dlmaksud pada ayat {H Wﬂjlb bersifat

" atas pengganti.

Sertiﬁkat Deposno dalam bentuk tanpa Warkat‘;;
~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di-
identifikasi- Kepemilikannya oleh Bank pada pen- .

catatan di LPP

Pasal 3 :

'Bank dapat menerbitkan Sertifikat Deposito dalam _
bentuk warkat tanpa terlebih dahulu mendapat- - -

kan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

~ Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito dalam '
bentuk tanpa warkat wajib mendapat persetujuan : |
£(2) Imbal hasil dan mekanisme. pembayaran :mbal ha-

terlebib dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.

Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan seb-
agaimana dimaksud pada ayat (2) diperiukan un-
tuk Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa war- = -

kat yang pertama kali d_it'erbitkan-oleh Bank.

Persyaratan dan tata cara persstujuan penerbi-
- tan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa war- .
' to yang bersifat derivatif dam’atau dlkattkan dengan . |
- pertama kali diterbitkan oleh Bank Umum men-
'gacu pada ketentuan yang.mengatur mengenai. .

kat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang

_kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan
‘ modal .inti bank dan ketentuan yang mengatur

mengenai penerapan manajemen risiko bagl Bank

Umum.

Persyaratan dan tata cara persetujuan penerbita‘n' _
i {2} Karakteristik Sertifikat Deposito dalam. bentuk | .

Sertifikat Deposrco dalam bentuk tanpa warkat

sebagaimana dimaksud pada ayat (3} yang per- |
tama kali diterbitkan oleh Bank Umum Syariah
~ dan Unit Usaha Syariah mengacu pada keten-
tuan yang mengatur mengenai I;e'giatan'tlsaha
dan jaringan kantor berdasarkan modal inti‘bank
" .dan ketentuan yang mengatur mengenai produk .

"~ dan aktwutas Bank Umum Syariah dan Unlt Usaha
- Syariah., : ~ -

_ “Pasal 4

Sertifikat Deposno sebagalmana dlmaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dapat diterbitkan dalam- ruplah
atau valuta asing.

(2} Sertlflkat Deposrco dalarn valuta asmg seb--i

- diterbitkan oleh Bank yang telah memperoleh per-
setuluan melakukan kegiatan usaha daiam valuta

asing.
, BAB il :
KARAKTERISTIK SERTIFIKAT DEPOSITO
‘ -  Pasal 5
(1) Nominal Sertifikat - Deposito paling sedikit

Rp10. 000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau .
ekulvalennya dalam valuta asing. :

{2} Jangka waktu Sertlflkat Deposnto palmg smgkat _

.1 {satu) bulan dan paling Iama 36 (tiga puluh
: ]'enam) bulan

. _ Pasal 6 .

(1) ' Bunga Sertifikat Deposito bagi Bank Umum bersi-

fat tetap dan dibayarkan secara diskonto.

_ sil Sertifikat Deposuto berdasarkan prinsip syariah
. diatur lebih Ianjut dengan Surat Edaran Otoritas
Jasa Keuangan

, Pasal 7
Bank dilarang menerbitkan Sertifikat Deposi-

produk keuangan Ialnnya

Pasal 8

517(1) Sert[flkat Deposito- dalam bentuk warkat wa-

jib memenuhl karaktenstlk yang ditetapkan oleh
Otontas Jasa Keuangan untuk memenuhi prinsip
* pengamanan dan transparanm produk.

warkat sebagaiména dimaksud péda'ayat (1) dia-
~tur lebih lanjut dengan Surat Edaran Otoritas .Jasa
: Keuangan k : .

BAB v
PENCATATAN DAN PEMANTAUAN
) SERTIFIKAT DEPQSITO
- Pasal 9. S
(1) Bank wajib mencatat kepemilikan pertama Sertifi- |
" kat Deposito dalam bentuk warkat atau Sertlflkat
Deposito dalam beniuk tanpa warkat.

(2) Pada saat pencairan Sertifikat Deposno dalam'

bentuk warkat, Bank waijib- memastikan endose-
" men yang pertama sesuai dengan pemitik- Sertifi-
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. kutnya serta bukti diri p'emilik terakhir.
L {3)

-dan atas nama Bank

Pasal 10
{1)

LPP.
(2)

tronik.

BAB V
MANAJEMEN RIS]KO ANTI PENCUCIAN UANG
DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME,
DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
, Pasal 11 '

. menerapkan manajemen risiko.
12}y
| !

- Usaha Syanah

: Pasal 12

~ dan pencegahan pendanaan terorisrne bagi Bank.

" Pasal 13. -

Penatausahaan pencatatan kepemilikan ‘dan pE-.
_ rubahan kepemlllkan Sertlflkat Deposito dalam .
bentuk tanpa warkat dilakukan oleh LPP untuk-

Bank yang menerbltkan Sertlflkat Deposno dalam_ :
bentuk tanpa wgrkat Wajlb memantau pencatatan .
~dan perubahan kepemlhkan Sertlflkat Deposnto k
- dalam bentuk tanpa warkat yang dllakukan oleh !

Bank Wa]lb memastikan bahwa |nformaS| elek- -
‘tronik, dokumen eIektroruk dan/atau ha5|l ce-
-taknya yang terkaat dengan penca’catan dan pe-,g'“
" natausahaan Sertifikat Deposito dalam bentuk .
‘tanpa warkat pada LPP memenuhl keabsahan

sebagalmana diatur dalam peraturan perundang- '

undangan mengenau mformam dan transaksn elek- [T

' ' o A1)

(2

(1) Bank yang menerbntkan Sertifikat Deposnto Wajlb

Penerapan’ manajemen risiko sebaganmana dlmak—, ‘
~sid pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan
yang mengatur mengenal penerapan manajemen ‘
risiko.bagi Bank Umum atau penerapan manaje-
“men risiko bagi Bank Umum Syariah’ dan Unlt

Bank yang menerbltkan Sertifikat Depomto 1N
Wajlb menerapkan program anti pencuman uang dan.
pencegahan pendanaan terorisme sebagalmana dia- .
tur dalam- ketentuan peraturan perundang undangan

" mengenai penerapan program anti pencucian uang

Bank yang menetbitkan Sertifikat Deposito wajib | (2)

: menerapkan pnn5|p perlmdungan konsumen sebagaima- -

" | PENGUMUNAN /PERATURAN PEMERINTAH ~ N
kat Deposito dalam bentuk warkat yang namanya

na dimaksud dalam ketentUan yang mengatur mengena:
tercatat pada Bank dan meneliti endosemen beri-. - g

perllndungan konsumen sektor ]asa keuangan

BAB V[
PERMOHONAN PERSETUJUAN DAN

: PELAPORAN PENERBITAN SERTIFIKAT DEPOS]TO

Pasal 14

! Permohonan persetmuan penerbutan Sertlflkat‘
Deposito dalam bentuk tanpa warkat sebagaimana di
‘maksud -dalam Pasal 3 ayat (2)"diaambaikan‘kepada
- Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat sebagai. berikut:

1. Departemen Pengawasan Bahk terkait, Kantor
Regional 1 atau Departemen Perbankan _Syanah '
Otoritas Jasa 'Keuangan JI M:H. Tham’rin No. 2 | .

Jakarta 10350 bagi Bank yang berkantor pusat
di wulayah Jabodetabek atau :
2. _KantorBeglonaI atau Kanfor Otoritas-Jasa Keuan-

. gan setempat, bagi Bank yang berkantor-pusat di-

‘luar wilayah Jabodetabe’k._‘ :

. Pasal 15 .
Bank Wa]lb menyampalkan laporan secara berkala
- mengenai Sertifikat Deposito yang dlterbltkan
K kepada Otoritas Jasa- Keuangan. . .-

_maksud pada ayat {1) bagi Bank Umum mengacu
_ pada ketentuan yang mengatur mengenal Lapo-
ran Bulanan Bank Umum. L ‘

(3}

" dan Unit Usaha Syariah mengacu pada ketentuan

'yang mengatur mengenai Laporan Stabilitas Mon-
eter dan Sistem Kéuangan Bulanan Bank Umum

"Syariah dan Unit Usaha Syariah.

" BAB VI
"SAN K SI
Pasal 16 -

Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksn berupa
a. teguran tertulis; ‘ : :
b. penurunan tmgkat kesehatan danfatau :

C. pembatasan dam’atau pembekuan keglatan{

usaha tertentu. :
Bank yarg melanggar ketentuan Pasal 7 dlkena—
" kan.sanksi berupa: - ‘

.Business News 8?62!7~16 2015

Laporan yang wajib dnsampankan sebagalmana dl-.

Laporan yang wajib disampaikan sebagalmana di- .
‘maksud pada ayat {1) bagi Bank Umum Syanah‘

Bank yang. ‘tidak' memenuhi ketentuan Pasal 2
_yat (2), Pasal 2 ayat (3}, Pasal 3 ayat. (2], Pasal’
8 ayat (1}, Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2}, dan _:
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(&)

(5)

{3}

a. teguran tertulis;  , ‘
b. penurunan tlngkat kesehatan; dan/atau .

- ¢. pembatasan dan/atau pembekuan keglatan

) -usaha tertentu.
{3}

informasi dan transaksi elektronik.

men risiko bagi Bank Umum atau- penerapan
manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syarlah !
Bank yang tidak memenuhl ketentuan Pasal 12

pendanaan terorlsme

{6} Bank yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 13

: dlkenakan sanksi sebagatmana diatur dalam ke- :
tentuan mengenal perllndungan konsumen sektor

. . jasa keuangan
Pasal

. Bank Umum.
(8)

- Usaha Syanah

, BAB Viil
- KETENTUAN PERALIHAN

. .Pasal 17
{1)
- gan jatuh tempo.

(2)

dilakukan sebelum ketentuan ini berlaku.
Penyampala_n Iaporqn_ kepada Otoritas Jasa
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2}

Bank yang tidak memenuhl ketentuan Pasal 10
ayat (2) dikenakan sanksi _sebagaqmana diatur
dalam peraturan perundang-undangan mengenai

Bank yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 |
ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana diatur .
dalam ketentuan mengenai penerapan manaje-. |

dikenakan sanksi sebagaimana dtatur dalam per- -
. aturan perundang undangan mengenai penerapan

program anti pencuman uang dan pencegahan ;
' mengenai penerbitan Sertifikat Deposito dinyatakan,
' tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan |

Bank Umum. yang tidak “memenuhi ketentuan
16 dikenakan sanksi sebagaimana dia- |
tur dalam ketentuan mengenai - Laporan Bulanan '
.| tahkan pengunidangan Peraturan Otoritas Jasa Keuan-

Bank Umum Syanah dan. Unit Usaha Syarlah
. yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 dikena-
"kan sanksi seba'gaiména'diét.ur dalam ketentuan:

mengenai Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem
. ii(euangan Bulanan Bank Umum Syarlah dan Un:t .

Sertlflkat Deposito yang diterbitkan sebelum ber-
‘lakunya ketentuan ini, tetap berlaku sampal den-

Bank menyampaikan Iaporan kepada Dtorltas
Jasa Keuangan mengenai penerbitan Sertifikat Lo
Deposito dalam bentuk tanpa warkat yang telah : -

disampaikan palmg iambat tanggal 31 Desember g
‘2015 . . . .

| PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH _

‘ BAB IX ‘
'KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18
Pemindahtanganan Sertifikat Deposno dalam
bentuk tanpa - warkat vang dilakukan melalui pasar
uang, tunduk pada ketentuan yang diatur oleh otori-

".,tas yang berwenang

BAB X .

KETENTUAN PENUTUP .
. Pasal 19 o ;
Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas

- Jasa Keuangan im dlatur dalam Surat Edaran: Otoritas
. Jasa Keuangan ‘

¥

Pasal 20 ‘
' Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
ini mulai berlaku, seluruh ketentuan yang mengatur

Peraturan Otoritas Ja_sa KeUa_nga'n ini.

Pasal 21
Peraturan - Otoritas Jasa Keuangan ini mulal
berlaku pada tanggal diundangkan.
-Agar setiap orang mengetahumya memerin- -

gan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Neg-
ara Republlk Indonesua

Ditetapkan, di Jakarta

- Pada tanggal 14 Juli 2015 = ¢
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTOFHTAS JASA KEUANGAN

: ttd.
MULIAMAN D. HADAD

. ‘Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juli 2015
' MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
YASONNA H.. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
~ TAHUN 2015 NOMOR 164
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" Avyat {1)

PENG UMUMAN/ PI:RATU RAN PEN\ERJNTAH

'PENJELASAN .
. ATAS

' PERATURAN OTORITAS JASA KEUA_NGAN

NOMOR.10 IPOJK.03f201 5
TENTANG

" PENERBITAN SERTI_FII(AT DEPOSITO OLEH BANK

U MUM _
Perkembangan produk 5|mpanan perbankan
dalam

nan dana dengan tetap berlandaskan pada prinsip
kehati hatian ‘dan manajemen risiko bank. ' _ -
Beberapa perkembangan kebutuhan masyara-
kat antara lain jenis mata -uang, penyesualan
atas minimal nominal,
baik dan transparansi . produk 'Bank.- Selain itu,

perkembangan ‘tekndldgi informasi yang sangat.
peset dan dalam rangka menihgketkan kebercayn_
. 'aan masyarakat, menunjang kecepatan transaksi
o 'pemmdahtanganan Semﬂkat Deposnto menin- -
- gkatkan keamanan dan transparansi terhadap
‘Sertifikat Deposito, diperlukan Sertifikat Deposito |

~ dalam bentuk tanpa warkat (scrlpless} )

Pada praktik keglatan usaha perbankan ter—

rangka penghimpunan dana fmasyara- ! o
- kat mengalami berbagai’ perubahan fitur seirihg
dengan perubahan kebt@t"uhan“ masyarakat, Kon- |
sekuensi terhadap hal dimaksud adalah risiko |
~ yang melekat pada produk simpanan tersebut se-
makin tinggi sehlngga ketentuan yang ada dipan-" |-
' dang tidak memadai danK perlu disesuaikan agar
'Bank dapat meningkatkan Kegiatan penghimpu-

pengamanan ‘yang lebih

.dapat Sertifikat Deposnto dalam bentuk tanpa

Warkat meskipun pengaturan sertn‘lkat deposito ‘

saat ini hanya untuk Sertifikat Deposno .dalam )

~ bentuk warkat, sehingga dlpe.rlukan pengaturan’ P
mengenai Sertifikat Deposito d’aian‘i berituk- tanpa
“warkat untuk mendukung ‘efektivitas transaksi
‘penerbitan Sertifikat Deposito oleh-Bank yang di-

 harapkan rﬁampu'r_ne'ndorong pertumbuhan eko-

nomi khususnya di sektor perbankan.

_PASAL DEMI PASAL

Pasal.1
) Cukuyp jelas.
Pasal 2 - |

. Bank Umum yang me|aksanakan keg|atan- .
usaha secara konvensmnal dapat menerbltkan'
" Sertifikat Deposnto. Bank Umum Syariah dan Unit
~Usaha Syariah dapat menerbitkan Sertifikat De-

posito berdasarkan prinsip syariah. .
Ayat {2) '
Yang dlmaksud dengan atas penggantl {aan

- order) adalah kemampuan pemegang _Semfl_kat'
Deposito dalam bentuk warkat untuk memind-

ahtangankan Sertifikat - bukti

pada saat Sertlf|kat Deposito dalam bentuk war-

kat jatuh temp‘o,
‘.Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dapat dudentlflka3|

.kepemlhkannya pada pencatatan - di LPP adalah

nama pemegang terakhir Sertifikat Deposrco
dalam bentuk tanpa warkat yang dl_catat p_ada

PP,
- Pasal 3 o
- Ayat (1) s/d Aif_at' {3)

'Cukupjelas._ o

~ Ayat (4)

‘Pada ketentuan yang mengatur mengenal
kegiatan usaha dan ]arlngan kantor berdasarkan

modal- inti bank,' dan ketentuan yang mengatur:
‘mernigenai penerapan manajemen risiko bagi bank
' umum terdapat aturan mengenar produk atau ak-

tivitas baru.

© Persyaratan dan tata cara persetu;uan produk

atau aktivitas baru mehputn antara lain pencantu-
man rencana penerbitan produk baru dalam ren-

‘cana bis_nis bank, surat pefmohonan persetujuan
penerbitan produk baru yang disertai- dengan do-

kumen pendukung, jangka ‘waktu- penyampalan

surat permohonan, dan. jangka waktu berlakunya

persetuluan penerbnan produk baru
Ayat (5} ‘ '

Persyaratan dan tata cara persetUJuan produk

atau aktivitas baru mehputl antara lain pencan-

~ tuman rencana  penerbitan ‘produk baru daiam
Rencana Bisni‘s‘ Bank, - pengajuan p'ermohonan_
persetujuan penerbrtan produk baru yang dlsertal'

. Business News 8762/7- 16 29f5

'penyimpanEnnya'
“kepada: pihak. lain dengan cara: menandatangani 7
pada lembar Sertifikat Deposno (endorsement)

‘ sehlngga pihak yang dltunjuk ‘terakhir berhak me- l
“nerima pembayaran dari Bank yang menerbltkan
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bitan produk baru, jangka waktu laporan pelaksa-

" naan penerbitan produk baru, dan jangka' waktu-
_berlakunya persetujuan penerbltan produk baru.
‘Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Persyaratan bank yang dapat melakukan ke- '
giatan usaha dalam valuta asing (bank devisa) |

mengacu pada ketentuan yang mengatur men-
genai persyaratan Bank Umum untuk melakukan
kegiatan usaha dalam valuta asmg

Pasal b

Ayat (1)

Nominal Sertlflkat Deposito dalam vaiuta as-

ing diterbitkan daiam kellpatan ratusan,

.Contoh USD1.100, EUR90O, SGD1. 200

Ayat{2)
Cukup jelas. .

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud - dengan dlbavar secara dis- '

konto adalah ‘ pembayaran bunga dlmuka oleh

'dengan dokumen pendukung, jangka waktu pe- |
‘ nya_mpalan surat permohonan persetujuan pener-

Bank pada saat penerbitan Seftifikat Deposito

dengan cara ‘memotohg nominal yang seharus- -

nya disetorkan oleh nasabah kepada Bank yang
menerbltkan
Ayat {(2)

Surat Edaran Otontas Jasa Keuangan menga-
tur Sertifikat Deposito berdasarkan prinsip sya--

riah antara lain imbal hasil dan mekanisme pem-

bayaran imbal hasil, akad yang sesuai fatwa, dan.
persyaratan syariah terkait obyek yang akan dibi-

ayal dari dana yang d|h|mpun melalui penerbltan

Sertifikat Deposrco berdasarkan prinsip syanah
Pasal 7 dan Pasal 8 ‘
Cukup jelas.
Pasal 8 7
Ayat (1} dan Ayat (2)
Cukup jelas. =

, Ayat {3).

Klausula bahwa.. pencatatan dilakukan oleh |

‘LPP untuk” dan atas nama Bank. dicantumkan

- Ayat {2)

. b. manajemen

dengan LPP.

"Pasal 10

Ayat (1) o _
- Pemantauan dilakukan melalui sistem yang

.disediakan oleh LPP yang dapat diakses. setiap

saat oleh Bank yang menerbitkan Sertlflkat De—
posito dalam bentuk tanpa warkat,
‘elektronik

Ketentuan keabsahan informasi

o dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil ce-
_taknya yang diatur dalam undang undang,men— ’
~genai informasi dan transaksi elektronik antara

lain |nformaS| elektronik dan/atau dokumen elek-

. tronik dmnggap sah sepanjang -informasi yang

tercantum di dalamnya dapat dlakses, ditampil-

“kan, duamm keutuhannya dan dapat dipertang-

gungjawabkan sehmgga menerangkan suatu ke-
adaan”. e
Pasal 11,
Ayat (1) |
Cukup jelas.
Avyat (2)

'Sertlflkat Deposito. dalam bentuk tanpa warkat

: Penerapan manajemen risiko mellputi antara '

'Ialn .
a. penerapan manajemen r|3|ko dalam peng- :

gunaan teknologi informasi bagi _Ban.k yang

~ menerbitkan Sertifikat Deposito dalam bentuk’

tanpa warkat;

Bank terhadap ketentuan yang berlaku ter-
Kait pengaturan valuta asing bagi Bank yang

menerbitkan Sertlflkat Deposrco dalam valuta_

~asing; dan

strategi anti fraud.

IPasat 12 s/d Pasal 21

Cukdp jelas.

. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5718

- (BN}

dalam perjanjlan antara Bank yang menerbltkan

Business News 87621'7 78-2015 ’

risiko hukum atas kepatuhan;' :

c. sistem pengendallan ‘intern dan penerapan




PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 108/PERMENTAN/PD 410/9/2014 TENTANG
- PEMASUKAN SAPI BAKALAN, SAPI INDUKAN, DAN SAPI'
| SIAP POTONG KE DALAM WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

(Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesm .
Nomor 42/PermentaanP 040/7/2015 tanggal 28 Jull 2015}

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA -

'MENTERI PERTANEAN REPUBLIK INDONESIA, -

Menimbang :

a. -

1.

bahwa dengan Peraturan Menten Pertanlan Nomor ¢
108/Permentan/PD.410/9/2014, telah ditetapkan
Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi
Siap Potong Ke Dalam Wllayah Negara Republik

Indonesia;

. 'bahwa dalam’ penlngkatan peiayanan pemasukan :
* sapi bakalan sapi indukan, dan sapi siap potong un-
- tuk memenuhi kebutuhan daging dan pengembang-

biakan, periu 'meninjau kembali Peratu:ran,Menteri ‘

Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-
- maksud dalam huruf a, dan huruf b, periu menetap- | -
kan ‘Per.aturan Menteri Pertanian tentang Perubahan .
Atas Peraturan Meniteri Pertanian Nomor 108/Per-
mientan/PD.410/9/2014 tentang Pemasukan Sapi
Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong Ke

Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

‘ Menglngat ‘ : :
Undang-Undang Nomor" 16 Tahun 1992 tentang
lkan, dan Tumbuhan (Lemba-
ran Negara Tahun 1992 Nomor b6, Tambahan :

Karantina Hewan,

Lembaran Negara Nomor 3482);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1_994 tentang

Pengesahan Agreement Establishing the World '
Trade - Organization {Persetujuan Pembentukan

‘Organisasi Perdagangan Dunia) {Lembaran I\Iéga-

ra Tahun 1994 Nomior 57, Tambahan Lembaran .
. Negara Nomor 3564}; :
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang ‘i
~ Badan Usaha Mitik Negara {Lembaran Negara Ta- . ,
"~ hun. 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Nega- =
ra Nomor 4297), ‘

D4,

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang

" Peternakan dan Kesehatan Mewan (Lembaran Ne- |
- y . . i
gara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran -

Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah

. 100
- 0T.140/10/2010 tentang Organ|sa3| dan Tata Ker- i
ja Kementerian Pertanian;

11. Peraturan Menteri: Pertannan Nomor 94/Perrnen— L

dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor
18 Tahun 2009 tentang APeternakan dan Keseha-

tan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor

338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
Peraturan Pemerintah Nomor-82 Tahun 2000 ten-
tang Karantina- Hewan {Lembaran Negara Tahun

2000. Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4002);
Peraturan Pemernntah Nomor 47 Tahun 2014 ten-
tang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit

' PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH. ' |

i

1

Hewan {Lembaran Negara’ Tahun 2014 Nomor

130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 56543);

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 ten-
tang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan
Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

Peraturan Presiden Nomor-7 Tahun 2015 tentang '

Organlsasl Kemeriterian Negara (Lembaran Nega-

ra Tahun 2015 Nomor 8); .
Peraturan Pr35|den Nomor 45 Tahuri 2015 ten-

tang | Kementerian Pertanian {Lembaran Negara |
Tahun 2015 Nomor 85); :

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/

 tan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasu- |

- kan .dan Pen’géluaran Media Pem_bawa Penyakit
Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu .
Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2012'_':

raturan Menteri Pertanian Nomor 44/Pgrmentan/

OT.140/3/2014 tentang- Perubahan . Atas Pe-

Nomor 7} sebagaimana telah diubah dengan Pe- !
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12,

_raturan Menten Pertaman Nomor 94/Permentan/

0T.140/12/2011 tentang Tempat ‘Pemasukan dan
Pengeluaran Media Peémbawa Penyakit Hewan

Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan

Karantina (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 618);
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 108/Permentan/
PD.410/9/2014 tentang Pemasukan Sapi Baka-

lan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong Ke Dalém

Wilayah. Negara Republik lndonesua (Benta Negara

Tahun 2014 Nomor 1275).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PE-'
RUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERTANIAN
NOMOR - 108/Permentan/PD.410/9/2014 TENTANG .
- PEMASUKAN SAPI BAKALAN, SAPI INDUKAN, DAN '

SAPL SIAP POTONG KE DALAM WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PASAL |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menter: Per-

tanian Nomor 108/Permentan/PD.410/9/2014
_téntang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan,

dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara
‘Republik Indonesia diubah sebagai berikut:

a. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e dihapus,
sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8

(1) Persyaratan pemasukahl Sapi . Indukan se-

bagaimana’ dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2} huruf a harus:

a. sehat, -dibuktikan dengan sertlflkat ke-

sehatan hewan (heafth certificate) yang

diterbitkan oleh otoritas veteriner nega- | -

ra asal sebagai pemenuhan persyaratan :

kesehatan hewan {health requirement)

dan sertifikat asal ternak (certificate

‘of origin) yang diterbitkan oleh pejabat
. yang berwenang di negara asal; '
b. - memiliki organ dan kemampuan re-
produksi yang baik; :
‘¢, berumur antara 2 {dua) sampai dengan
4 {empat) tahun; dan
d. bebas dari segala cacat genetik dan

cacat fisik sep.erti‘ cacat mata, kaki dan’

serta tidak terdapat

kelainan tulang punggung atau cacat

tubuh lainnya. -
(2) Pemenuhan _persyaratan Sapi Indukan'
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di-
nyatakan dalam sertifikat kesehatan he-

wan (health certificate) yang'dite_rbitkan 4

- oleh -otoritas veteriner negara asal.

b. Ketentuan. Pasal 24 ayat (1) huruf e diubah, |

sehmgga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 24 .
(1) Rekomendam sebagalmana dlmaksud dalam
Pasal 23 ayat (3), paling kurang memuat
a. nomor rekomendasi; :

b. nama, alamat pemohon, dan alamat

t'empat usaha bet’érnakan,

."¢. nomor.dan tanggal surat permohonan

d -negara asal;

e. uraian jems/kategon dan jumlah Sapn
Bakalan; Sapi Indukan, dan Sapi Siap
Potong serta kode HS;

' persyaratan teknis kesehatan hewan
tempat pemasukan;
tempat pengeluaran5 .
nama dan alamat eksportir;
farm, registered premises/approved
premises atau nama lain yang sejenis;

~dan ‘

- k. - masa berlaku rekomendasi. .

- Ta. ™+

{2} Masa berlaku. rekomendasi  sebagaimana -

dimaksud pada ayat (1) huruf k selama 3
{tiga) bulan. :

c. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal -

26 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25

Dalam hal negara asal yang tercantum |

dalam rekomendasi -terjadi wabah penyakit
hewan menular sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 huruf b pelaku usaha atau Badan:

Usaha Milik Negara dapat mengajukan per-
~mohonan kembali sebeium batas waktu pela-
yanan rekomendasi berakhir.

.d. Menambah pasal baru 'diantara_Paéal 25 dan

Pasal 26 dengan menyisipkan 1 {satu) Pasal
yakm Pasal 2BA, berbunyl sebagal berikut:
o Pasal 25A

kuku abnormal
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PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

Pelaku usaha yang baru pertama kali
mengajukan permohonan pemasukan Sapi :
Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong di- . -

* berikan rekomendasi pemasukan setelah dilaku-
. kan verifikasi'kelayakan di tempat budidaye. :

* dasarkan usulan dari Menteri Perdagangan.

g. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal
35 berbunyu sebagai berikut: .
Pasal 35 I

(‘1) Negara asal, farm, registered premises/ap-
proved premises atau nama lain yang seje- !

nis yang telah melakukan pemasukan Sapi

e. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal |
[
" Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong %
i

27 berbunyi sebagal berikut:

Pasal .27 :

(1)Waktu pelayanan, permohonan rekomen—

' dasi Sapi Bakalan, dan Sapi Slap Potong

sebagai berikut: o

‘a. - untuk pemasukan tanggal 1 Januan -

31 Maret tahun berikutnya ditetapkan
tanggal 1-31 Desember;

b. untuk pemasukan tanggal 1 April - 30

sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan |
dapat ditetapkan sebagai negara asal, farm, |-
: reg:stered premises/approved premises atau
nama lain yang se;ems pemasukan ke dalam
wilayah Negara Repubhk Indonesia. i
(2) Rekomendasi pemasukan yang telah diter- |
“bitkan sebelum Peraturan Menteri ini diun- e
- Juni tahun berjalan d|tetapkan tanggal dangkan tetap berlaku sampai habis masa
" 1-31 Maret; ‘berlakunya. '

c. untuk pemasukan tanggal 1 Juli - 30 o o : c)

' September tahun berjalan dltetapkan' 2. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian
tanggal 1-30 Juni; _ _’ - Nomor 108/ Permentan/PD.410/9/2014 tentang
d. untuk pemasukan tanggal 1 Oktober | Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi
- 31 Desember tahun berjalan ditetap- Siap Potong Ke Dalam Witayah Negara Republik | -

"~ kan tanggal 1-30 September, Indonesia dihyatakan masih tetap berlaku. -

(2) Waktu pelayanan permohonan rekomendasi ‘ o : : :

Sapi Indukan dapat dilal&uken,sewaktu-wakjcu._ =

_ _ PASALH - - ° _
Peraturan Menteri ini mulai berlaku péda tang- | .
gal dnundangkan ' 5 )
: Agar setiap orang mengetahunnya, memerin- . -
f tahkan pengu.ndangan Peraturan Me_nten ini dengan pe-
nempatannya dalam Be'rit_a Negara Republik Im‘jones‘ia.'

'f. Ketentuan Pasal 28 dlubah sehmgga berbu-
nyi sebagai berikut: ‘ :
Pasal 28

(1)Dalam rangka stabilisasi pasokan dapat‘
dimasukkan Sapi Siap Potong oleh pelaku ;

i

usaha dan Badan Usaha Milik Negara. -

" (2)Pemasukan Sapi Siap Potong oleh Badan .

Usaha Milik Negara berdasarkan penugasan
~ dari Menteri Badan Usaha Milik Negara.
(3) Pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Ne-

gara yang melakukan Pemasukan Sapi Siap | -
Potong sebagaimana- drmaksud pada ayat

(1) wajib mendapatkan izin pemasukan dari
Menteri
‘Rekomendasi dari Menteri Pertanian..

(4)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dalam pelaksanaannva dilakukan
- oleh Direktur Kesehatan Hewan sebagal

otoritas veteriner.
{5) Penerbitan rekomendasi pemasukan Sapt

Siap Potong oleh Badan_Usa_ha Milik Ne- N
gara dapat diterbitkan sewaktu-waktu ber-

Perdagangan setelah mendapa’t_}

" Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 201 5
'MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,
4 ttd.
AMRAN SULAIMAN

'Diundangkan di Jakarta
‘pada tanggal 29 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

" REPUBLIK INDONESIA,
- ttd. |
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
~ TAHUN 2015 NOMOR 1099

(BN
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- PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH :

TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI TERTENTU UNTUK
| 'BEBAS VISA KUNJUNGAN

{Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I
‘Nomor 22 Tahun 2015, tanggal 31 Agustus 2015}

'DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

. M

bahwa dalam rangké‘pemberia.ri kem;Udah.lan_ bagi 3
Warga negara dari negara tertentu yang dibebas- -

k’an dari kewajiban memiliki visa untuk ' masuk
Wilayah' Indonesia dan untuk meningkatkan efek-
tivitas penyelenggaraén kegiatan pemeriksaan

keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi per--

lu dilakukan penambahan jumlah Tempat Pemer-
iksaan Imigrasi tertentu; '

i

bahwa perubahan terhadap Tempat Pemenksaan ;

' Imigrasi tertentu berdasarkan Pasal 7 Peraturan '

Presiden No_mdr',69 tahun 2015 tentang Bebas

* Visa Kunjungan diatur dt_angan Peraturan Menteri;

_bahwa' berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud datam huruf a dan huruf b, perlu mene-
tapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusié tenfang Tempat Pemeriksaan Imigrasi
Tertentu Untuk Bebas Visa Kunjungan;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara {Lembé;an Negafa Repub-
lik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tariba-

han Lembaran Negara Republlk IndonesiaNomor .

5254)
‘Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
‘Kelmlgraslan {Lemba_ran Negara Republik Indone-

sia Tahun 2011 Nomor 52, Tambéhan Lembaran

‘ Negara Hepubllk Indonesia Nomor 5216);
Peraturan’ Pemerintah . Nomor 31 Tahun 2013

: tentahg Peraturan, Petaks{ar'}aan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lem- |

" baran ‘N‘egér.a Republik ‘Indonesia Tahun "2013_
Norh'or 68, Tambahan Lémbaran Negara Repdblik
Indonessa Nomor 5409)

4. Peraturan Premden Nomor 44 Tahun 2015 ten-

tang Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manu-
sia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
201 5 Nomor. 84);

5. 'Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 ten- |

tang_Bebas Visa Kunjungan (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 133});

6. :Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manu-
sia Nomor M:HH- 05 0T.01.01 Tahun 2010 ten-
tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hu-
kum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
_(Befi_ta Negara'-Repuink Indonesia 'Tahun'201.0
Ndmpf 676) sebagaimana telah diubah dengan '
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manu-
sia Nomor 19 tahun 2013 tentang Perubahan

 ‘atas Peraturar_\' Menteri Hukumi dan Hak Asasi
Manusia . Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun |

‘ 201',C-)"tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemen-
“terian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubtlik
Indonesia (Berita 'Neg'ara Republik Indonesia Ta- -
hun 2013 Nomor 740); o

- MEMUTUSKAN:

‘. Menetapkan

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI |

MANUSIA TENTANG TEMPAT P_EMERIKSAAN- IMI- |

GRASI TERTENTU UNTUK BEBAS VISA KUNJUN-

| GAN,
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PENGUMUMAN fPERATURAN PEMERINTAH

(1)

(2}

Pasal I
Pada. saat Peraturan Menterl ini mulal berlaku
daftar Tempat Pemerlksaan Imigrasi tertentu seb-
agatmana tercantum dalam’ Lamplran | Peraturan
Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas
Visa Kunjungan dlubah dengan:

a. menghapus Tempat Pemeriksaan lmlgra5|_

‘Pelabuhan Laut Tanjung Uban;

‘ b. menambah Nongsa Terminal Bahari, Marina-
Teluk Senimba, Citra Tri ‘Tunas, Bandar Ben-

“tan Tefani Lagoi, Bandar Seri Udana Lobam,

dan Tanjung Balai Karimun dalam daftar Tem-

pat Pemerlksaan Imigrasi tertentu di pelabu—
han'laut. _
Orang asing W_arga negara dari negara tertentu

yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa
kunjUnggri sebagaimana tercantum dalam Lampi- :
ran | Perat_ura‘n‘ Presiden Nomor 69 Tahun 2015.

tentang Bebas Visa Kunjungan yang masuk ke
Wilayah Indonésia melalui Tempat Pemeriksaan

‘Imigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran

{3)

Peraturan Menteri ini,
WilaYah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan

Imigrasi yang telah terintegrasi dengan Sistem In-

formasi Manajemen Keimigrasian.

Ketentuan mengenai daftar Tempat Pemeriksaan-

Imigrasi tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran-yang meru-

hanya dapat keluar dari

pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan |

Menteri ini.

‘Pasal 2

| Peraturan Menterl ini mulai berlaku sejak tang- v
| gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-

. nesia.

Ditetapkan di Jakarta . .
pada tanggal 31 Agustus 2015
' MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

" tahkan pengundangan Perétufan Menteri ini dengan"-; ‘
penempatannya dalam Benta Negara Republ:k Indo-" ¢

LAMPIRAN -

. REPUBLIK INDONESIA,
B ttd.,
YASONNA H. LA'OLY'

Dlundangkan dl Jakarta
pada tanggal 2 September 20‘] 5

. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

| REPUBLIK INDONESIA
ttd.
‘_YASONNA H.LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1322

' !

DAFTAR TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
TERTENTU UNTUK BEBAS VISA KUNJUNGAN

Tempat Pemenksaan Imigrasi dl Bandar Udara:
a. Soekarno Hatta, Tangerang;
.Ngurah Rai, Bali; _
Kuatan.amu Medan' '
Juanda, Surabaya; dan
' Hang Nadlm Batam

® P-' o o

. Tempat Pemenksaan imlgram di Pelabuhan Laut
Sri Bintan;
Sek_upang, _
Batam Center;
Dihapus;
Nongs'a Terminal Béhari;-- -
“Marina Teluk Senimba; -
f‘:it'ra Tri _Tunas: |

Toe -0 o0 T o

Bandar Bentan Telani Lagoi;
‘Bandar Seri Udana Lobam; dan

—
by

Tanjung Batai Karimun. *

- (BN.)
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PERCEPATAN PENYALURAN PENGELOLAAN DAN

~ PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015
{Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 900/5356/SJ Menteti
Keuangan Nomor 959/KMK. 07/2015, Menteri Desa, Pembangunan Daerah

‘Tertinggal dan Transm|grasn Nomor 49 Tahun 2015,
tanggal 15 September 2015) :

'Menimbang :
a.

" * DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA -
MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI.KEUANGAN,

'DAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, - -

bahwa dalam

-rangka percepatan penyaluran

Dana Desa dan Pemerintah Keby-paten/Kdta:ke_' :
Desa agar dapat digunakan' secara efektif bagi .

pembangunan Desa, perlu’ dilakukan upaya per- ;

i
i

~ cepatan penyaluran dan penmgkatan pengelolaan

Dana DesaTahun 2015;

"tusan Bersama Menteri Dalam Negeri,

rah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Percepa- -

tan Penyaluran,
Dana DesaTahun 201 5

"Mengingat :

1.

Pengelolaan dan Penggunaan .

Undang- Undang Nomor 6. Tahun 2014 tentang‘ 5
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta- P

-3
: . tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang.
'Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran |

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana -
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Kepu- | -
Menteri
Keuangan, dan Menteri Desa, Pembangunan Dae-

‘hun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara -

: Repubhk Indonesia Nomor 5495)

-Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repub-
lik- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba-
han Lembaran Negara Repub!ik'lndonesia Nomor ;
5587) sebagaimana telah dlubah beberapa Kali

terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- :

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemer- :

intah Daerah {Lembaran Negara Republik Indone-

" sia Talhun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Ne'gara Republik Indon'esia'No'mor 5679);

L 7.

Peraturan Pemerintah. Nomor 43 Tahun 2014 ;

Negara Republik I,nd'onesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran: Negara Republik In- |

“donesia Nemor 5539) sebagaimana telah diubah | -
- dengan Peraturan Pemerintah. Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemer-,; .

intah’ Nomor 43 Tahun 2014.tentang Peraturan |
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Leinbaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tamba-

" han Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor
5717); ‘ '

Peraturan'Peme'rintah Nomqr 60 Tahun 2014

'tentahg' Dana Desa Yang Bersumber dari Ang-
garan Penda'petan dan Belanja Negara {Lembaran : .
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
" .. 168 Tambahan Lembaran Negara Republik In—- .

donesia Nomor 5558) sebagalmana telah diubah

_dengan Peraturan Pemerintah Nomor.22 Tahun |

2015 tentang Perubahan Atas Pefafuran Pemer- '

“intah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
' Yang _Bersun'iber»dari Anggaran Pendapatan dan
" Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indo-
" nesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lemba-

ran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); L
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Ta- |

' hun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa |

{Benita Negara Republik - Indonesia- Tahun 2014 | _

.. Nomor.2093); : |
6.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Ta- _
hun 2014 Tentang Pedoman. Pembangunan Desa .

(Berita Negara Republik indonesna Tahun 2014

‘Nomor 2094);

Peraturan Menterl Desa Pembangunan Daerah”
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_ PENLJUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

‘ Tahun Angganan 2015 dengan cara:

Tert:nggal dan Transmlgar5| Nomor ‘5 ‘Tahun
2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan':
‘Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik -

Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
Pér.atufah_ Menteri Keuangan Nomor. 93/PMK.

07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pe-
nyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evalu- .
"asi Dana Desa (Berita Negara Republlk |ndonesua :

Tahun 201 5 Nomor 684)

MEMUTUSKAN: -

Menetapkan :

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI . DALAM NEGERI, ,
MENTERI KEUANGAN, DAN MENTERI DESA, PEM- |
BANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANS- |
| MIGRAS| TENTANG PERCEPATAN PENYALURAN,
 PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2015, )

KESATU:

1.

Menteri  Dalam Negen memenntahkan Bupati/ .
‘ Waltkota untuk melakukan langkah-langkah per- !
‘ cepatan penyaluran dan pengelolaan Dana Desa
- Tahun 2015 sebagai berikut: '
a. Bupatl/WaIlkota segera menya!urkan Dana
Desa dan rekenlng kas umum daerah Kabu-‘ )

' paten/Kota ke rekening kas- Desa, apabila.
Desa sudah mehyampaikan Peraturan Desa |
tentang Anggaran Pendapatan- dan’ Belama

~Desa (APBDesa).

b. Peraturan Desa tentang APBDesa diusutkan

oleh Kepala Desa kepada Badan Permusy-
awaratan Desa {BPD) untuk Kepala Desa.

c. Kepala Desa yang belum menyusun Peraturan
. Desa tentang APBDesa segera menyusun Per- L
aturan Desa ‘tentang APBDesa sebagalmana

‘ format lam piran |..

d. Bupati/Walikota melalui camat ‘_segera mem- .

fasilitasi dan mendamping:t Kepala Desa dalam
. 'menyusun Peraturan Desa tentang APBDesa.

‘e.. Dalam hal Dana Desa dimaksud-belum dlang- :
. garkan dalam Peraturan Daerah tentang AFBD |
Tahun Anggaran 2015, Bupati/Walikota wa- .

jib menganggarkannya mendahului penetapan

" Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD -

N

1) Menetapkan Peraturan Bupati/Walikota
tentang Perubahan Penjabaran APBD Ta:

- hun Anggaran 2015 dan memberitabukan-

kepada lepman DPRD

2). Menyusun RI(A PPKD. dan mengesahkan‘
DPA-PPKD sebagal dasar pelaksanaan ang-

garan Dana Desa.
3) Menampung: Dana Desa d:maksud dalam

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD | .

. Tahun Anggaran 2015,

4) Apabila. Pemerintah Daerah telah mene- |
t_apkan Perubahan APBD- Tahun Anggaran |

2015 atau tidak melakukan Perubahan

" APBD Tahun Anggaran 2015, Dana Desa

dimaksud dicantumkan: dalam Laporan Re-
alisasi Anggaran {LRA}.

Bupati/Walikota memerintahkan ‘kepada Ke-
pala Desa yang belum mempunyai rekening.

kas desa, segera membuka rekening kas desa
untuk menampung Dana Desa dar pendapa-
tan Desa lainnya.

Kepala Desa segera menyusun Laporan Real— ‘-

isasi Penggunaan Dana Desa Semester | dan
Semester |l yang terdiri dari penerimaan, pen-
geluaran dan sisa dana, sebaga|mana format

lampiran H.
Dalam hal Bupatl/Wallkota belum rnenetapkan :

peraturan BupatllWalnkota tentang pengelo-
laan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri
Datam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

_Pen'gelolaan Keuangan Desa, Bupati/Walikota -

segera memerintahkan Kepala Desa menggu-
nakan Dana Desa Tahun 2015 dengan berpe:-

doman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri -
Nomor 113 Tahun 201 4 tentang Pengelolaan'

Keuangan Desa.

-Bupat|/Wa!|kota yang belum menetapkan per-
aturan Bupatn/Walrkota tentang tata cara pen-

gadaan barang/jasa di desa, segera memper-

cepat penetapan Peraturan Bup_at:/Wallkota
dengan berpedoman pada Peraturan Kepala - -

Lembaga - Kebsjakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerlntah Nomor 13 Tahun 2013 tentarlg
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa. .

Dalam hai Pémerintah Desa belum menetap-
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“kan RPJMDesa dan RKPDesa sebagal dasar

penyusunan - APBDesa, - Bupati/Walikota

memerintahkan Camat dan aparat kecamatan - .
selaku'.pendarnping aparat Peme_rintah Desa :

., serta Pendamping Desa untuk segera mem-
fasilitasi penyelesaian Peratunan Desa ten-
tang RPJMDesa, ‘RKPDesa dan APBDesa.

2. Menteri Dalam Negerl melakukan. _percepatan

'pelaksanaan pelatlhanlblmblngan teknis men-

© genai pengelolaan keuangan Desa bagl Aparat
~ Desa

KEDUA: _
Menteri Keuangan melakukan pemantauan pe-

nyaluran Dana Desa dan Rekening Kas Umum Daerah

ke Rekening Kas Desa untuk setiap tahap penyaluran

- sesuai dengan bétas-_waktu dan besaran penyaluran.

’

KETIGA

1. Menten Desa, Pembangunan Daerah Tert:nggal'

dan Transmngram memfasilitasi percepatan peng-

gunaan Dana Desa Tahun 2015 untuk keglatan-
- kegiatan sebagai berikut: '

a. Memprioritaskan penggunaan dana desa un-

tuk meéndanai - pembangunan/rehabdﬂasﬂ

pemelihanaan sarana prasarana desa dan -
pengembangan ekonomi lokal, sesuai kebutu-.

“han prioritas desa dengan berpedoman pada

“ Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah ";
Tertinggal dan Transmigrasi Nom‘or 5 Tahun |

- 2015 tentang Penetapan Przorltas Penggu— L

naan Dana Desa, mellputi
1) Pembangunan sarana prasarana desa, sep-
. e'rfi jalan desa, jembatan sederhana, sal-
. uran air, embung desa, talud, irigrasi tersi-
er dan pengelolaan air bersih ékalé desa. .
2) Pemenuhant_ kebuttlhan dasr, seperti
pengembangan posyandu pengemban-
gan pos. kesehatan desa dan polindes, dan
| pengembangan keglatan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD):
3) Pengembangan ekonomi lokal, seperti pas-
ar desa, kios desa, pelelangan ikan milik
-desa dan penyaluran plnjaman bergulir un-
tuk usaha kepada kelompok masyarakat
melalui pembentukan dan pengembangan

g vt w1

f

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

Badan Usaha Mmk Desa (BUMDesa).
b Pembangunan/rehablI|ta3|fpemellharaan sa-
' rana prasarana dllakukan secara swakelola,
dengan menggunakan sumber - dayalbahan
baku lokal, dan diupayakan dengan lebih ban-
vak menyerap tenaga kerja dan masyarakat-!

desa setempat. '

2. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertlnggal
' dan Tnansmigrasi melakukan percepatan penye-
.diaan tenaga pendamping desa dan, optimalisasi

' tenaga pendamping desa yang sudah ada.’

KEEMPAT: .

Peraturan BupathVallkota tentang Pengelo-
laan’ Keuangan Desa, dan Peraturan BupatlfWallkota
tentang Pengadaan BaranglJasa, serta Peraturan '
desa tentang APBDesa tahun 2015 dltetapkan paling
Iambat mmggu kedua Oktober 2015,

K EL [ M A
' - Keputusan Bersama Menteri . Dalam Neger:

Menteri Keuangan, dan Menten.Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini be;laku.sejak
tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di ke-

‘mudian’ hari terdapat kekeliruan, akan diiakukan per-

baikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 15 Septemberj20‘|5
MENTERI DALAM NEGER!
o nd.

TJAHJO KUMOLO

R

MENTERI KEUANGAN;
, . ttd. .
BAMBANG P.S BRODJNEGORO

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TTRASNMIGRASI
S td. |
' MARWAN JA'FAR

"(BN)
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PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH _

PEMBAYARAN BIAYA PENEMPATAN CALON TENAGA
| KERJA INDONESIA/TENAGA KERJA INDONESIA
* MELALUI TRANSAKSI NON TUNAI

(Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlmdungan Tenaga
Kerja‘lndonesla Nomor SE.04IKI_-\IIXIZO1 5, tanggal 21 September 2015)

'KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA, -

Yth: |

Direktur Utama Perbankan : ‘ N
Para Kepala BP3TKI/LP3TKI/P4TKI

Para leplnan PPTKIS

Para Pimpinan Sarkes

Para Pimpinan BLKLN

Para Pimpinan LSP-

Noeakwh =

~ Para Pimpinan Konsorsium Asuransi

- Tempat

‘ Dalam rangka pembenahan “dan ‘pengenda-
- lian biaya penempatan TKI ke Luar Negeri serta sejs-

uai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R:l. Nomor: -
22 Tahun 2014 Tentéhg Penempatan dan Perlind- ;
ungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pasal

46 mengatur bahwa

Penempatan dan Perlindungan TKI wajib. dilakukan

‘secara non tunai

Penempatan dan 'Pe'riindungan Tenaga Kerja Indone-

-sia Nomor B. O1/KA/|12015 tanggal 5 Tahun 2015 -

perthal Penggunaan Sistem Transaksi Non TUnau

Proses Penempatan dan’ Perlindungan TKI melalui :‘

SISKOTKLN dengan ini dlsampalkan hal-hal sebagai ?

| o ': Tembusan Yth :
1. Untuk meningkatkan akuntabilitas, pengéndaiian

] berikut :

dan pencatatan pémbay_aran' biaya penempafan
TK! ke Luar Negeri, maka setiap pembayaran di- :

: w_ajibkah-m'embayar secara non tunai.

2. Setiap stakeholder (PPTKIS, BLKLN, Sarkes, LSP, -

Konsorsnum Asuran5|) harus memiliki rekemng :

“seluruh biaya pada proses .

" dan Surat Kepala Badan Nasional |

- pada perba'hkah yang telah t‘érintegrasi Sistem

" Transaksi Non Tunal TI(I dengan SISKOTKLN‘ :

BNP2TKI.

' 3. Setiap melakukan pembayaran biaya penempa-‘

tan TKI ke Perbankan menggunakan Kode Bayar
. (ID-Bifiing) yang diperoleh dari perekaman data

- transaksi pada system online SISKOTKLN ber-

dasarkan jumlah TKI dan - jenis pembayaran
‘ ehlngga Kode Bayar {ID-BJIImg) dlgunakan se-

bagai kode pembayaran non tunai TKi melaluu‘
Internet Bankmg, ATM atau Telle_r di masing ma-

sing Bank.

4. Pembayaran bnaya penempatan calon TI(IITKI

meialw Sistem Transak5| Non Tunai mulal berlaku
- dan diiaksanakan pada tanggal 21 September
2015. : )

T

" Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diper-

hatikan dan dilaksanakan. -

‘ 'KEPALA -
~ BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN -
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,
| | owd . |
- NUSRON WAHID

1. Menten Ketenagakerjaan

‘2. Para Eselon | di lingkungan BNP2TKI.

(BN

FSusmMs Mews 7624 7- 102015

61



62

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH .

PENILAIAN KINERJA/RA TING PELAKSANA PENEMPATAN
TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA

(Keputus'an Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlmdungan Tenaga
Kerja Indonesia Nomor 39 Tahun 2015, tanggal 2 September 201 5) '

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL - PENEMPATAN DAN -
. PERL_[NDU_NGAN TENAGA_V KERJA INDONESIA,

Menlmbang

a.. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 95 ayat 2 hur—
" uf b angka 8 Undang-Undang Republik Indone- °
sia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan |
“dan Perlindu'ngan Tenaga Kerja Indonesta di Luar -~
Negeri perlu dilakukan penilaian kinerja. terhadap
Pelaksana Penempatan Tenaga I(erja Indonesra : i

~ e, membenkan perllndungan yang maksnmal bagi .

Swasta (PPTKIS);

'b. bahwa' untuk itu perlu ditetapkan dengan Su- :
rat ‘Keputusan Kepala Badan Nasional - Penem- °
patan dan. Perlindungan Tenaga: Kerja Indonesia |

{BNP2TKI) tentang Penilaian Klnerjalﬁatrng terha-
' B pada nilai antara 50 - 100 dengan penjelasan sebagal _
berikut:

: 1. “Sangat Baik”, dengan n|Ia| 96 - 100 yattu PPT-’

1.- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 .

Tahun 2004 tentang Periempatan dan Perlmdun— R
gan Tenaga Kerja Indonesia. di Luar Negeri {Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004‘:3
Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Repub-.

. dap PPTIKIS;

Mengmgat

I|k Indonesna Nomor 4445);

2. Peraturan Presiden Repubhk Indonesia Nomor 81
‘Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempa-

- tan dan Per_iindungan Tenaga Kerja Indonesia;

3. Peraturan Menteri ‘Ketenagakerjaan Republik In- !
donesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksa- -
naan Penempatan dan Perlmdungan Tenaga Kerja - _

© 3. “Cukup” dengan nilai 66 - 79 yaitu PPTKIS yang

memiliki Aspek Legalitas yang lengkap, memenuhi |

Indonesia di Luar Negeri:
_MEMUTUSKAN:

Menetapkan : _
PERTAMA:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEM-
- PATAN DAN PERLINDUNGAN" TENAGA KERJVA IN-
DONESIA _'I_'ENTANG PENILAIAN KlNE‘RJA/RA-TING;f

KEDUA :

o ‘PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDO-
. NESIA SWASTA (PPTIKIS).

dimaksud dalam Amar PERTAMA dirnaksudkan un-
tuk; P o : :

a. memetakan kondisi objektif PPTKIS

b. ‘mendorong peningkatan kualitas pelayanan PPT-

KIS sejak perekrutan hlngga penempatan ke neg-

ara tu;uan \
TM yang telah ditempatkan. -

KE T 1GA; .
Penilaian Kinerja/Rating PPTK!S dldasarkan

KIS yang memiliki Aspek Legalitas yang lengkap,

dan memiliki jejaring di negara penempatan, me-

matuhi. prosedur penempatan serta mampu me-

nempatkan TK1 tanpa ada permasalahan hlngga
* "selesai kontrak.

memiliki Aspek Legalitas yang lengkap,
. mienuhi sarana dan prasarana yang memadai dan
memiliki jéjaring di negara penempatan, mema-
‘tl._lhl prosedur penempatan_ serta mampy menyele-
saikan permasalahan TKI yang ditenipatkan;

sarana dan prasarana cukup, memiliki jejaring

yang terbatas di negara penempatan, mematuhi

prosedur penempatan serta yang mempunyai TKI

yang bermasalah paling banyak 1% dari jumlah

penempatan dan mampu serta bertanggeng jaw-

ab menyelesaikan permasalahan TI(I yang dltem—
, patkan :

. Business News 8762/7-10-2015

memenuhi sarana dan prasarana yang memadai -

Penilaian Kinerja/Ratmg PPTKIS Sebagalmana'

2. “Baik”, dengan nilai 80 - 95 yaitu PPTKIS yang -
me-’




PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH |

4. . “Perlu Pembinaan Khusus”, dengan:nilai 56 - 65

. yaitu PPTKIS yang memiliki Aspek Legalitas teta- |

pt tidak lengkap, sarana dan prasarana yang ti-

l bagalmana terCantum dalam Lampiran Keputusan Ke-

ini.

di negara penempatan, tidak mematuhi prosedur %

penempatan serta memlllkl banyak permasalahan o

terhadap TKI yang datempatkannya :

KEEMPAT

Hasil Pemlaian Klnerja PPTKiS berdasarkan
ketentuan sebagalmana dimaksud dalam Amar KE-

TIGA dibagi dalam 4 kelompok/kategorl, yaitu:

: 1. Kategori “Bronze” adalah PPTKIS yang sama’

sekali tidak menempatkan TKI pertahun;

' 2. Kategori “Silver” adalah PPTKIS yang menempat-

kan TKI sampai-dengan 500. orang TKI pertahun

: 3. 'Kategon “Gold” adalah PPTKiS yang menempat--
kan TKI 500 sampal dengan 1.500 orang TKI per- ;

“tahun;

4. Kategorl "Platlnum adalah PPTKIS yang menem- . -
patkan TKI lebih dari 1.500 orang TKI pertahun. o

'KELIMA

~Hasil Penllalan klnerjalﬁatmg PPTIKIS seb--_
l agarmana dlmaksud dalam Amar KEEMPAT adalah se- | -

| LAMPIRAN -

KEENAM:

; "‘Amar KELIMA diambil 10 PPTKIS teratas dalam Kat-
dalam Kategorl "Platlnum”

K E T u Ju H: : '
‘ Keputusan Kepala BNP2TKI ini mu|a| berlaku

. dikemudian " hari terdapat kekeliruan "akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2. September 2015
KEPALA BADAN NASEONAL PENEMPATAN DAN
PERL]NDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

1 .

NUSRON WAHID

 HASIL PENILAIAN KINERJA/RA TING PELAKSANA PENEMPATAN
‘ ' TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA PPTKIS

11" KATEGORI SILVER (PENEMPATAN <500 TKI) PERTAHUN

pala BNP2TKI ini yang merupakan satu kesatuan yang -
tidak- terp:sahkan dengan Keputusan Kepala BNP2TI(I
dak memadai dan memiliki jejaring yang terbatas. | ‘

Nama-nama PPTKIS dalarn Lamplran ‘Per-
aturan Kepala BNP2TKI sebaga|mana dimaksud dalam-

‘egori “Silver” dan "Gofd”, serta 6 PPTKIS teratas'

“sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

NO - KODE -~ 'NAMA . . | L WILAYAH
i1 BANO45 - | . BANDAR LAGUNA - - JAWA BARAT
2 ESD31S . ESDEMA MANDIRI - "~ JAWA BARAT

3 BHAOO1 ‘BHAKTI PERSADA JAYA | DKI JAKARTA

4. DIA256 - DIAN KHARISMA MANDIRI - JAWA TIMUR

S ~ ASA001 _ ASAJAYA . | JAWATIMUR -
6 CIPO58 CIRTA REZEKI UTAMA ‘NTB - - :

7 ~ DEW937 - DEWI PENGAYOM BANGSA JAWA TENGAH
'8 LINTOO LINTAS CAKRAWALA BUANA | DKI JAKARTA -

9 CIT120 | CITRA ABDINUSA . . = - JAWA TIMUR
(10 PANO29 PANSOMAL TIRTANAD! DKI-JAKARTA
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I(ATEGORI GOLD (PENEMPAT‘AN 500 S.D 1. 500 TKI) PERTAHUN '

WILAYAH

NO KODE . . _ NAMA ,
1 . CIT383 “CITRA CATUR UTAMA KARYA JAWA TIMUR .
. - ‘ BERKAT SUKSES. MAKMUR | . - _
2. ~ BEROO4 = SEJAHTERA - JAWA TIMUR
3 ' SAM293 SAMPEANG ALIFID MANDIRI_ DKI JAKARTA
4 TIA143 . “TIARAMAS RONAGEMILANG JAWA BARAT
. 5 "PER394 | PERWITA NUSARAYA _ __JAWA TIMUR
6 HAE348 - HAENA DUTA CEMERLANG DKl JAKARTA
7 SUK397 SUKAMULIA MANDIR! AGUNG DKT JAKARTA
8 . ASA002 | . ASAMULIA INDO MANPOWER JAWA BARAT.
9 “BUA179 - | - BUANARIZQIA DUTA 'DKI JAKARTA. .
: : SELARAS S
1_.0‘ - ‘VSUM313‘ 'SUMAJAYA. ' DKI JAKARTA
. KATEGORI PLATINUM (PENEMPATAN> 1500 TI(H PERTAHUN ,
NO KODE : NAMA A - WILAYAH
1 PUT407 PUTRA JABUNG PERKASA JAWA BARAT
2 - KAR020 ~ KARYATAMA MITRA SEJATI 'SUMATERA UTARA
3. PRI276 _PRIMA DUTA SEJATI - JAWA TIMUR
4 KOP 387 HAMPARAN KARYA INSANI NTB .
5 ' KI1J367 KIJANG LOMBOK RAYA " NTB R
6 SAH242 'SAHARA FAJARINDO CORP SUMATERA UTARA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

1t :
NUSRONWAHID
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